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PEEATURAN PEMERINTAH EEFUBLIK INDONESIA

WOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN EEUANGAN DAKEAH

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REFUBLIE INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 dan Pasal
330 Undang-Undang HNomor 23 Tahun 2014  tentang
FPemerintaban Darrmh, perlu menctapkan Peraturan
Pemenntah tentanpg Pengelolaan Keoangan Daerak;

1.

Pasal 5 ayat {2} Undanp-Undang Dasar Negams Republikc
Indeonesia Tahua 1545,

Undang-Uncang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbkangen Keuangan antara Pemerintah Puszat dan
Pemetintahan Daecrah  {Lembaran  MNegara Republik
Indoncesia Tahun 2004 Nomeor 126, Tambaharn Lembaran
Megara Republik Indanesia Momaor 4438);

Undang-Undang Nemor 23 Tabhun 2014 rentang
Femerintahan Daerah [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahatn Lembaran
MNegara Repubtik Indonesia Nomor 3587 sebagaimana
lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9@ Tahun 2015 tentang Perubahen Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah  {Lembaran Nepara Republik
Itwlenesis Tashun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Mepara Hepuahlik [ndonesia Nomor S679).

MEMUTUSKAN: _ . .
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MEMUTUSKAN:

FERATURAN PEMERINTAH TENTANG  FENGELOLAAN
KEUANCGAN DAERAH,

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

&

Kevangen Dasrah adalah szemua hak dan  kewsjiban
Daerah dalatm rangka penyvclenggaraan Pemerintaban
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta zegala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan  Keuangan Daerah adalah  kezelumhan
kegiatan yang meliputi  persncansan, penpanggaran,
pelaksanaan, pehatausabaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Kevangan Dacrah.

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Megara  yang
selanjuthya  disingkat APBN adalah rencana  keuangan
tohunan Pemerintah Pusat vang ditetapken  dengan
undang-undang,

Anggaran  Perddapatan dan  Belanja Daerah  yang

sclanjutnya disingkal APBD adalah rencana keuangano
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Fenerimaan Daerah adalabi gzang vang masuk ke kas
Daerah.
Pergeluaran [acrah adalah uvang yang Keluar dard kas
Daetrah.

Pendapatan Daersh adalsh sermnuea hak Daerah vang diakui
vcbapal penambabh nilai kekwyaan bersin dalam perinde
tahun anggaran berkenaarn.

8. Dana . .
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CDana Transfer Umum adalah dana yang dislokasikan
dalam APON Lkepada [Daerah untuk digunakan sesygai
dengan kewenengan Dacrah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalarm rangks pelaksanaan dezentralisasi.

Dana Transfer Khusuy adalah dana vang dialokasikan
dalamm  APEN kepada Daerah denpan  tujuan  untuic
membantu mendanai kegiatan kbhusug, haik Asik maupun
nonlisik yang merupakan urgsan Daerah.

Pana Bagl Hasil yang selanjutnve disingkat DBH adalah
dang yang bersumber dari pendapatan terientu APBN yang
dialakasikan kepada Daerah penphasil Berdasartkan angka
perasntase tertenty dengan tujuan toEn R rangl
ketimpangan kemampuan keusnmgan antara Pemeriniah
Pusat dan Daerah,

Dana Alokesi Lmum yeng selanjutnyva disingkat DAL
adalah dana yang bersumber dan pendapatan AFBN vang
dialokasiltan  dengan  tujuan pemerataan  kemamplian
kenangan antar-Daerab untuk mendanau  kebutuhan
Dacrah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus vang selanjutnyva dizingkat DAK
adalah dana vang bersumber dar pendapatan APBEM vang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membanty mendanai kegiatan khusus yvang meripakan
Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah,

Belama DNacrah adalah semua kewajiban  Pemerintah
Daegralh yang dialui sebagai pengurang nilai kekayasn
bersih dalem perode tabun anpgaran berkenaan.

Fembiayaon adalah setiap penenimaan vang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran yang akan  diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenzan maupun
pada tahun-lahun anggaran berikutnya.

15. Pinjaman . . .
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Pinjam=an Dacrah  adalah  semuba  transaksi  yang
mengakibatkun Dacrah mencrima sejumlah uvang atan
menerirna manfaat yang bernilsa vang dari pihak lain
sehingpa  Daerah  terscbut  dibeban  kewajibazn  untulk
membayar kernbali

Utang Daerah yang selanpatnya disebut Utang adalah
jumlah wang yang wajib dibayar Pemerintabh Dasrah
dan/fatau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapel dicoilai
dengan  wang  berdasarkan peraturan perundang-
undanpan, perjanjian, atan berdasarkean sebaby lainnya

yang sah,

Pemberian Pingaman Daerah adalah bentuk  investasi
Pemenntah Dmersh pada Pemerintah Pusat, Petnerintah
Daerah lainnya, badan layanan uwmuam daerab milik
Pemenntah Dacrah lainnya, badan usaha milik nepara,
Badat Usaha Mihk Dacrah, koperasi, dan masvarakar
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yaog disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarans dan sarana
Dacrah yang tidak dapat dibebankan dalem 1 {satu} tahun
ANRZArarn.

Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atan potensi
Jasa dalam periode pelaporan yang menurminkan ekuoitas
Alau nilal kekavaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
alaw konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Fencarng Pembangunen Jangka Menengalh Daerah yang
zelapjutnya disingkat  REJMD adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 [lima) tabuan.

Eencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjufnya
disebul Rencana Kerja Pemerintali Daeralh dan yang
selanputnya disingkat EKPD adalabh dolumen perencanaan
Daerah untuk perigde 1 [sata) tabun,

22, Kebijakan . . .
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Kebijakan Umum APBD vang selanjulnya disinpkal KUA
adalah dokumen  yany memuat  kebijakan  bidang
pendapatan, belanja, dan FPembiayaan zerma asumsi yang
mendasarinya untuk pericde 1 (gatu] tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Semnentara yang selanjutnya
theingkat PPA%S adalah program  proritas dan  batas
maksimal anggaran yang diberikan kepads peranghkat
Daerah untulr setiap program dan keglatan scbagal acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja. perangkat daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Herja Peranpkat
Dacrah, vang sclanjutnya disingkat REKA SKPD adalah
dekumen yang mermuat rencana perdlapaten dan belanja
SKPD atan dokumen yvang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yvang melaksanakan funpsi
bendabara umum daerah yang dipunakan sebagar dasar
penyusunan rancangan APHND,

Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  adaleh
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakkan dengan
pengambilan  keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakulean dalam perspektif lebih darni 1 {zatu} tahun
angegaran dan mempertimbangkan implikasi Biaya akibat
keputusan yang Dbersanghutan pada tahun berikutnya
yvang dituangkan dalam prakiraan maju.

Program adalah bentul instrurmen Kebjjakan yang bena |
[satu) atau lebiby Kegiatan yang dilaksanakan oleh =atuan
kerja perangkat daesrah  atau  masyarakat vang
dikoordinasikan oleh Pemerinteh Dacrah untuk mencapai

sasaran dan tujuan pembangunan Daerate.

27. Kecmiatan .. .
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Kegiatan adalah bapian dari Program vanp dilaksanakan
olch 1 [satu] atau beberapa satuan kerja perangkat daerah
sebagal DRagian dari pencapaian sagaran terubkur pada
suatu Program dan lerdin dan sekumpulan  tindakan
rpengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber dava manuzia, barang meodal termasulk peralatan
dan telknologi, dana, atay kombinas: dao beherapa ataun
vetoua Jems sumber daya tersebut, sebaga masukan
untuk menpghasilkan keluaran delam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalsh kegiaten yang dianpgarkan
dan dilaksanakan untuk masa lcbih dari 1 [satu) tabun
anggaran yang pelkerjaannvae dilakukan melalun kontrak
tahun jamak.

Kcluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang  dilaksanakan untuk  mendokung
pencapatan sagaran dan tgjuan Program dan kebijukan.

Hasil  adalah sepala sesuatu yang  mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 [satuo)
Frogratm.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kepgiatan.

Kirerja adalab Keloaran/Haml dan Program/Kegiatan
yang akan atau telah dicogpan sehubunpan  dengon
pengeunaan anggaran dengan kuantitas dan baalitas yang
teruloar.

Kas Umum Daerah adalah tempal penyvimpanan Uang
Daeral  wang ditentuken olch  keopala dacrah untuk
mepampung scluruh Penenmaan Daerah dan membayar
scluruh Pengeluaran Daerah.

34, Eekening . . .
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-Rekening Kaz Umwum Daccsh adalah rekening tempat

penvimpanan uang Daerah yang ditentukan olch kepala
dacrah untuk menampung zeluruh Pencrimaan [Dacrah
dan meémbayar seluorah Penpelvaran Daerah pada bank
vang ditetaplan,

Dooamen Prlaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja EKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan ZKPD vang mclaksanakan fungsi bendahare
urnutn daerah yang digunakan sebagai dasar pelakzanaan
anggaran oleh pengpuna anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnva disingkat SPD
adalah dokumen vang menyatakan tersedianya dana
schagal dasar penerbitan suraf perminisan pembayaran
alas pelakcsanaan AFBD.

Aurat Permmtaan Pembayaran vang selanjuinya disinelkat
3PP adalah dokumen yang dipunakan unfuk mengajukan
RETIL Aan pembayaran.

Ueng Persedizan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu vang diherikan
kepada bendahara penegcluaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pada saman kerja perangkat daerahjunit
satuan kerja perangkat dasrah den/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuanoya tidak
mungkin  dilakukan melalui  mekanisme pembayaran
langsung.

Pembayaran Langsung vang selanjgtnyva disingkat LS
adalah  Pembavaran  lLangsung kKepada  bendahara
pengeluaran/penerimy hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja. surat tugas, <dan/ulau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung,

40. Tambahan , ..
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Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dizebuat T
atdalah tarmmbahan wang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengcluaran
pembantu  untuk  metnbiayai penegcluaran atas
pelaksanaan AFED yang tidak cukup didanai dan UP
dengan bartas waktu dalam @ {satu) bulan.

Sutd! Penintah Membayar yvang selanjutnya disingkat SPW
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
permitah pencairan dana ataz Beban pengeluaran DPA
SKPD.

surat Penntabh Membayar UP vang selanjutnya dizsingkat
SPM-LIP addalah dokumen  ysng  digunakan untuk
penethilan surat perintah pencairan dana atas Beban
penpeluaran DPA SKPD» vang dipergunakan sebagai UFP
untuk mendanai Kegiatan.

Surat Penntah Membayar Gantl Usng Persedianan yang
selanutnya  disinglcat SPRM-GU adalash dokumen yang
dipunakan untuk penerbitan suarat perintabh pencairan
danz atas Beban pengeluaran DPA SKPD vang dananys
diperpunakan  untuk  mengganti  UP yane  telah
dibeclanjakan.

Surat Penntah Membagar T yang selanjutnya disinglat
SFM-TLU  adalah  dokumen yanp digunakan  uneak
penertatan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran IMPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak
dapat menggunakan LS dan UP.

Surat Perintah Membavar Langsung vang sclanjutora
discbut SPM-LS adalah delamen yang digunakan untuk
penertitan surat perintah pencairan dana aefas Reban
pengeluaran DPA SKPT kepada pihak ketiga.

46, Surar . ..
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Surat Perintall Pencairan Dana veng selanjutnya disingkat
P2 adalah dokumen yang digunakan sebagat dasar
pencairan dana ataz Beban APED.

Barang Milik [aerah yvang selanjutnva disingkat BMD
adelah semua barang vang dibeli atau diperocleh atas
Beban AFBII atau herasal dan perolehan lainnya yang =ah.

dSisa Lebah Perhitungan Anggaran yvang selanjutnya disebut
SiLPA  adalah selimih lebih mealizasi penenmaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 {satu) perode anggaran.

Fiutang Daerah adalah jumlah uang vang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dJdenfatan hak Pemerintah
Draerah yang dapat dinilai dengan wang schagal akibat
perjanjian atau akibat lainnya becdaszarkan ketentuan
peraturan perandang-undangan atau akibat lainnysa yang
sabt.

Peraturan Dacrah vang selanjutnya disebut Perda atau
ranf disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan
Perda Kabupaten/ Kota,

Peraturan  Kepale Dacrah yang  selanjutnya disebut
Perkade adalah peraturan gubernur atan  peraturan
bupeati/wali kota.

Urusan Pemerintahan adalash Kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presiden yamg pelakzanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah  woruk  melindungl,  melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat,

Pernerintahan Dacrah adalah penyelengparaan Urdsan
Pemerintahan oleh  Pemenntah Daerabh dan  Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah menirat asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip aonami seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Eepublik
Indonesia schagaumana dimaksud dalam Undang-Undang
Dazar Negara Hepublik Indonesia Tohun 1945,

54, Uruszan ...
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Lsan FPemenntahan Wapb adalah Urusan Pemerintahan
vang wajib dizelenggarakan vleh semua Dacrah.

Uruzan Pemerntahan Filiban adalah Urusan
Pemerintahan yang wajb disclonggarakan eleh Daerah
sesuail dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan [Daszar adalah  pelayanan publik untuk
mcmecnuhi kebutuhan dasar warga negara.

standar Pelayanan Mimmal adalah ketentuan menpgena;
Jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urisan
Pemenntahan Wajib yang berhak dipercleh setiap warga
NERara secara minimel.

EBadan Layanan Vmum Dacrah yang selanjutnya disingkat
ELUD edalab sistermn yang diterapkan oleh =atuan kerja
perangkat daerah arail umt satuan kerga perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat decrah dalam memberikan
pelayanan  kepada  masyaraltat yang — mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuvangan schagai
pengecuahan dan  ketentuan  Pengelolaan  Keuangan
Daerah pada umumnya.

Pemerintah Pusat adalabh Presiden Repulilik Tnicdonesia
yang memegang kekuasaan  pemerintahan Negara
Kesatuan Ecpublik Indonesia vang dibanty oleh Wakil
Fresiden dan menteri sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun
1945,

Menteri adalab menten yang menyelengearakan unasan
pemerintahan dalam negerd.

Dasrah Chonom yang selanjutnya disebot Daerah adalah
kesartuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yeng berwenang mengatur dan mengurus
Urpsan  Pemerinlahan dan  kepentingan  masyarakat
setempat menurl prakarsa scndin berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sigtem Negara  Kesatuan Republik
Indenesia.

62, Permerintioh . . .
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Femerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur
penyclenggara Pemerintabiapn  Daersh vang memimpin
pclaksonaan Urosan  Pemenntehan  yang menjadi
kewenamgan Daerah.

Eepala Dacrah adalah pubernur bagi Daerah  provins,
bupat bapgi Daerah kabupaten, atau wal Kotas bag Daerah
kota,

Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang  selanjutnya
disingkat DFRD adalah lembaga perwakilan rakyer Daerah
vang  berkedudukan  sebagai unsur penyelenggara
Pemnerintahan Dacrah.

Satuan Kerje Perangkat Dacrah vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat dacrah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanalzan Urusan Pemenntahan daerah.

Satuan  Kerja Pengelola Keuangan Daerah  wang
selanjutnva disingkat SKPED adelah unsar peaunjang
Urusan Pemenntahan pada Pemerintah Treerab yang
mclakzanakan Pengelolaan Kevangan Daerah,

Unit S3KPD adadah bagian SKPD yang melaksanakan |
[satu) atau beberapa Program.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah
pejabat  permegang kewenangan pongguanasn atggaran
untuk melaksanalzan tugas dan fungs SKPD  yang
dipimpinnya.

Kuasa FA yang selanjutnys disingkat KPA adalah pejabar
vang iben kuasa  untuk  melaksanakan  sebagian
kewensangan FA dalam melakzanakan sebagian tupas dan
fungsi SKFD.

Tim Angegaran Pemerintah Traerah  yang  selanjutnya
dizingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyapkan dan
melaksanakan kebipakan Kepala Daerah dalam rangka
petyusunan APBD.

71, Pejabat . ..
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Pejabal Pengelole Keuangan Dacrah yang sclanjutnya
dizingkat PPKD adalah kepala SKPKD vang metnpunyvai
tupas melaksanakan pengelolaan APBDY dan bertindak
sehaga bendahara umum daerah.,

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnys disinglat BOD
adalah PPKD vang berhindak dalam kapasitas  sebaga
BLUD.

Kuaza BUD adalah pejabat yanpg diberd kuaza untuak
melalksanakan tugas BLID.

Pcjabat Pclaksana Tekniz Kegiatan wvang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melakzanakan 1 [satu) atey beberapa Kegiatan dan suatu
Program scsual dengan bidang tupasnva.

Pejabat Penatansahann Heuangan Satvan Kerja Perangkat
Caerah yang selanjutnva disingkel PPK SKFD adalah
pejabal yang melaksanskan fungsi tata usaha keuangan
pada SKFD.

Bendahara Petenmagn zadalsh pejabat vang ditunjuk
untuk METETIINA, Menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjiawabian wang
Pendapatan Daerah Jalam rangka petaksanaan APED
pada SKPD,

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
meEnerima, menyimpan, membayarkan, menatansahakan,
dan mempettanggunglawabkan uang untuk keperluan
Belanja Daerab dalam rangks pelakssnean APED pada
SKPD.

TR, Pepawal . ..
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Pepgawal Aparatur Bipil Negara vang selanputnya disingkat
Pepawai ASN adalah pepawai negeri sipll cdan pegawal
pemerintah denpan perjonjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaion dan diserahi tugas dalam
suaty jabatan pemerintahan ataa diserahi tugas nepara
lainnya dan digayi berdasarkan peramuran perundang-
LT ATIEEN.

Badan Usaha Milik Dacrabh yang selanjutnya disingkat
BUMD edalah badan usaha yang sclurah atau sebagian
bezar modalnya dimmlika oleh Dacrah,

Angparaty Kag adalah perlaraan arus kas masuk yvang
bersumber dari penerimaan dan perificaan areg kas kelyar
untuk mengatur ketersediaan dana vang oukup puna
mendanai pelakzanaan APBD dalan setiap periode,

Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yvang  selanjotnya
chsingkat SAP adalah  prinszip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuanpgan pemerintah.

Eebjjakan Akuntansi Pemerintali Daerah adalah prinsip,
dasar, kenvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih
olehh Pémenntah  Dacrah schagmi pedoman dalam
menyucun dan ményankan laporan keuanpan Pemerintah
Daerah untuk memenutn kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatican keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, anlar perode
mMaupun antar entitas.

Sistern Alountansi Pemerintah Daerab yang selanjutnya
dizsingkat SAPD adalah rangkaion  sistematik dari
prosedur, penyelenpgara, peralatan dan elemen lain untak
mewljudkan fungs skuntansi scjak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi Pemerintahan Dacrat.

84. Bagan _ . .
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54, Bagan Akun Standar vang selanjutnya disingkat BAS

adalah daltar kedefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
kecuanpgan yang disusun  secara  sistematis  sebagad
pedoman dalam  pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuanpan Pemerintah Daerah.

£5. Han adalah har kerja.

Paszal 2

Keuangan Draerah meliputi;

.

(1)

(2}

hal Daersh antuk memungut pajak daerah dan retribuasi
daerah zerta melakukan pinjaman;

kewajiban Daerah unmuk menyelenggarakan Urusan
Femerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Daerah
Pengeluaran Daeral:

kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa wang, surat berharga, piutang, barang, serta hak
lain yeng dapat dimilal dengan uang, termasuk kekavaan
dewerah vang dipisahkan; dan/atau

kekayaat pibak lam vang dikuasal oleh  Pemerintah

Daerah dalam rangka penyelengparaan tupas
Femerintahan Daesrah dan/aran kepentingan umum.

Paxzul 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara rectily,
efisien, chonomis, cfektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan mernperhatikan rase hkeedilan, kepatuatan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pade kctentuan
peraturan perundang-undanpgan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebepaimana dimaksud
pada ayat (1] diwujudkan dalam AFBD.

[3) APBD . ..
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(3] AFBD sebapgaimana dimaksud pada avat (2] memupakan
dasar bagi Pemerintah Daerali untuk  melakukan
Fenerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB 11

Fengelola Keuangan Daesrah

Bagman Kesatu

Pemegang Keknasaan Penpelolaan Keuangan Daerah

Pavgl o

(1) kepala [merah selaku pemegang kekoazaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

keperilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,

{2] Pemepang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagoumana  dimaksud  pada  ayat (1] mempunyal
kewenangan:

a, menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Ferda tentang perubahan APBD, dan rancangan Ferda
lentang perlanggungjawaban pelaksanaan APBRD;

b. mengajukan rancangen  Perda temtang  AFBD,
rancangan Perda tentang peruabahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pettangpungjawaban
pelaksanaan APED kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

c. menctapkan Perda tentang APBED, rancangan Perda
tentang perubsghan AFED, dan rancangan lPerda
teritang pertangmungawaban pelaksanaan APBD yang
telah mendapat peraenipaan barsarma PR,

d. menetaplkan lebijakan terkait Pengelolaan Keuanpan
Daerah;

e, mengambil . . .
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e. mengambil  Undaksn  tertentu  dalam  keadaan
mendesak terkait Pengelolaan Keuvangan Daerah yang
sangat dibvtuhlean oleh Dacrah dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijukan pengclolaan AFBD;

g menstapkan KPA;

L. menetapkan DBendahara Penermaan dan Bendahara
Fenpeoluaran;

1. menctapkan pejabat vang  berrugss mclakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi desrah;

1. menetapkan  pejabat yang  bertuges  melalkukan
pengelelzan Utang dan Pintang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang  bertugas melalnakan
PENR1LIAT atas tagihan dan memerintahkan
perabayeararn;

. menetapktan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daecrah sesuan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenatgan lain  sesual  dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dacrah melimpabhkan sebagian atau
zeluoh kekuasdsnnya vang berupa perencanaar,
penganggaran, pelaksanaan, penatauvsahzan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan
Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Pejahat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} terdiri atas:
a. sekretaria dagrah selaku  koordinator Penpgelolaan
Keuangan Daerah;
kepala SKPKD selakn PRPED; dan
kepala SKPD sclalm PA.

(2} Pelitnpahan . .
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[3) Pelimpahan sebagian atay selutuh kekussaan

{5]

[1]

(2]

sebagaimana dimaksud pada avat [3] didasarkan pada
prinsip petmisahan kewsnangan ANLara YATR
memerintahkan, menguji, dan Menerima Akay
mengeluarkan nang.

Felimpahan kebuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
[} dilelapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

FPazal 5

Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Diaerah dalam
kepemilikan  kekavaan  Dacerah yang  dipisabkan
scbapaimana dinmaksnd  dalam Pazal 4 ayat (1)
betkedudukan sebagal pemilik medal! pada perusahaan
Umum daerah atsu pemegang saham pada perseroan
faerah.

Ketentuan mengenai Kepala Daerah  selakn wakil
Pemenntah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
vang dipisahkan schagmamana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan sesum dengan  ketentuan peraturan
perundang-iindangarn.

Hagian Kedus

Koordinator Pengelolaan Keuanpgan Dasrah

i1

Pazal &

Sckretari= daerah  =elabn koordinaror Pengelolaan

Keuwangan Daerah sebagaimana dimaksud pade Pasal 4

ayal (4] huruf & mempunyal gas:

a. koordinasi dalam Pengelalaan Keuangan Daerah;

b. hoordinasi di hidang penyusunan rancangan APBD,
rancingan  perubahan  APRI),  dan  rancangan
pertangpungjawaban pelakzanaan AFBD,

c. koordinasi . . .
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c. kKoordinasi penyigpan pedoman pelaksanaan APBD;
tnemberikan pecsetljuan penpesahan DPA SKPD;
koordinasi pelakesanaan  togas  lainnye di bidang
Fengelolaan  Keuangen  Dasrab sesgsr dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAFD.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
bertangeung javwat kepada Kepala Dacrah,

Bagian Ketizga
Pejabat Pengella Kevengan Daerah

Paszsal 7

Kepala SKPKD selaku PPED mempunyai tugas:

a. menyasun dan melaksanakan kebijakan Pengelnlaan
Keuangan Daerah;

b, meoyusun rancangan Perda temang APBD, rancangan
Perda tentang perubaban APBD, dan rancangan Perda
tentang pertangpungjawaban pelaksanaan APBD:

c. melakzanakan pemmungutan Pendapatan Daerah yang
telab diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungst BLUTY, dan

e melaksanakan tugas lainnys sesual dengan ketentuan
peraturan perandang-undangan.

PPED  dalam rmelakzanaken fngsinya  selaka BUD
sebapaimata dimaksud pada ayat [1} huruf d berwenang:

a, menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBDO;
b, mecngesehkan DPA SKPD;

¢. mclalukan ponecndalian pelaksanaan APED;

d

memberikan pelunpuk  teknis  pelaksanaan sislem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daeral;

e. melaksanalcan . . .
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melakzanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan SPD:

g menviapkan pelaksanaan pinjaman dan  pembenan
jaminan atas nama FPemerintah Daerah:

h. mclaksanakan sistem  akuntansi dan pelaporan
Eeunangan Dacrah;

.. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

1. melakukan pencatatan dan pengesahan dalan  hat
penerimaan dan Perngelusran Daerah sesual dengan
ketentuan  pereturan  perundang-vundangan, tidak
dilakukan melalyi Rekening Kas Umum Dacrah.

Pasa]l &

FPKL} sclaku BEUD mengusulkan pejabat di lingkungan
SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan zebagai
Kuasa BLUT.

Kuazy HBUD  schagaimanz dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan denpan keputusan Kepala Daerah.

Kuaza BUD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunya tugas:

a. menyiapkan Anpgaran Kas,

b. mecnyiapkan SPD;

r, mmenerbitkan SPE0O:;

4. memantau pelaksanaan penerimaan den pengeluaran
AFBED oleh bank dan/atau lembaga keuvangan lainnya
vang telah ditunjuk;

£, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBL;
menyimpan uang daerah;

E. melakzanakan penempatan  vang  daerah dan
mengelnla / menatausahalkan investasi;

h. melakukan pembayaran  berdasaorkan  permintaan
PAJKFA atas Behan AFPBRD;

- melsksanakan . ..
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i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah afas nama
Femenintah Daerah:

j.  melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
dan

k. mclalkukan penagihan Pintang Daerah.

{4) Kuasa BUD  schapaimana dimaksud  pada ayat (1)
bertangpung jawab kepada PPKD =elaku BUD,

FPasal 1

kepala Daerah atas usul BUD dapat menstapkan lebih dar 1
fsatu)] Kuasa BUD di lingkungan BKPKD dengan perimbangan
kesaran jumlah wang yang dikelola, beban Kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali.

Bapgian Kesmpat
Penpgguna Anggaran

Pasal 10

(1) Repala SKPLr selaku PA mempunyal tugas:
B. menyusun BKA SKPDy
b. menyuasun DPA SKPD;

c. melalukan tmdakan vang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggacan belanga;

. melaksanakan anggaran SKPD yvanhg dipntnpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memenintahkan
pembayaran;
melaksanakan pemungatan retribusi daerab,

g meéngadakan ikatan/perjanjian kerja zama dengan
pihale lain  dalam  batas  s#nggaran yang  telah
ditetapkan,;

h. menandatangani SFM;

1. mengelola Utanp dan Piutang Daerah vang menjadi
langgang jawab SKPLD yang dipimpinnya;

I menyusun . . .
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j- menyusun dan metyampaikan laporan keuangan SKFD
yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaren  SKPD yang
dipimpimnya,

I. menetapkan PPTK dan PPK SKFD;

m. mcnetapkan pejabat  lainnya  dalam  SKPD yang

dipimpinnya dalam Tangka Pengelolaan Keuangan
Daerah: dan

n. melaksanakan Tugas lainnya scsual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

FA bertanggung jewsb atas pelaksansan tugas dan
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
kepada Kepala Daeraby melalyi sekretaris davrah,

Bagian Kelima
Kuasa Pengpuna Angparan

Pazal 11

FA dapat melimpahkan sebapian kewenangannyva kepada
kepala Unit SKPD selaky KPA.

Felimpahan kewetangan sebagaimana dimeksud pada
ayat (1| berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] ditetapkan oleh Kepala Daerah atas osal kepala
SKPD,

Pelimpahan Lkewenangan schagaimana dimaksod pada

ayat (1] meliputi:

a. melalukan tindakan yvang mengakibatkan peogeluaran
atas Beban anggaran belanja;

b, melaksanakan anpgaran Unit SKPD yang dipimpinoye;

c. melalkukan . ..
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. melalukan pengupen dtas tagihan dan memerntahkan
pemlrayaran;

d. mengadaken ikalan/peranjian kerja sama dengan
pihak lain  dalamn  batas  anggaran  yang  telah
ditetapkan;

c. melaksanakan pernungutan reteibus daerah;

[ menpawasi  pelaksanaan angearan  yang  menjach
tangEung Jawabnya,; dan

g- melaksanakan tugas KPA  lainnya sesuei dengan
Ketentluan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksod
pada ayat [4) KA bertanpgung jawab kepacda PA,

Bagian Keenam
FPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Dracrah

Fasal 12

PASKFA dalam melaksanakan Kepiastan menestapkan
poijabat pada SKPD/ Unit SKPD selaku PPTE,

PPTK schagaimana ditnaksud pada ayat (1) hertugas
membantu tugas dan wewsnang PAKPA.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang schagaimana
dimaksud pada ayat (2], PPTK bertanpgung jawab kepada
PA KP4,

Pasal 13

Penetapan FPTK sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) berdasarkan perrimbangan kompetens) jabatan,
besaran angpatan Keglatan, beban kerja, lokasi, renitang
kendali, danjatau pertimbangan objektif lainnya yoang
kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.

{2) PPTK . . .
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(2} FFTK schagaimana dimaksud pada avat [1] memipalian
Frygawal ASN yang mendudulid jabatan stroktural sesuai
dengan lugas dan fungsinva.,

(3] Dalam hal udak terdapat Pepawal ASN yvang menduduki
Jakatan struktural, PA/KPA dapat menetaplkan pejabat
fungsional umurm sslaku PPTK yang krteranys ditetapkan
Kepala Dasrah.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Kenangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pazal 14

1) Kepala SKPD  selaku PA  menetapkan PPEK SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hwacal 1

untuk melaksanakan fungsi tata usaha kewvangan pada
SKPD.

(21 FFK  SKPD  sehapaimana dimaksud  pada  awat (1)
mMempunyai tagas damn WewaTlaTge:

a. melalukan verifikas SPP-UP, S5PP-GU, SPP-TUD, dan
SPF-L3 beserta hukt kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran;

b, memyapkan SPM,;
melakukan verifikasi [faporan  perlangrungiawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

£ menyasun laporan keuangan SKPD.

{3] FPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
merangkap sebagai pejabat dan peogawnl yang bertugas
mclakukan pemungutan pajak  daescah dan retnbusi
deerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pehgeluaran,
dan/atan PPTK.

Bagian Kedelapamn . . .
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Bagian Kedelapan

Fejabat Penatesusahaan Kewangan Unit SKPD

Pazal 15

111 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewsnangannya
kepada KPA karena pertimbangan zebagaimansa dimaksguil
dalam Pasal 11 avat [2], PA menelapkan PPE Unit SKPD
untuk melaksanakzn fungsi tata usaha keuangan pada
Unul SKPL,

(Zp FFK Unit SKPD sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
Mmernpunya Igas:

a. melakukan verifikazi SPP-TU dan SPP-1.3 beserla bukli

kelengkapannya yeng digjukan olch  Bendahara

Pengelusaran pembantu;

b. menviapkan SPM-TU dan 5PM-LS, berdesarken SPP-
T dan S8PP-L3 yang digjukan olch Bendshara
Pengeluaran pembaniv; dan

v melakukan verifikasi  laporan  pertangpungiawaban
Bendahara Penerimaan  pembanty dan Bendzahare
Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesembalan

Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

{1) Kcpala Daerah menetaplkan Bendrahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharsan  dalam rangka
pelaksansan anggaran pendapatan pada SKPD atas wusul
PPEI selaku BUD,

[2] Bendshara. ..



(<]

(1]

i)

(1]

{2

{}]

&

-

PREZIDEM
REPUBLIE |™NOORMESA

- h

EBendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} memiliki tugas dan wewenang Menerimsa, menyimpan,
ey for ke Rekemng Kas Umum Daerah,
menatausahakan, dan mMEmpertangaungjawablan
Fendapatan Draerah yang diterimanya.

Pasal 17

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kKewsnangannya
kepada KPA, Kepala Dacrab dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan  pembante pada wunit kerja SKPD yvang
becrsangkutan.

Bendahara Penerimean pembantu schagaimana dimaksud
pada avat (1) memlikn tugas dan wewenang sesuai dengan
linghup penugasan yvang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasgl 15

Kepala SKPD atzs usul Bendahara Penerimaan dapat
menetaprkan pegewsan yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan uniuk memngkatkan cfcktifitas pengelolaan
Peondapatan Daerah.

Fegawai yang bertugas membanr Bendahara Penenmaan
sebapaimana dimaksud pada ayat {1} melak=anakan tugas
dan wewenanpg sesual dengan Hngkup penugazan yang
ditatapkan kepala SKPD.

Pasal 19

Kepala Dacrah atas usul FPRED menetapkan Bendahara
Penpeluaran untuk melaksonakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(2} Bendahara . ..
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(2) Bendahata Pengehlaran sebapfimana dimaksad pada ayat
{t) rmemiliki tugas dan wewenang;

(3

(4]

d.

mengajukan permintaan pernbayaran  mengoinakan
SPF UP, 3FF 1, SPF TU, dan 3FP L5;

menerima dan mennmpan UP, GU, dan TU;

mclaksanakan pembavaran dari UF, GU, dan TY yang
dikelolanya;

menolak perintah bavar darn PA vang tidak scsua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dolamen pembayaran,

mermbual laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada FA dan lapaorar
pertanggungjawaban secara fungsienal kepada BUD
secarg penodik; dan

memungul dan menvetorkan pajak sesuail dengan
ketennuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat
(2}, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Beridahara

Fengeluaran petmbarntu.

E¢ndahara Penpeluaran pembantu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3] memiliki tugaz dan wewenang:

A

mengajulian  pernlintaan  permbayarsn menggunakan
SPP TU dan SPF LS;

mencrima  dan  menyimpan  pelimpahan UP dati
Bendahara Penpeluaran;

menerima dan menyimpan TU dari BUT,

melakkzanakan pembayaran ataz pchmpahan UP dan
TU yaog dikelolanya;

e menalak . L.
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e. mennlak perintah hayar dari KPA yang tidak sesuai

dengan kelentuan peraturan perandang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,

g memungut dan mehyerorkan paak sesgan denpgan
ketentuan peraturan perundaneg-undangan; dan

h., membuar laperan  pertanggungjawaban  secara
administratif keprada KEPA clan laporan
pertanpgeungjawaban gccara. fungsionzal  kopada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Paaal 20

i3} Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai vang hertugas membantu Gendahara
Pengeluaran unluk meningkatken elektifitas pengelolaan
Belanja Daerah.

12} Pegawal vang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
sehagaimang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
dan wewenang sezuai dengan lingkup penugazan yang
ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 21
Bendahara Pensrimaan dan Bendahara Pengeluaran chlarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan., pckerjaan
pemborongsn, dan penjualan jaza;

b. bertindak 3zchagal poengamin atas  kegiatan, pekerjaan,
dan/atau penjualan jasa; dan

C. menylmpan uang pada suata bank atay lembags kevangan

lainnya atas namea pribadi baik secara langsung meaupun
tidak langsung.

Bagian Kesepuluh _ ..
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Bagian Kesepuluh

TAPD

Pagal 22

(1] Dalam proses penyusunen APBD, Kepala Daerah dibantu
oleh TAPD vang dipimpin olch sekretars daerah.

i)

(3

[}

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdinn atas
Pejabat Perencana Daerah, PPED, dan pejabat lain scsuai

dengan kebutuhan.

TAPD sebagaimana dimaksoud pade ayar [1) mempunyal
tupas:

.

membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun dan  membahas rancangan KUA  dan
rancangan perubahan KOA;

menyuaun  dan  membahas rancangan PPAS dan
rafcangan perubahan PPAS;

melakukan verifikazi RKA SKFPD:

membahas rancangan APBD, rancangan pertubahan
APED, dati rancangan pertanggungawaban APBD;

membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APRDY, dan
Pertanggungjawaban APBD:

melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan
rancangan perubahan DPA SKPD:

menylapken suarat cdaran Kepala Daerah  tentang
pedomen penyusunan EKA; dan

melakzanakan tugas lain zesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam meclaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksnd
pada avat {3] dapat melibatkan instansi sesuai dengan
kebutuhan.

BAEBTI . ..
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ANCGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DXAERAH

i1

(2]

(3)

(4

{1]

2]

I3

Hagian Kesatu
Lmum

Pasal 23

APBD disusun sesuai dengan kebutuhean penyelenggaraan
Uruzan Permenntaban daerah yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

APBD scbapaimana dimakzud pada ayat (1) disusun
dengan mempedoment KUA PPAS yang didasarkan pada
REKFD.

APBL mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, disrribasi, dan stabilisasi,

APBD, perubshan  APED, dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD =zetiap tahun ditetapkan dengan Perda
sesual dengan ketentyan peraturan perundang-undangan.

Pazal 24

Semua  Pensrimasn  Daerab dan Pengelusran Cacrah
dalam kentulk uang dianggarkan dalam APED.

Penerithaan Daerah sebageimaena dimalksud pada ayvac (1)
eerdirl atas:

8, Pendapatan Dracrah; dan

k. penerimeasn Pembiayaan dacrak,

Fengelaaran Dacsrah sebapaimans dimaksad pada ayat (1}
terdiri atas:

8. DBelanja Daerah; dan

. pengeluaran Pembiayaan daerah.

(4] Penerimaan .. .
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() Penerimaan Daersh yang dianggatkan dalam  APED
schapaimana dimalksud pada ayat {2) merupakan rencana
Penenmaan Daerah yang terubur secara rasional vang
dapat dicapal untuk setiap sumber Penenmaan Dacreh
dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3] Pengeluaran Pracreh wang dianggarkan dalam APED
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana
Fengeluaran Deerab sesued dengan kepastian tersedianya
dana ataz Penerimaan Dasrah datam jumlah vang cukup.

B} Setiap Pengeluaran Daerab schagaimana dimaksud poada
ayat {3] harus mermililzi dasar hukom vang melandasinya.

{7] Seluruh Penerimaan Daerah dan Penpeluaran Daerah

schagainana dimaksud peda ayat {1) disngearkan sccara
bruto dalam APBD,

FPazal 25

Satuan hitung dalam APBD adalah mata vang rupiah.

Fazal 26

APED merupakan dasar Pengelolaan Kevangan Cerah dalam
masa 1 [satu)] tahun anpggaran sesuai dengan undang-undang
mengenal keuangan negara.

Bapian Kedua

Struktur Anggaran Pendapailan dun Belanja Daerah

Pasal 27

(1} APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Pendapatan Dacrah;
b. Belanja Dasrah; dan
c. Pembiayaan dacrah.

(2] APBD ...
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APEL: schagaimana dimaksud pada ayat (1}
diklazifikazsikan menumt Urusan Pemerintahan daerah
dan ofganisast yang duelapkan sesus dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Klasifikasi APBD menurut Pruzan Pemerintahan daerah
dan organisaei  sebaganmans dimaksud pada avat [2)
chsesualkan dengan kebutuhan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundeng-undangan.

Pasal 28

Pendapatan Daerah sebagaimana Jdimakezud dalam Pasal
<7 avat |1) hurul a mehputl scmua pencrimaan wang
melalui Rckening Kas Umum Daerah vang tidak perlo
dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang
sesual dengan Ketenlusn peraturan persndang-undangan
diakwi sebagal penambeh ckuitas vang merupakan hak
daecrah dalam 1 |satu) tahun anggaran.

Belanja Dreerab sebapgaimana dimaksud datam Paszal 27
ayal [1] huruf b meliputi semua pengeluaran dari Relkening
Kas Umuam Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh
Daeralh dan pengeluaran lainnys yamg sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dialkan =ebagail
pengurang elutas yang merupakan kewajiban daerah
dalarn 1 [satu) talun anpgaran.

FPembmayean dacrah sebagaamana dimaksud dzalam MPasal
27 ayat (1) humaf ¢ meliputl scmua penerimaan vang perla
dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang alan diteritng
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan roaydpun
pada tahun anggaran benkutnya.

Bagian Ketiga . . .
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EBagian Ketiga

Fendapatan Macreh

Fasal 2o

Pendapatan Dasrah dinoner menumt Urusan Pemerintahan

daerah, orgamsasy, jenis, obyek, dan rincian obyek
Pendapatan Daerah.

Pasal 20

Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.
k.

.

i

i2)

(3]

pendapatan ash daerah;
pendapatan transfer; dan

lain-lain Pendapatan Daerah yvang sah.

Pasal 31

Pendapatan azli Daerah sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 30} bhurafl A melipuati:

a. pajak daerah;

b rernibusi dacsrah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
clan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Fendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagamimana dimaksud pada ayat (1] huraf a dan hunal b
meliputi pendapatan sesva dengan ketentuan peraturan
perundanpg-undangar  yang mengatur mengenai  pajak
deerah dan retribusi dastah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah vanpg dipisahbkean
sebagaimana dimakzud pada ayat {1] hutul ¢ mergpakan
Petwenimnaan Dratrah atas hasil penyertaan modal dacrah,

(4] Lain-lain . . .
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{4} Lain-lain pendapatan asli Daerah yeng sah sebagaimana
dimalksud pada ayat [1} haruf d terdin atas:

H.
k.

4 o

o

hasil penjualan BMD yang ridak dipisahkan.
hasil pemanfyatan BMD vang tidak dipisahkarn,;
hasil kerja sama daerah;

jAsa giro;

hasil pengelolaan dana hecgulic;

Pendapetan bunga;

poocnmaan atas tuntutan gantli kemagian Keuangen
Daerah;

penerimaan Komisi, potangan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/fatau pengadaan barang dan jasa  rermasuk
penerimaan  atag  penerimasn lain scbagsl  akibat
Pemyampanan vang pada bank, penerimasn dari hasil
pemanfaatan barang daerah atan dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Dacrah;

penenmaan keuntungan darn selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing,

pendapatan dende atas kelerlambatan pelaksanaan
pekerjaar;

rendapatan denda pajak daerah,

pendapatan denda retribusi daerah;

- pendapatan hasil eksekus atas jaminan;

pendapatan darn pengembalian;
prendapatan dari BLUD:; dan

pendapatan  lainnyva  =esusi  dengan ketentuan
perdturan perandang-undangan.

Pasal 32 .
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Fagal 32

Femerintah Dacrab dilarang;

a.

i)

[}

(3]

(1]

melakukan pungutan atan yvang disebut pname lainnysa
vang dipersamakan dengan pungutan di loar yang diatur

dalam undang-undang; dan

melakukan punpgutan vang menvebabkan ekonmmi aya
tinggi, tnenghambat  mobilitas  penduduk, lalu lintas
barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan eksporfimpor
vane menipakan program strategis nasional

Fasal 332

Kepala Dacrah vang melakukan pungutan atau  yang
disebut nama lainnya zebagaimane dimaksud dalam Pasal
32 huruf a dikenai sanksi gadministranf tidak dibavarkan
hak-hak Keoangannya yang diamur dalam  ketentpan
peraturan perundang-undangan selama £ {gnam)] balan.

Kepala Daerah yang melakulkan pungutan sebagaimana
ditmaksud dalam Pasal 32 humat b dikenei zanksi
admnistratif =seswal  dengan Wetentuan peraturan
perundang-undangan,

Hazll pungutan atau yang disebut nama  lainnya
tebagaimana dimaksud pada ayat [1} wajib dizetorkan
scluruhnva ke kas negara.

Pas=zl 34

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
A0 huruf b meliputi:

a. transfer Pemmerintal Pusat; dan

). 1eansfer antar-daerah.

[2) Transefer . . .
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2} Transiér Femenntah Pusat sebagaimana dimaksud pada
avat { 1) bhuraf & terdio atas:
4. dana perimbangan:
b. dana insentil daeral;
c. dana otonomi khuasus:
d. dana keistimewaar: dan
¢, dana desa.

(3} Trahsefer aptar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1y huraf' b terdin atas:

a. pendapatan bagl hasil; dan
b. bantuan kevangan.

Pasal 35

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2] huraf a terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Tronsfer Khusus.

12) Dana Tratnsfer Umum sebagamana dimaksod pada ayat
(1} hunaf a terdir atas:
a. DEH; dan
b. Dall.

{3) Dana Transfer Khusus sehagaimans dimaksud pada avat
(1] huruf b terdir atas:
a. DAK Fisik: dan
L. DAK Mon Fisik.

Pasal 36
(1} DEH sebagaimana dimalcsud delam Pagal 35 ayat (2) hunal
a bersumber darcn:
a. pajak; dan
h. sumber daya alam.
2] DBH yang bersumber dar pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a terdiri atas:

a. pajgk bumi dan bangunan sektor perkebunan,
pertambangan, dan perhutanan;

b, pajadc . - .
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br. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasel 29 Weajib Pajak

Chang Pribadi Dalam Begen dan Pajak Penghasilan
Pasal 21; dan

c. cukal hasil temmbakeau:
sesual dengan ketentuan peraturan perupdang-undangan,

DEBEH yang bersurber dan sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat [ |y haruf b berasal dano:

=

penerimaan kehutanan yatp bérasal dan uren gin
wsahe pemaniaatan hutan, provisi sumber daya hufan,
dan dana rebeoisasi vang dihasilkan dar  wilayah
Draerah vang bersanghootan;

penarimaan pertambangan mineral dan batubara yang
berasal darl penerimaan iuran tetap dan penerimaan
iuran eksplorasi dan iuran e€ksploitasi yane dihasilkan
dari wileyah Dacrah yvang bersangkutan;

penerimaan oegara derd  sumber  daya  alam
pertambangan minyak bumi yang dihasilkan danm
wilayah Daerah yang bersangkutan,

penerimaan negara  dan sumber  daya  alam
pertarmnbangan gas bumi yeng dihasilkan darn wilayah
Naeerah yang bersangkutan;

peneritnaan  dari panas bumi yang herasal dar
penenmaan sctoran baginn Pemerintah Pusat, juran
tetap, dan uran produkst yang dihasilkan dan wilayah
Dacrah vang bersangkutan; dan

penerimaan perikanan yang berasal dan pungutan
pengusaha perikanan dan pungutan haszil perikanan
vang  dihasilkan darm  wilayah dactrah  yang
Betsangliatan.

Pasal 37

DAL bersumber dam penedapatan AFBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampusan kouangan  antar
daoerah unruk mendanai kebutuhan dacrah dalam rangka
pelaksanaan  deszentralisasi sesvai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 38 . . .
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Pasal 35

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) hurut b bersumber dari APEN vanp dialokasikan pada
Dacrah untuk mendanai Kegiatan khuzus vang merapalan
Urusen Pemenntaban yang menjadi kewenangan dasrah yang
ditetaplkan oleh Pemerititah Pusat sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

FPasal 39

Cana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat [2} huruf b bersumber dari APBN yang diglokesikan
kepada Dascsh lerientu berdazarkan kriteria tertentu dengan
tujuan Untul membernkan penghargaan atas  perbaikan

dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Fazal 40

Dana gtongri khusus schapaimana dimaksod dakam Pazal 34
ayat (2} hurof o dialekasikan kepuda Dacrah yang memiliki
oioninl khusus =esuai dengan ketentuan peraturan undang-

undangan.

Pasal 41

Dana Keishimewaan sebagaimana dimaksud daelarn Pasal 34
avat [2) horuf d dialekasikan kepads Dracrah istimews sesnpai

dengan ketentuan peraturan undang-utidangan.

Pasal 42 _ .
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Paszal 42

(1] Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat [2)
huraf ¢ bersumber dan APBN yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan
digunakan untul embhiaya penyclenggaraan
pemerintatan, pelaksanaan pembengunan, pembinaan
kernasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

{2] Dona desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diatur
sesudl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

MPazal 43

Pengalokazian  transfer Pemerintah  Pusat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf s dilaksanakan
sesual dengan kerentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pecndapatan bagi hazil sebagaimana dimaksugd dalam Pasal 34
ayat (3} humf a merupaksn dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
beérdasarkan angka persentase tertentu  sesuz dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasat 45

(1} Bantuan keuangan sebogaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (3} humif b merupakan dana yang diterima dari
Daerabh lainnyva bak dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kematmpuan kevangan,
dan/atau tujuan tertentu lainnya.

(2) Bantuan . . .
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{Z] Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
terdiri atas:
4. bantuan keuangan dari Daerah provingi; dan
b, bantuan kevangen deri Dacrah kabupaten/kota.

Pasal 4&

Lain-lain  Pendapatan Daerah wvang sah sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 30 hurf ¢ melipuoti
a. hitah;

b. dana darurat: dan/fatag

£, lain-lain pendapatan scsual dengan ketentuan peraturan
petundang-undangan,

Pasal 47

Hibah sebagaimana dimaksud dalamy Pasal 46 huruf a
mecrupakan bantuan berupes yang, barang, danfatau jasa
yang berazal dari Pemenntabh Pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau lgar neger
yang tdak mengikat untul  menunjang peningkatan
penyvelenpggaraan Urosan Pemenntzhan  yang menjadi
kewenangan daerab sesum dengan  ketentuan  peraturan
perindang-undangan.

Pasal 48

Dana darurat schagaimana dimalisad dalam Pasal 46 hurul b
metupekan dana yang berazal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untulr mendana;
keperluan mendesalr yang diskibatkan oleh bencana yang
tidak mampu  ditanggulangi  aleh  Daerah  dengan
menggunalktan  sumber APBD  sesual denyan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesmpat . . .
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Bapan Keempat

Belanya Dacrah

Pasal 49

Belanja Deerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
avat (1} huruf b untuk mendanz pelaksansan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewsenangan daerah.

Urusan Femerintahan yang menjedi kewenanparn daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan
Femenntahzan Wajib dan Urusan Pemerintahan  Pilihan
sesual dengan ketentuan perataran perundang-undangan.

Liusan Pemenntahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayvat {2] lerdin atas Urusan Pemerintahian Wajib yang
terkent Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak teckait Pelayanan Dasar,

Urusan Pemerintahan Filihan sebagaimana  dimaksud
pada ayat [2} sesuai dengan potensi yang dimiliki Dacrah,
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pacdas gyat (1)
dialokasikan dengan memprioritaskan pencanaan Urusan
Pomerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar delam rangka
pemenizhan Standar Pelayanan Minimal.

Beleonja Daerah untuk pendanaan Urnsan Pemerintahan
Wayity yang tidak rterkait dengan Pelayanan Dasar
dialolasiltan sesyua) dengan kebutuhan dacrah.

Belanja Daerah untuk pendanssan Urusan Pemerintahan
Filihat dialokasikan scsual dengan prioritas daerah dan
potenisl vane dimilika Dvacrah,

Pasal 30

Praerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
Urusan Pemerintahan daerall vang besarannys telah
ditetapkan sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-
undangan.

(2] Dalam . ..
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Dalam hal Daerah 1idak memenuhil alokasi belanja
sebapaimana  dimaksud pada ayat [1l], menteri yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan i bidang
keuangan melalukan penundaan dan/atay pemotongan
penyaluran Dana Transier Umum, setelah herkoordinasi
dengan Menteri dan menteri teknis terkaif.

Ectentuan lebih lanjut mengenai penundaan danfatag
[omatongan penyaluran Dana Transfer Tmum
sebapaimana  dimaksud pada ayat |2) datur dalam
peraturatt menter]  Yang  menvelenggarakan  urusan
petneriniahan di bidang keuangan.

Fa=zal 31

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dzdam Pasal 49
ayat [3) berpedoman pada standar harga zatuan repional,
analisis standar belanga, dan/fatan standar teknis sesuail
dengan lketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanju Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayar (6} dan ayal (V) berpedoman pada standar harga
gatusn regional, analisis standac  belanje, danp/ataug
standar tekms  sesusl dengen ketocntuan  peraturan
perundang-undangan.

Standar harga satuan regonal sebagaimana dimaksud
pada ayat [1} dan avat [2) ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.

Slandar hargs satuan regional sebapaimana dimaksod
pada ayat (3] digunakan =sebagai pedoman  dalam
menyusun standar harga satuan pada masing-masing
Daerah.

Analisis standar belanja dan standar tekms sebagaimana
dimalcsud pada avar {1} dan ayat (2) dan standar harga
galuan sebapgaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Perkada.

(6] Analisis . . .



FPRECIOER
REFIE]L IFE 1HMDORESLA

-4

(8) Analisis =tandar belanja, standar harga satuan, dan/atau
standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat [5)
digunakan untulk menyusun rencana kergja dan angparan
dalam penyusunan rancangan Perda teniang APBD,

(71 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2) dirinci menurut Urusan Pemmerinlaban daerah,
organisasl, Program, Kematan, jenis. obwvek, dan rincian
obyek Belanja Daerah.

Pasal 32

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 avat [¥] disclareskan dan dipadukan dengan belanja
negara yang diklasihkasikan menumat fungsi vang antara lain
terdiri atas:

pelavanan umures;

ketertiban dan keamanart;
eRonomi;

perlindungan lingkungan hidup,

perumahan dano lasilitas umum;

ST - T I -

kewschatan;

pariwisata;

= o

perudidikean; dun

[
H

perlindungan sosial.

Fasal 53

Belanja Dacrah menurat organizaszi sebagaimana dimalesgcd
dalam Pasal 51 ayat |7] disesuaikan dengan  susunan
organisasi yvang ditetapkan herdasarkan ketentuan peraturan
pemundang-undangatt.

Pasal 54 . ..
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Pusal 34
Belamga Daerah menurnat Program dan Kepiatan
sebagaimana dimaksaird dalam Pasal 31 ayat  (7)
digesuailtan dengan Urusan Pemenntahan provinsi dan

kabupaten/kota  berdasarkan  ketentuan  persiran
perundang-undangan.

Program dan Eepgiatan sebagmmans dimaksud pada ayat
{1) mnclannya paling sedikit mencaloap:

A, target dan Saszaran.

b. indikater capaian Keluaran; dan

r. ndikator capran Hasil,

Nomenklatur Pregram  dalam  Belanja  Daerah  serta
indiltatet capaian Hasl dan mdikator capaian Keluaran
vang dwidazarkan pada prioritas  nasional  disusun
berdasarkan nomenklatur  Program dan pedeman

penentuan ndikator Hasil dan indidcator Keluaran scsuai

denigan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Fasal 55
Klesifikasi Belanga Deerah terdini atas:
a.  belana operasi;
b. belanja modal:
. belanjg lidlak terdugs; dan
d. belanja transfer.
Brlanja operasi sebagaimana dimaksod pada avat (1)
huruf a meropakan pengeluaran anggaran untuk Keglatan

sehan-hard Pemeonntah Dacrah vang memberi manfaat
jangka pendek.

{3) Belamga . ..
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(3} Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harof

(4]

i1

(2]

[3]

b merapakan pengeluaran anpggaran untuk peroiehan aset
tetap dan asct lannys yang memberi manfaat lebih dari |
(mawml] pernode akuntansi,

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bhurni ¢ meropakan pengeluaran anggaran atas Beban
AFBD  untuk  keperluan  darurat termasuk  keperloan
mendesak yvang tidak dapar dipredikal sebelumnya,

Brlanja transfer sebagnimana dimaksod pada avat (1)
burwl d merupakan pengeluaran vang dari Pemerintah
Paerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari

Femerintah Daetah kepads pemenntah desa,

Pasal 56

Belanja operas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) hunaf a dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai,

b. belanja barang dan jasa,

c. belanja bunga,

d. belanja subsidi;

. hbelanja hikah; dan

betarga bantuan sosial,

Eclanja modal sebagaimana dimalzsud dalam Fasal 35 avat

(1) hurmaf b dinnel atas jenis belanja modal.

Eelanja tidak terduga sebageimena dimaksud dalam Fazal

25 ayal (1) burnal ¢ difinci atas jenis belanja tidak terduea.

(4] Belama . ..
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Belanja transfer sebagaimana dimalkisud daelam Pasal 55
ayat (1] huruf d dinnci atas jenis:

a. bkelanja bagi hasil; dan

k. beclanja bantuan keuangan.

Panal 57

Belanja pegawal =ebapgaimana dimabksnd dalarm Pasal 56
ayat (1} humif a digppnakan untuk  mengangearksan
kompensasi vang ditetapkan scsual dengan kctentuan
peraturan perundang-undangan.

Kompensasi sebapaimana  dimeksod  pada ayat 1)
diberikan Kepada RKepala Daerah/wakil Kepala Daerah,
pimpinan fanggeta DPRED, dan Pegawai ASN,

Belanja Pegawal ASN sebagaimana dimsaksud pada avar L)
dianpggarkan pada belanja SKPD bersanpghutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fazal 58

Pemerintah  Daecrah dapat  memberikan tambahan
penpghasilan kepada Pepawal ASN dengan memperhatikan
kemampuan  Keuwangan Dacrah dan memperoleh
persetujuan DPRD sssual dengan ketentuan peraburan
perundang-undangan.

£} Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3

{1] diberikan berdasarkan pectimbapgan heban kega,
tempat  bertupas, kondisl kerja, kelangkwan  profesi,
prestas kenja, dan/atan pertitnbangan objekril lainnya.

Pemberian tambehan penghasilan kepada Pegawai ASH
daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (2] ditctapkan
dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

(4} Dalam . . .
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(4} Dalam hal belum adanya  Peraturan  Pemerintah

{3]

15]

(1}

{£]

sehagaimana dimaksud pada ayat (3}, Kepala Daerah
dapat memberikan tambahan penghasidan bagi Pegawai
ASMN setelah mendapat persetujuan Menteri

Petzetupuan Menten schagaimana dimaksud pada ayat [4)
ditetapkan setelah mempersleh  pertimbangsn menten
yang mepyelengearakan urusan pemerintahan di bidang
kenangan.

[ralam  hal Kepala Daerah mensrapkan perberian
tambahan penghasilan bagl Pepawal ASK tidak =sezuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dar  {3), mentcri yang  menvelenggaralken unlsar
pemerintahan di bidang kewangan melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan
Menteri.

Pasal 54

Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 36 ayat (1) huruf b digunakan untuk
toenpangeaTkan pengadaan  barang/jasa vang  nilal
manfaatnya kurang dar 12 {dua bclas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atan dijual kepada
tmasyarakal pihak ketipa,

Pengadaan barang/jasa sehagaimans dimaksud pada ayat
(1] dulam rangka melaksanakan Program dan Kepiatan
Femerintehan Dracrah,

Pasal 40

Belanja hunga schagaimana dimakeaud dalam Pasal 36 avat (1)
buruf ¢ digunakan untult menganggarkan pembayaran bunga
Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan
Petjatijian prjaman.

Pasal 61 . . .
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Pasal 61

Belanga subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat {1] huruf d digunakan agar harge jual produksi atau
jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milk negara,
BUMD dan/atau badan usehsa milik swasta, sesuai dengan
ketentuian peraturan perundang-undangan sehingga dapat
terjangkan oleh masvarakat.

Eadan usaha milik negara, BUMD dan/atay badan usaha
ik swasta sebageimana dimsksud pada  ayvat (1)
merlpakan badan yang menghasilkan produk atau jasa

Pelayvanan Dasar masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD, baden usaha milik
swasta, danfatau badan hukum lain  eebagaimana
dimaksixd pada ayat (2} vang altan diberkan subaicdi
tetlebih dabhulu dilakukan audit keuangan oleh kantor
altuntan publik sesual dengan  ketentuan peratutan

perundang-undangan.

Haml audit sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)
merupakan bahan  pertimbangan  uniuk memberikan
subsidil,

Lalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD,
pencrima  subsicdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
wajlbh  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban
pengganaan dana subsidi kepads Kepala Daerah.

Ectentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberan dan
pertanggunygawaban subszidi diatyr dalam Perkada sesuag

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 62, | .
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Pasal 62

Bclanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 avat
(1} burul = dibenkan kepada Peroerinitah Pusat,
Femcerintah Daerah lainnya, badan usaha milik nepara,
BUMD, den/atau badan dan lembaga, serta oreanisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, vang
gccara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidek mengikat, serta tidak secara terus
mcnerus setiap tahun angparan, kecuall ditentukan lain
sesudl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hihah sebugaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapsian Sasaran Propram
dan HKegiatan Pemenintah Daerah sesuai kepentingan
Dacsrah  dalarm  mendukung  terselenpgaranya  fungsi
pemenntahan, pembangunan,  dun  kemasyarakatan
dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatulan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masvarekat,

Balanja hibabh sebapaimana dimaksnd pada  ayat (1)
dianggarkan dalam APHD sesual dengan kemampuan
Keusngan [aerah =setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan  Pemernintahan  Wajib  dan  Urusan
Pemerintahan Filihan, kecuali ditentukan lzin sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-uindangan.

Pasal 63

Betanja bantuan sosial schagaimana dimaksud Jdalarm
Fasal 56 ayat (1) hurmof | dipunakan yntuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/fatan barang kepada
inthwvigu, keluarga, kelompok dan/atau masyerakar vang
sifatnya tidak secara terus mmenerus dan selektif vang
berbujuan untuk melindungi derd Kemungkinan teradinya
reeiko  soszial, kecuali dalam keadaan tortentu  dapat
berkelanjutan.

[2) Readaan ...
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[Z] Keadaan tertentu dapat berkelanjutan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) diartikan bahwa bantuan sosial
dapat dibenkan sctiap tahun anggaran sampsi pencnma
bantuan telah lepas dar resiko sosial

[3] Eelanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
[1] dianggarkan dalam APED sesuai denpgan kemampuan
Kevangan [aerah setelah memprortasken pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajb dan  Urusan
Pemetintaban Pillhan, kecuali ditenruken loin  sesuad
dengan ketentuan peraturan perindang-undangan,

Pasal 64

(1) Delama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(2} digunakan untuk menganggerkan pengeluaran yvang
dilakukan dalamn rangka pengadaan aset tetap dan asel
laittnya.

(2] Pengadaan aset tetap sehagaimang dimaksud pada ayat (1)
memeniuhi Ktileria:

a. tnempunyal masa mandaat lebih dar 12 {dua belas)
bulan:

b. digunakan dalarm Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

c. bates minimal kapitalizasi azet.

{3} Bates minimal kapitalisasi aset scbagaimana dimaksud
pada ayat {2) huraf ¢ diatur dalam Perkada.

(4) Azet  1elap schagaimana  dimaksud  pade avart  [2)
dianggarkan dalam belanja modal sebesar hatga beli alauo
bangun aset ditambah selurah belanja vang 1erkait dengan
pcngadaan/ pembangunan asel  spmpal asct siap
dipunakan.

Fazal K5 . . .
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Pasal A5

Belanja modal sebagaimana dimakeud dalam Pasal 56 ayat [2)
meliputi;

a.

belanja tanah, digpunakan untuk mengongparkan tanaeh
yang diperolen dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemenntah Daerah dan dalam kondizi
siap dipakad:

belaya peralatan dan mesin,  digpnskan  untuk
mengangearkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
lrendaraan bermotor, alat elektronik, inventars kantor, dan
peralaran  |minnya yang nilainya signiikan dan masa
manfaatnya lebih dar 12 [dua belas] bulan dan dalam
kondisi slap pakai;

. belanja  baopgunan  dan  gedung, dipunakuan  untuk

menganggarkan gedung dan banpunan mencakup seluruh
gcdung dan bangunan yesng diperolelh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan opcrasional Pemerintah
Dacrah dan dalam kondisi siap dipakeai;

belanja  jalan, irigasi, dan jaringan, dipnnakan untuk
menganggartkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dihangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki danfatau dikuasal oleh Pemenntah
Laerah dan dalam kendisi siap dipalai;

belanja  aszet  tetap  lainnya,  digunakan  untuk
menganggarkan aset tetap lannya mencekup aset tetap
vang tidak dapat dikelompeoklkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, yang diperaleh dan dimaofaatkan untuls kegiaten
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai: dan

belanja aset laintya, digunakan untuk menganpgarkan
astt  totap yang  tidak  digunakan  ontuk kepetluan
operasionel Prmerintah Daerah, lidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nila tercatatnya.

Pasal 66, . .
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Faszal &6

Belanja bag hasi) scbagaimana dimabkesud dalam Pasal 56 ayat
{4] humf 2 dianggarkan dalam APBD sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1} Helanja bantuan kevangan sebagaimeana dimaksud dalam

i)

[3)

{4]

Paszal 56 ayat {4 huruf b diberikan kepada Dacrah lain
dalam rangks kerja sama daerah, pemératean peoningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau hajuan tertentu fainoya.

Bantuan kevangan scbagaimana dimaksud pada aval (1)
depat dianpggarkan sesual kemampuan Kewangan Daerah
sctclah  memprionteskan pomenuhan  belanja  Urasan
Pemerintahan Wajibh dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, kecusli dilentukan lain  sesuai
dengan ketentuan peraluran perundang-undanga.

Bantuan keuwangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1]
tetdiri atas;

a. bantuan keuangan antar-Daerah prosinsd,

b. bantuan kevangan antar-Daerah kabupaten fkota;

c. bantuan HKeuangan Daerah provinsi ke Duerah
kabupaten/kota  di wilayahnya danfatan  Daecah
kabupaten fkota di luer wilayahnva;

d. bantuan Keuangan Draerah kabupaten/loota ke Daerah
provinsinya danfatan  Deerah  provimst lainnya;
daniarau

e, bantuan Keuangan Daerah provins Btau
kabupaten fkota kepada desa.

Bantuan keuangan sebagaimane dimaksud pada ayar {3)
bersifat umum atau khasus.

(3} Feruntukan . . .
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Feruntuken dan pengelolaan banman keuangan yang
bersifat umum sebagrimana dimaksud pada ayact (4]
diserahkan kepada Pemenntah Daerah penerima bantuan.

Feruntukan bantuan keuangan vang bersifar  khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan oleh
Pemerintah Tracrah pemberi bantuen dan pengeiolaannya

dizerahkan kepada penenma bantuan,

Pember hantuan keuangan bersifat khusus sebagaimens
dimaksud pada avat 16) dapat mensvaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD atau angearan pendapatan

dan belanje desa penerima bantuan,

Fasal a5

Belanja tidak terdupa sebagasimana dimaksud dalam Pasal
o6 ayat [3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD  untuk  keadaan darurat terrmasuk keperluan
mcndesak serfa pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas Penenmaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga sebapaimans dimaksud
pada ayat [1} idak mencukupi, menpgunakan:

a. dana deri hasil penjadwalan ulang capaian Program dan
Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayvaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfasrkan kas yang tersedia.

(3) Fenjadwalan ulang capaian  Program dan  Kegiatan

sebagaimana dirnaksud  pada avar  [2}) humaf  a
diformualazikan terlebih dshulu dalam Perubahan DPA
SKPDy.

Pasal 62, .,
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Fasal 69

() Keadaan dararat sebagawrmana dimaksud dalam pasal 68
ayat (1} meliputi:
4. bahicana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian Tuar biasa;

b. pelaksanaan operasi  pencarian dan pertalongan;
dan/atau

c. kerusakan saranafpragarany yang dapat mengganpggu
kegiatan pelayanan publik.

{2] Keperluan mendesak scbhapaimana dimaksud delam pasal
63 ayat (1) meliputi:
#. kebutnhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran herjalan;

b. Belanja Daepsh yang bersifat mengikat dan belanja
yvang bersifat wajib:

t. Pengeluaran Daerah  wang berada  diluar  kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
zebelumnya, serta amanat peratwran  perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daesrah lainnyva yang apalila ditunda akan
menimbulkan kerugian  yang  lebih  besar bagl
Pemcrintah Daerah dan fatan masyarakat.

(3] Kriteria keadaan darurat dan  keperluan mendezal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2)
ditetaplan dalam Perda tentang APBL tahun berkenaan.

(4] Pengelularan untuk mendanai keadaan darmirat vang belum
Llersedis angeparanmya, difermulasikan terlebibe  dabula
dalarn RKA  SKPDY, kecuali untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejalipn luar
biasa,

i3] Belanga . . .



..

FRE=ZIOER
REPUR] IK IHMTDOMFSIA

- 54 -

(3 Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/alauw  kejadian  luar  biasa  sebapaimans
dimaksud pada ayat {4 digunakan sesvuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(0] Fengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia anggarannya dan/fatau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dabulua dalam EKa
SKPD dan/ataun Perubahan DPA SKPDL

Bapian Kelima

Pembiayasn Daerah

Parapraf 1
Lmum

Pagal 70O

(1} Pembiayaan daerah scbhapgaimana dimaksud dalam Pasal
27 avat {1) huruf ¢ terdin atas;
a. pencritnaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pemnbiayvasn.

(2} Fembiayaan daerah zebapaimana dimaksud pada ayat [1)

dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisaai,
Jenis, obyek, dan rincian nbyek Pembiayaan daerah,

[2] Penenmaan Pembiayaan daerab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf a bersumber dar:
a. SiLP#a;

peticairan Duna Cadangan;

hasi] penjoalan kekayaan dacrah vang dipisahkan:

penerimaan Pinjarnan Daerah;,

Tooon oo

penerimaan kembali Pemberian  Pinjaman  Daerah;
clan /alau

. penerimaan  Pembiayaan lainnya sesuai dengan
kerentuan peraturan perundang-undangan.

(4} Pengeluaran . | .
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Pengeluaran Pembisyaan sebapaimane dimaksud pada
ayat (1} hurat b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatoh tetnpo;
b. penvertaan modal dacrah;
. pembentukan Dana Cadangar,
d. Pcmberian Pinjaman Daerah; dan/atan
€. pengelustan Pembiayaan lainnya  sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fembiayaan neto  merupakan  selisih @ penerimaan
Pembiavaan terhadap pengeluaran Pemblavesn.

Pernbiayaan ncto sebagaimans dimaksud pada ayat (5}
digunalsan untuk menutup defsit anggaran.

Faragraf 2

Penerimaan Pembiayaan

Pazal 71

S1LPA sebapaimana dimaksud dalam Pazal 70 ayat (3) huruf a
bersumbet Jar-

a.
b.

c,

pelampanan penenimaan PALL

pelampauan penerimaan pendapatan {ransfer;
pelampadan penecrimaan lain-lain | Pendapatan Daerah
varg sah;

pelampauan penerimaan Pembiayaan,

penghematan belanja;

kewapban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun
kelum tersclesalean: dan/atan

sisa dana skibat tidak tercopainve capaiag target Kincha
dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 72 . ..
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Pasa] 72

Penwcairan Dana Cadangan sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal FO ayat (3} hwraf b digunaksan untuk
menganggarkan pencaran Dana Cadanpan dari relkening
Dana Cadatgan Ke Eekening Kaz Umum Dasrah dalam
tahun anggaran berkenaan.

Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} sesuai dengan jumlah vang telah ditetapkan dengan
Perda rentang petnbentakarn Dians Caclanygsn
bersengkutan,

Pencairan Dana Cadengan dalam 1 (satu) tahun anggaran
rmergadt poncrimasn Pembiayzan APBD dalam tahuon
angparat herkenaan,

Dralam hal Dana Cadangan sehagaimmana dimaksud pada
ayat 1] belum digunakan sesuai dengan perunrukannya,
dana terzebut dapar dilermputkan dalam portololioc yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah,

Posizi Dane Cadangsn dilaporkan sebagal bagian yvang
tidak terpizahkan dari laporan pertangeungjawaban APBD-

Pengpunaan atas Dana Cadangan vang dicaickan dar
rekening Dana Cadarngan ke BEekening Kas Umum Daerah
sebapaimana dimaksud pada eyat (1) diangparkan dalam
SKP pengpuna Dana Cadangan bersangkutan, leecuali
ditentukan lain sesusi dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 73

Haszil penjualan  kekayesn dasrah  yang  dipisahkan
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 70 ayat (3} huiof ¢
dilalbukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2] Penerimaan . . .
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(2} Penerimaan atas hasil penjualan  kekevasn  daerah
sehagaimana dimaksud pada avar [1] digatat berdasarkan
buktl penerimaan yang sah.

Pazal 74

{1} Penerimaan  Pinjaman Deerah sehapgaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayar (3) humt d didasarkan pada jumlah
pintjaman vang skan diterima delam tahun anggaran
berkenasn  sesuai denpgany yang  ditctapkan dalam
perjanjian pinjatmean bersangkutan.

(2} Penerimaar, Pigaman Dacrah  sebagaimana  cdimaloesud
pada ayat (1) dapat bersumber dar:

a. Pemerintah Puszat:
k. Pemenntah Daerah lain:
lembrags keuangan bank;
d. lembaga kevengan bukan bank; dan/atau

£, masyarakat,

31 Penernimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksod
pada ayat {l] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan peru rud ang—undang&n .

Fasal 75

Fenerimaan ketmibal Pembenan Minjaman Dacsrah
sebagaimana dimakewd dalam Pasal 70 ayat (3] huruf e
diguhakan untuk menganpgarkan penerimean  Kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak pencrima pinjaman
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 76 . ..
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Pasal 76
Penerimaan Pembigyasn lasinnya sebagaimana  dimaksud
dalarmnm  Pasal V0 ayat (3] humat 1 digunaken unruk

menganggarkan penerimaan  Pembiayaan lainnya  sesuai
dengan kefentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral 3

Prengeluaran Fembiayaan

Fasal 77

Pembayeran owilan pokok Utang =ebapaimana  dimaksud
dalam  Pasal YO ayat (4] bhurai a diganskan untuk
menganggarkan pembayacan pokok Utang yang didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perganjian
pingaman dan pelaksanaannya merupakan pricrtas utama
dari selurubh kewajiban Pemerintah Dacrali yang harus
dizelesaikan dalam tahun angearan berkenaan berdasackan

perjanjian plnjaman,

Paxal T8

[1)] Daeral dapat melakukan penvertaan modal sehagaimana
dimaksud dalam Pazal 70 ayat {4) huraf b pada BUMD
dan;atan badan usaha milik negara.

{2) Penyertaan modal FPemerintah  Dasrah  sebagsimana
dimalzsig] pada ayat (1] dapat dilaksanakan apabila
jvmlah yang akan disertakan delarm tahun anggsran
berkcnaan  telah  ditetapkan  dalam  Perda mengenai
penvertaan modal daerah bersanghutan.

(3) Perda . . .
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(3] Perda sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan
sebelum perzetujuan bBersams antara Kepala Daerabh dan
DPED atas rancangan Perda tentang APBD.

(4} Penyertaan modal sebapuimana dimaksud pada eyat [1)
dilaksanakan szesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

FPasal 79
[1] Pemenuhan penvertaan mwodal pada tahun seheiumnya
tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang  jumlah
angearan penvertaarn modal tersebut tidak melebihi parmlah

penvertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mcngenal penyvertaan modal bersanghkutan.

(2] Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penvertaan modal yvang
telalh ditetapkan dengan Perda menpgenai penvertzan
modal, Pemerintah Dacrah melakukan perubahan FPerda
mengenal penyertaan modal yvang bersangkulan sesus)

dengan kelentusn peraturan perundang-undangan

Fasal 40

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat {4 hurul ¢, pengpunzannya dipriotilaskan uantuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebanlkan dalam | [satu) tahun
ATIEEATAL.

[Z] Dana Cadangan sehageimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan uniuk mendanai keburohan  lminoya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3] Dana . ..



(3]

i

(3}

(&)

i1

(2]

{3

FPRCZIGCM
REPUBLIK IMOORESN

- B -

Dana Cadangan sechagmana dimaksud pada avat (L)
bersumber dan penyisihan  atas Penerimasn Dacrah
kecuali dari:

a. DaAk;
Pmjaman Daerah; dan

C. pencrimaan lam yang penggunasnnya dibatasi untuk
pengetuargn tertentu berdazarkan ketenruan peratiran
perundang-undangan.

Dang {Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditermpatkan dalam rekening tersendin dalam Releening
Kas Umum Daerah.

Fembentukan Dana Cadengan sehagmmana dimalizud
pada ayat 1) ditetapkan dalamn Perda  tenlang
pembentukan Dana Cadangan.

Perda sebapgaimana dimaksud pada ayat {8) ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD atas rancangan Derda tentang APRLD.

Pasal 51

Pemberiann Pinjaman Daerah sebagaimana  dimaksud
dlalarn Pasal 70 ayat {4) hwraf ¢ dipunakan antuk
menganggarkan  Pembenzn Pinjaman Daerah yang
diberikan kepacda Pemerintah Pusat, Pemetintah Daerah
lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi,
dan/atau masyaraleat.

Femberian  Pinjaman  Traeral  dilaksanskan  cetelah
mendapat persetujuan DERD.

Fersetupuan DPEDR sebagmimana dimaksud pada ayat (2)
mergacdt bagion yang disepakati dalam KUA dan FPAS,

4] ketentuan . . .
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(4] ketertuan mengenai tata cara  Pemberian  Pinjaman
[taerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampad
denpan ayat {3) diatur dalam Perkada sesuai denpan
ketentuan pecafuran perundang-undangar.

Pasal B2

Fengeluaran Pembiayean leionyva sebagaimana  dimaksudd
dalam  Pasal 70 ayat (4] hwuf e digunakan untuk
menpangparkan  pengeluaran  Pemblayaan  lainnyva  sesuail
dengan ketentuan peraruran perundang-undzngan.

Bagian Keenam

Surplus dan Defigie

Paragral |

LImum

Pasal 83
(1} Selisih  antara angearan Fendapatan Daerah dengan
anpggaran  Belanja  Daeranh  mengakibatkan  terjadinya
surplus atau defisit AFBD.

(2] Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan untuk pengeluaran Permbiayaan Dacrabh yang
ditelapkan dalam  Perda  tentang  APBD yang
pelaksanaannya  sesual denpan  kKetenfyan  peraturan
perundang-undangan.

31 Dalam hal APBD diperkirekan defisit, AFBD dapat didanai
dari peneritnaan Pembiayasn Dacrah yang ditetapkan
dalam Perda tentang AFBD wenp pelaksanaannya zesuad
denpan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Faragral ¥ . _ .
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Faragraf 2
Surphis

Pozal 84

l'engpunaan surplus APBD diutamakan untuk:
petnbayaran cicllan pokek Utang vang jetub tempo;
penyerlaan modal Daerah;

pembentukan Dang Cadangan;

Pemberian Pinfaman Daerah; dan/atan

NN

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangen.

Pasal B

Femeriniah Taergh wajib melaporkan posisi surplus APRTD
kepada Menteri dan menteri yang menvelenpgarakan urusan
pemernntahan di bhidang Keuwangan setiap semester dalam
tahun anggatan berkenaan.

Faragreal 3
Diefisit

Fasal 86

[1] Menten yang menyelenggaralkan urusan pemerintabhan di
Indang keouangan menetapkan batas maksimal jumlah
kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APRD
masing-masing LDacrah yang dikiayai dari Pinjaman
Daerah setiap tahun anggaran.

(2] Penetapan batas maksimal jumlabh kurnulatil defisit APBD
dan batax maksimal defisit APBD masing-masing deserah
sebagaimana dimaksud pada avat (1] paling lambwat glan
Apustus untuk tahuan anggaran berikatnya.

[3] Femerintal . . .
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Pemerintah Daeralh wajib melaporken posisi defisit APBD
sebagaimana dimakaud pada ayat (1) kepada Menteri dan
rmenlen yang menyelenggarakan ursan pemerintahan di
bidang keuangan zetiap semester dalam tahun anggaran
berkenaan.

Pemerintah  Dasrah yang  melanggar  ketentoan
sebagaimana dimalcsud pada avat [32] dapat dikenai zanksi
penundaan penyaluran Dans Transler Umum,

Fazal BY

Menten melakukan pengendalian defisii APBD provinst
berdazarkan bates maksimal jJumlah kumulatif defisit
APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing
Traereh yang dibiayai Pinjaman Daerah vang ditetapkan
oleh Tnenteri yang menyelenggarakan UIIEAT
pemetintabian dh hidang keuangan.

Crubernur  selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengendalian defizit APBED kabupaten/kota berdasarkan
batae enakemal jumlah kuamulatif defizit APBD dan batas
maksiral  dehsit APBD masing-masing Dacrabh  yvang
dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan colch menteri
yang menyelenggarakan urusan pomerintahan di bidang
keuatigan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada syat (1) dan
ayat {2] dilalukan pada saat evaluasi terhadap rancangan
Perda tentang APBD

Pasal 5

Dielisit APBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

(1) harus dapat ditutup dari Pembiavaan neto.

[Z] Pembiayaan . . .
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2} Permbiayaan neto scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan selizih antara penerimeen Pembiayaan dengan

pengeluaran Pembiayuan.

BAR 1V

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENTIAPATAN

DAMN BELANMIA DAERAH

Baman Kezata

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dlan Belanja
Daerab dan Prioritas Plafen Anggaran Sementara

{1]

{2)

(3

Pasal 29

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan
PPAZ berdasarkan EKPD dengan mengacu pada pedoaman
penyusunan AFBD.

Fedoman penyusunan APBD schagaimans dimaksud pada
ayar [1] c¢hietapkan oleh Menteri setelah berlboordinasi
dengan  menten  yang  menyelengpacakan  Lrusan
pemerintahan  di bidang  perencanasn pembangunan
nazinnal dan mentenn vang menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang keuangan.

Eancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
memat;

a. kondisi ekonomi makro dasraty

b, asums penyusunan APBD;

<. kchijakan Pendapatan Daerah;

d. kebijakan Belanja Dasrah;

&. kebjyakan Pembiayaan Daerah; dan

. stralegl pencapaian.

(4] Rancangan .
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Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dizusun dengan tabuapan:

a. menentukan skala priontas pembangunan deerah;

b2, menentukan prioritas Program dan Keglatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan propram nasional yang tercantum dalam
reticana Rerja Pemenntah Pusat setiap tahun, dan

. menyusun  capaan Kinerja, Sasaren, dan  plafon
anggaran sementara unfyk masing-masing Frogroun
dan Kepiaran.

Pazal 90

Hepala Daerah menyvampaikan rancangan KUA  dan
rancangan FPAS zebagaimana dimaksul dalam Pasal 49
pada ayat (|} kepada DPRD paling lambat minggu kedna
bulan Juli untuk dibahas dan discpakati bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD.

Kezepoakalan lerhadap rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagaimang dimaksud pada ayat (1) ditandarangani
aleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedus ulan Agustus,

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah
beraama DPRED sebagaimana dimaksud pada ayvat {2)
toetjad] pedoman bael perangkat daerab dalam menyusan
REA SKPL.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan
FPAS zebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aval [2)
dilakukan sezuai dengan ketentusn peraturan perundang-

urdangan.

Fazal 91 . ..
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Pasal 91

Dalam hal Kepala Dacrsh dan DPRD tidak menyepalkari
bersama rancengan KUA dan rancangan PPAS sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 avat (1], paling lema & jenam)
minggu  sejak  rancangan  KUA  dan rancanpan PPAS
disampakan kepada DPRED, Kepala Dacrash menvampakan
Eancangan Perda tentang APBD kepada DFRD berdazarkan
EKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS vang disusun
Kepala [rerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Kepala Draerah dengan DPRTD) sesuai dengan  ketentuan
peraturat perundang-undangain,

FPasgal 92

(1} Keglatan sebagaimana dimaksud datam Pasal 89 avar [3)
hurul b dapat dianggarkan:

a untuk 1 [zatu) tahun anggaran; ataw

b. lebih dari 1 [satu) tahun angparan dalam bentul
Kepiatan Tahun Jamalk.

{2] kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} hurnf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegialan yuang
secara  tcknis merupakan  satu késatuan  unmuk
menghasilkan 1 [gaty] Keluaran yang memerlukan
wakty penyeleszian lebih dari 12 [dua belas| talan;
atau

b. pekerjaan ataz pelaksanaan Kegiatan yang menurut

sifatnya harus tctap berlangzung pada pergantian
tahun anggaran.

3} Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana
dimaksud pafda ayat (2) berdasarkan atas persetujuan
bergamg artara Kepala Dacrah dan DFRED.

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksnd pada ayae [3
ditandatangani bersamaan dengan penandalanganan KUA
dan PPAS.

{5 Perzetujuan . . .
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(3} Fersetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3
paling sedikir mermoaal:

a. nama Kegiatan;

b jangks walktu poieksanaan Kegiatan,
c. Jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6] Jangke waktu pengangearan pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak sebhagaimana dimalisud pada avat (1) hurof b tidake
melampaul akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah
berakhir, kecuali Kegiatan Tahun  Jamak  dimaksud
merupalkan  prictitas  nasional  dan/atau kepentinean
strategis nasional sesual dengan keténtuan  peraturan
penindang-undangan,

Bagian Kedua

Hencana Kerja dan Anpgaran Batuan Kerja
Ferangkat Daeraly

Pasal %3

(1] Kepala SKPDY moenyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan
FPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat [2] dan
ayat (3).

IZ) EKA SKPD zebagaimane dimalksid pada avat (1) digsusun
dengan menggunekan pendekatan:

a. Kerangka Pengelueran Jangka Menengah Daesrah;
b. penganggaran terpacdu; dan
c. penpangearan berdasarkan Kinerja.

(3) EKA SKEPD  sebapaimana dimaksud pada  ayat  [1)
dizampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangatt Ferda tentang APBD sezuar dengan jadwal dan

tahapan wang diatue dalem Peraturan Menten tentang
pedoman panylisunan APBD yang ditetapkan setiap tahun,

Pasal 94 ., |
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Fasal 34

Dalatm hal terdapat penarbahan kebutyhan pengeluaran

akibar keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan
mendezall, képala SKPD dapat metyusun REA SKPD diluar
KUA dan FPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
(2] dan ayat [3).

(1)

(2]

{3

(3

[aszal 93

Fendckatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Dacrab sebapaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayal {2

huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

Fralaraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
betis perlaraan kebutuban anggaran untuk Program dan
Kegiatan wang direncenakan dalam tahun  anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanalan.

Pendekatan penganggaran terpadu schegmimana dimaksud
calam Pasal 92 ayat (2} huruf b dilekukan dengan
mermadukat seluruh DrOSEE perencanaan  dan
penganggaran di linglungan SKPD untuk menghasilkan

dekumen rencana kerja dan anggaran,

Pendekatan [HNEATIEEATAN berdasarkan Kinerja
zebagaimana dimalcsued dalam Pasal 93 ayat (2] huraf ¢
dilekukan dengan memperhatikan:

a. keterlajtan antara pendanaan dengen Kelgaran vang
diharapkan darl Kegatan;

b, Hazl dan manfaat vang diharapkan; dan

c. efisiensi dalam pencapaian Hazil dan Keluaran.

Fasal 96 . _ .
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Poayal 50

(1} Untuk terlaksananya penyusunan RKa SKPD berdasarkan
pendekatan sebagaimanea dimaksud dalam Pasal &3 ayat (2)
dan terciptanya Kesimambungan RKA SKPD, kepala SKFD
menpevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2
[dua] tabun anpggaran =ebelumnya sampai dengan semester
pertama tahun anggaran berjalan.

(2] Evaluast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hertuijuan
untuk menilai Progrzan dan Kegiatan yang belurn capal
dilaksanaskan atau belum diselesaikan tahun sebelomnya
untuk dilaksanakan atauw diselesmukan pada tahun yang
direncanaken atayg ] {salu] tahun bkenkutnya dari tabun
vang direncanakan.

(3] Dalam  hal Program dan Keglaten memapakan taliun
tcrakhir untuk pencapaian prestasi kerja yvang ditctapkan.
kebutuhan dananya harus dianggarkan pads tahun yang
direncansakan.

Basal 27

(1} Pervasunan RKA SKPD dengan mengpunakan pendekatan
PEnEanERArAN berdasarkan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalarn Pazal 93 ayat {2) hurmat ¢ berpedeman
pada:

a. mndikator Kinerja;

B, tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesgal analisis atandar
belana;

. standar harga satuan;

. rencana kebutuhan BMD; dan

e. Standar Pelayanan Minimal,

(2] Indikater Kinerja zebagaimans dimaksud pada avat (1)
huruf a memupakan ukuran keberhasilan vang akan
dicapal dari Program dan Kegiatan yanp dicencanakan
mehput masukan, Keluaran, dan Hasil

(3 Tolok . . .
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Tolck ukur Kinerja sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
hurif b merapakan ukuran prestazi kerja vang skan
dicapal dan keadaan sermula dengan mempettimbangkan
falztor  lkualitaz, bkuantitazs, efisiensi, dan  elektivtas
pelakzanaan dan setiap Program dan Kegiatan.

Sasaran Kinerja sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
huraf b mecrupakan Hasil yang diharapkan dan suatu
Program atau Keluaran yang diharapken darg suata
Eepiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
peEngEunaat anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terubour.

Analizis standar belanja sebagaimana dirmaksud pada ayat
(1} burmaf b merapakan penilaian kewajaran ataz behban
kerja dan hiaya wvang digunakan untuk melaksanakan
suatu Kegiatan.

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada avat
(1} huraf ¢ merapakan harpa satuan barang can jasa vang
ditetapken dengan  keputusan Kepala Daerah dengan
roempertirnbangkan standar harga  satuan  regional
sebagaimana dimalksad dalamn Pasal 51 ayat (4.

Standar Pelavanan Minimal sehapgaimana dimaksud pada
ayat (1} huraf e merupakan tolel ulur Kinerja dalam
menentukan capaian jenss dan muoa Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemnenntahan Wajib vang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Prazal 98

REA SKFD sebapamana dimaksud dalam Pasal ©3 ayat (1)
memuat rencana pendapatan, belanja, den Pembisyvesn
untuk tabun yang direncanakan serta prakiraan maju
untuk tabun Benkutnya.

Fencana pendapatan, Lelanja, clan Fermbiayaan
sehagaimana dimaksud pada ayat [1] dirinei sampeai
dengan nocian chyck,

(2} REA . .
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EKA SHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
memyal  inforrnasi mengenai Uruzan  Pemerintahan
daetah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja
yang akan dicapai dar Prograon dan Kegiatan,

Puasal 99

Fencana pendapatan sebagaimana dirmakaud dalam Pasal
98 avat (1] memuat Urusan Pemcrintahan daerah,
crganwsast, kelompok, |enis, obyek, dan rincian obyelk
Pendapatan Dacrah.

Ecncana pendapatan sehagaimana dimaksud pada sovat (1]
direrima gleh SKPD sesual denpan tugas dan fungsinya
serla  ditetapkan sesual denpgan  ketentuan peralucan
perundang-undangan.

Rencana belanja sebagaimana dimakeud dalam Pasal 98
ayal (1] dinoel atas Urusan  Pemerintahan  daerah,
organisasi, Program. Kegiatan, kelompok belanja yang
masing-tnasing  diarailkan menuruat  jenis, obyek, dan
mncian obyek belanga,

Rencana Pembiayaan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal
98 ayat [1) memuat kelompaole:

a. penenmaan Pembiayzazn yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD; dan

b, penpeluaran Pembiayaan yvang dapat dignnakan antuk
memanfaatkan surpius APED,

yang masing-masing diuraikkan menurat jenis, obyek, dan

rincian obyclk Pembiayasn,

Urusan Femerintahan daesrab sebaggimana  dimakesud
dalam Pasal 93 ayat [3) memaal Urusan Pemernntahan
dacrah yang dikelola sesusi denpgan tugas dan fungsi
SKPD,

%) Organizasi . . .



L

PREGICER
FEFUHLIE INDOSMESIA

- TF2-

(6] Orgarmsasi sebagaimana dimaksod dalam Pasal 98 ayat (3)
memuat nama SKPD selaku PA.

{7] Kinerja vyang hendak dicapai sebagaimana  dimaksud
dalam Paszal 98 ayat (3] terdiri dari indikalor Kineja, tolok
ukur Kinerja, dan Sazavan Kinetja,.

(2] Program scbagaimana dimaksud delarn Pasal 98 ayat (3)
merlat nama Program vang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

IS Kegiatan sebagsaimana dimeksud dalam Pasal 98 avat (73)
memuat nama Kegiatan yang zkan dilaksanakan SKPD
dalam tahun angparan berkenaan.

Fasal 100N

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penyvusunan REA
SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan
Nactah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Baman Kctiga

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendaparan dan Belanja Dacrah

Pasal 101

(1] RKA SKPD wyang telah disusun oleh kepala SKPD
sebagaimana  dimaksud  dalam Pesal 93 ayat (1)
disampalkan kepada TAPD melaha  PPED  untuk
diventikasi,

£2) Venllkas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh TAPD nntuk menalash kegstsuaian antara EKA SKPD
denean:

1. KUA dan FFAS:

h. Prakiraan maju yang telah dizemajui tahun anggaran
sebelymnyrs;

c. dokumen . ..
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dolumen Perencanaan lamnnya,

capaian Kinerjg;

indikater Kinerja;

analisis standar belanja;

standar harpa zatuan,

perencanain kebutuhan BMD;

Standar Pelayanan bintmal,

proveksi  perkiraan maju  untuk  tahun  anggaran
bernkutnye; dan

Program dan Kematan antar EKA SKPD.

(-# Dalerm hal hasil venfikasi TAPD sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat ketidaksczuaian, kepala SKPD
melakukan penyvempurnaan.

Fasal 102

(1} PPED menyusun rancangen Perda tentang APED dan
dokumen pendukung berdazarkan RKA SKPD vang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

(2]

Rancangan Perda tentang APBD sebagaimang ditnaksud
pada ayat (1) memuoat lampiran paling sedikit terdin atas;

a.

b.

ringkasan APBLD yang diklasifikasi meourt kelompaok
flat jerng pendapatan, kelanjzs, dan Pembiayaan;
ringkasan  APED  menurut  Uruzan  Pemerintahan
daetah dan erEansas;

rinctan AFBD menurut Urusan Pemenntahan daesrah,
oreanisazi, Program, Eegiaran, kelompok,  jenis
pendapatan, belanja, darn Pembiayaan;

rckapitulasi belanja dan kesesuaian tnenurut Urusan
Pernerintahan dacrah, organisasi, [Mropram, dan
Kegatan;

rekapitulasi Belamga Dacrah untuk kesclarasan dan
keterpaduan Urusan Pemedntahsn daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan nepsra;

f. dafrtar. ..
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daftar jumlah pegawsai per golongan dan per jabatan;

daftar Pintang Daerah;

daftar penyertaan modal deerah dan investasi dasrah

lainnya;

1, dafltar perkiraan penambahan dan penguarangan asef
tetap dasrah;

] daltar perkiraan penambakan dan pengurangan asel
lain-lam;

k. daftar Kegiatan lahun anggaran sebelumnya yang
belum dizelesmban dan diangearkan kemball dalam
tahun anggaran yang dircncanaian,

1. daftar Dana Cadangan; dan

=

ri. daftar Pinjaman Daerah.

Dokamen pendulung sebagaimana dimaksud peda avat
(1} terdin ataz nota keuangan dan rancangan Perkada
lentang penjabaran APBD.

FRancangan  Perkada  tentang  penjabaran APBD
sebapaimana dimeksud pada ayat [3) memvat lampitan
paling sedikit terdin atas;

a. ringkasan penjabaran APED vang diklasifikasi menwrat
kelompok, jems, obyek, dan rincian obyek Pendepatan,
Belanja, dan Pembiayaan,

L. penpabaran APBD menurut Umasan Pemeriniahan
daerah, organisasi, Program, kegiatan, kclompok, jenis,
abvek, nncisn obyck pendapatan, belanja, dan
Fermbiavaan;

<. dafltar nama penenma, alarmat penerima, dan besacan
hibah; dan

d. daltar nama penerima, alamat penerima, dan besarar
bantuan sosial,

Fazal 103

Rancangan Perda tentang AFBD yang telah disusun oleh PPED
disampaiknn kepada Kepala Daerah.

BAB Y ...
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EAE Y
FPENETAFAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAaN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan
Eancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1]

(<)

(1}

[2]

Pazal 104

Kepala Dacrah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
AFED disentai penjelasan dan dokumen pendukung
kepada GFRD paling lambal 60 jenam puluh) hard sebelum
1 [satul bulan tuhun anggaran berakhir untuk mermperaleh
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kepala Daerah yang fidak mengajuksan rancangan Perda
tentang APBET}r szebapaimana dimaksud pada ayar (1}
thkenwt sanksi administratif sesuai dengan  kerentilan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Permmbahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan
oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Dacrah
menyampaikan rancanpan Perda tentang AFBD beserta
penjelasan dan  dokumen pendulung  sesual depgan
ketertuan peraturan penundang-undangan.

FPemnbahazan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] berpedoman pada RKFD, KUA, dan
FPAS,

Bagian Eeduas . ..
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Bagian Kedua

Persetujuan Rancangsn Peraturan Daerah tentang

(1

(2}

{3

i)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Paszal 106

Kepala Dacrah dan DPRD wajib menyetupti bersama
rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum dimulanys tabun anggaran setiap tahun.

Herdasarkan poersctujuan bersama sebagaimans dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dacsralh menyliapkan rancangan
FPerkada tentang penjabaran APBD.

DPRL dan Kepala Daerah vang tidak mmenyetujul bersamea
rancangan Perda tentang APBD dalwm 1 (satu] bulan
sebelum  dimulainya teahun angegaran  setiap  tahun
sehagaimans dimaksud pada ayat (1} dikenal sanksi
administratif =esuai  deongan  ketentuan  peraturan
perandang-undangan.

Dalam hat keterlambatan penetapan APBD karena Kepala
Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda rentang
AFBD kepada DFED dari jadwal sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (1), sanks sebagaimana dimaksud

pada aymt |3 tidak dapat dikenalkan Kepeda anggota
DFPED.

Faszal 107

Dalam hal Kepala Daerah dan DPFRD tidak mengermhbil
persetujuan bersama dalam wakfu 60 jenam puluh] hard
sejak disampeikan rancangan Perda tentang APED cleh
Kepala Tmerah kepada DIFRED, kepala Daerah menyusun
rancangAn Perkada tentang AFBED paling tinggi sebesar
angka APBL tahun angparan sebelumnya.

(2} Rancangan _ . .
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(2} Rancangan Perkada tentang APED sehagaimana dimaksud

pada ayat {1) dipriontaskan untuk belanja wang bersifat
imengikat dan belanja rang bersifat wajib.

(2} Angka APBD tahun anggaran sebelumnyas schagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
a.  kebijakan Pemenntah Pusat yvang mengakibatkan
tambabian pembebanan pada APBD, dan/atau

b. keadaan darurat termesuk keperluan mendesak zesuad
dengan ketenfuan peraluran perundang-undangarn.

FPazal 108

Rancangan Perltada rentang APBD =ebapaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terchin atas:

A
k.
c.

=

ringkasan APBD;

ringkasan penjabaran APRD sampai dengan rincian ohyel
ringasan APRD menurt Urmsan Pemerintahan daerzah
dan organisas;

nncian APBED menurut Uemgsan Pemenintahan dacrah,
organisasi, Program, Kepiatan, kclompok, jenis. obyel
rician obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
rckapitulasi dan  kesesuaian belanja menurut Urusan
Pemerintahan dacrah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
rekapilulas  Belanja Daerall untuk  keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fumgsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftarc jumlah pegawail per golongan dan per jabatan,

thaliar Piutang Dacrah;

daftar penyertaan modal daerah dan inveatasi dacrah
lainnya;

daftar perkiraan penarmbahan dan pengurangan aset tetap
faeraly;

k. daftar . ..
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daftar perkiraan penambahan dan penpirangan asel jwin-
lain:

daftar Kegtatan tahun anggaran sebelumnya vang Belum
disclesankan dan dianggarkan  Kemball dalam  tshun
angparan ini;

. daltar Dana Cadangan;

dedtar Pinjaman Dasrah;

daftar nama penerima, alamar penerima, dan besaran
hibah: dan

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 109

Rancangan Perkada sébagaimana dimaksud dalam Pasal
107 awat [Z) dapar ditetapkan menjadi Porkada sctelah
memnperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah frowinsi
don dari pubemur sebapai wakil Pemerintah Puzat bagi
Daerah kabupaten /kote.

ntuk memperoleh pengesahan sebagaimana dirnaksud
pada avat {l], rancangan Porkads tentang APBD beserta
lamprannys disampaikan paling lambat 13 (lima belas)
hari terhitung sejak DPFRD tiddalt mengambil keputusan
bersama dengan Kepala Daerab rerhadap rancangan Perda
tentang AFBD,

Apabla dalam batas waktu 30 {tiga puluh] han Menterd
atau  gLbernur scbagal wakil Pemerintah Pusat tidak
mengesahlkan rancangan Perkade sehagaimana dimaksud
pada ayat [1], Kepala Daerah menstapkat rancangan
Perkada menjach Perkada,

Pasal 110 . . .
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Pasal 110

Dalam hal penetapan APRD menpalam keterlambstan,
Ecpala Draerah melaksanakan pengeluaran setizp nilan
paling tingg sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran
APBD tahun anggaran sebelumnya.

Fengeluaran selisp bulan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1} dibatasi banve untuk mendanal  keperluan
mendesak 3csual dengan ketentuan peraturan perundarng-
undangan.

Hapman Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Petidapatan dan Belanja Draerah dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perjabaran Rancangan Anggaran dan

i)

(2]

(2

Pendapatan Belanja Daerah

Fasal 111

Eancangan Perda provinsi tentang AFBD yang telah
disetujui bersama antara Kepala Deerah dan DPED can
rantcangan Perkada lentang penjabaran AFBD
disampaikan kcpada Menten paling lambat 3 (tiga) hard
scjak  tanpggal persetujuan 1ancangan Perda  provinsi
tentang APBD untuk dievaluas sebelum ditetapkan olch
fubetnar.

Eancangan Perda provinel tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran AFPBD sebapgarmana dimaksud pada
ayar [1] disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS vang
disepakal: anlara Kepala Dacrah dan DPRD.

Diedam melaloukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (L1}, Menteri berkoordinasi dengan menteri yvang
menvelengparalan  uruzan  pemerintabhan di bidang
keygangan.

(4} Evaluas.. ..
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Evaluaszi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
unmk menguji kesesuaian rancangan Perda  provins
téritang APBLD dan rancangan Perkade provingd tentang
penjabaran APRD dengan.

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. kepentingan umum,

c. REPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

Hasil evaluasi =ebagaimana dimaksud pads ayat (4}
ditetapkan dengan keputusan Menter.

kReputusan Menrern sebagmmana dimaksud pada ayat (5]
disampaikan kepada pubernur paling lambat 153 [lima
belas] han terhitung sejak rancangan Perda provinsi
tenfang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksnd

diterima.

Dalam hal Menten, sctelah berkoordinasi dengan toenteri
yang menyelenggaraltan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menvatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinst tentang APBDY dan rancangan Perkada tentang
perjabaran APBDY sebagaimana dimaksud pade ayar (5]
gezlal dengar ketemtuan pératuran perundang-undangan
vang Ickih tingel, kepentingan umuen, REPD, KUA, PPAS,
dan RRJIMD, pubermur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang APBD menjadh Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(% Dalam . ..
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Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengen menfers
yang menyelenggaraltan urugan pemerintahan i bidang
kewangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perde
provinsi tentang APBD dan rancangan Perkads tentang
penjabaran APBD sebagimans dimaksud pada ayac (5
tidall #¢svza dengan kctontuan peraturan  perundang-
undangan vang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,
KlaA, PPAE, dan RPJMD, gubemur borsama DIPRD
melakukan penyempurnaan pualing lama 7 [twjuh] har
terhitung scjadk hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hazil evaluasi sebagaimans dimaksud pada avat
B} tidak difindaklamjuu oleh gubernour dan DIFRD, dan
gubernur menetapkan rancangan Perda provingi renfang
AFED menjadi Perda dan rancangan Perkada remtang
penjabaran APED menjadi Perkada, Menteri mengusulkan
kepads  mentenn  vang  menyelenpggarakan  urusan
pemenntzhan di bidang keuangan wvntuk  melalegkan
penundaan danfatau pemotongan Dana Translfer Umum
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fazal 112

Fancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD vang
telah dizetujui bersama dan rancangan Perkada tentang
penjabaran AFBD disampaikan kepeda gobernur sebaga
vakil Pemenntah Pusat pabing lambat 3 {tiga} hari sejak
tanpgpal peorsetujuan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang AFED untuk dievaluasi gebelum ditetapkan oleh
bupati fwali kota,

Rancatngan Perda Kabupaten/kota tentang APBED dan
rancangan Petlkada tentang penjabaran AFBD sebagaimana
dimaksud pada ayat {l) dizertai dengan RKPD, KUA, dan
PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan ODPRD.

(2] Dalam . . .



(3]

(4

[S]

{8

PRE:IOE™
REHOHLIE IMRODMNES] A,

- a2 -

Cralamn melakukan evalilas] TATCATIZAL Perda
kabupaten,/kora tenlang AFBD scbagaimana dimaksud
pada ayat [1], gubcrour scbagoi wakil Pemernntabh Pusat
berkonsuliasi dengan Menteri dan  selanjutnys Menter
berkoorndinasi dengan menteri yang menvelenpgarakan
urusan petmnerintahan 4i bidang keuangan,

Evaluag) sehagaimnana dimaksud pada ayat {1) dilakulan

untuik O£ T L kesesuaian rancangan Pertla

kabupaten /kota tentang APBDY dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD dengan;

a. letentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tingEpd;

b. kepentingan umum;

¢, EKFD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

Hasil evaluasi sebagaimans dimaksud pada ayat [4)
ditetapltan dengan keputusan gabernur.

Keputisan pubernur sebapaimana dimaksud pada ayat [5)
disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemenmtah
Pusat kepada bupatifwali kola paling lambat 13 (lima
belas) har terhitung sejak TATCRNREAD Fcrda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang perjabraran APED schagaimana dimakzud pada
avat [1] ditena,

Dalatn hal gubermur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil #vahias) TATICATIEAT Perda
kabupaten /kota tentang APED dan rancanpan Ferkada
tentang pergabaran APBD schagaimana dimaksud pada
ayal [3] sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
ulangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, duan
RPJIMD, bupatifwali kota menetapkan rancengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjach Perda dan
rancangan Ferkada tentang penjabaran APBD menjadi
Frerkada =esual denpan ketentusn perpturan pecrandang-
undangan.

(%} Dalam . . .
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(&) Dralamn hal gubernur  szelagal wakil Pemerintah Puszat
menyalakan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota terntang APBD dan rancangasn Peorkada
tentang penjabaran APBD sehagaimana dimaksud pada
ayat {3) tuwlak sesua dengan  keteminan peraturan
perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA,
PFAS, dan EKEPJMD, bupatifwali kote bherssma DPRED
melabukan penyempurnaan paling lema 7 (tujub) hari
s¢jak hagl evaluasl ditcnma.

14 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(&) tidak ditindaklanjuti olel bupati/wali kota dan DFRD,
dan bupatifwali keota menetapkan raocengan Perda
kabupaten/kota tentang APGD menjadi Perda  dan
rancangah Perkade tlenlang penjabaran APBD menjadi
Ferkada, gubernur mengusuolkan kepada  Wenter,
selanjutnya Menteri mengusulkzan kepads menterl yang
menyelenggaralkan  urusan  pemerintahan di bidang
kenangan wntuk melakukan penundaan dan/fatag
pemolongan [rana  Transfer Umum sesuzi dengan
kretentuan peraturan perundang-tndangan.

Paonl {13

{1] Dalam hal gubkermuar sebagai waltil Pemerintah Pusat tidak
metaksanakan evaluasi sebagaimana dimeksud  dalam
Pasal 112, Mentern mengamhbil alih pelaksanaan evaluasi
sesuai dengan ketentian peraturan perundang-undangan.

{2) Dalam  rangka melaksanakan evaluagi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri herkoordinasi dengan
menlen yang menyelenggarakan urusan pemerinfaban di
bidang keuangarn.

Pagal 114 ..,
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Pasal 114

Gubernur sebagai wakil Pemerintabi Pusat menyvampaikan
hasil cvaduasi rancangan Perda kabuipaten (Kot tentang APBD
dann  Perkada tocntang  penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5] kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di
bidang keuangan paling lambat 3 (tigal hard  =ejak
ditetapkannya kepulusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perde kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada
tcntang penjabaran AFBD.

FPazal 115

(1] Penyempurmesan hasil evaluasi zebapgaimana  ditneksigd
dlalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 avat (8] dilakukan
Eepala Deaerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggsaran,

(2] Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPELY.

(3) Keputusan pimpinan DFRED sebagaimans dimaksud pada
syat (2] dijadikan dasar penetapean Perda lentang APBD,

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana Jdimaksuad pada
avat [2] dilaporkan pada sidang paripurna beriloipve.

[2} Keputusan pimpinan DFRD sebagaimana dimalkswd pada
avat (2} disampaikan kepada Menteri untulk APED provins
dan kepada gpubernur untuk APBD kabupaten/kota paling
lamlwar 3 {1iga] han setelah keputusan tersebut ditetaplan.

Pazal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cars evaluasi rancangan
Perdz tentang AFBD dan perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 diatur
dengan Peraturan Menteri

Bagian Keempar . . .
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Bagian Eeemprat

Penetapan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraruran Kepala Daerah enlang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

{1]

[}

(2

(4}

Fazel 117

Fancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran AFED.

Penélupsn rancangan Perda tentang APBD dan rancatgan
Perkada tontang penfabaran APBD zebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan paling lambat  tanggal 31
Diegsember tahun sebelumova.

Eepala Dacrah menyampaikan Perda tentang AFBD dan
Perkada tentang penjabaran APED kepada Menteri bag)
Dacrah provinsi dan gubernur sehagai wakil Pemerntah
Pusat bagi Daerah kabupaten /kola paling lambac 7 {oafuh)
hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan,

Dalam hal Kepala Trasrah herhalangan, pejabat yang
betwenang menctapkan Perda tentang APBD dan Perkada
tentang penyabaran APBL.

Dagian Kelima

Feryusunan dan Penelapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Tiacrah Bagy Dacrah yang Belum Memiliki

1)

Drewan Ferwakilan Ralyat Daerah

Pasal 114

Dralam hal Dacrah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah
menyusun  rancangan  KUA  dan rancangan  PPAS
berdasarkan  REPD  unmuk menjaga kelangsungen
penvelenggarasn  pemerintahan, pembangunan  daerah,
daty pelavanan masyaraliat.

(2) Rancangan . ..
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Eancangan KUA dan rancangan FPAS  sebagrimana
dimaksud pada ayal (1} memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat [3] dan ayar (4.

Rancangan EKUA dan rancangan PPAS  szebagaimana
dimaksud pada avat {l] dikonsullasikan kepada Menteri
bagi Dacrah provingi dan pgubernue sebagai wakil
Pemerintah Pusat begn Dacrah kabupaten/kota.

HEancangan KUA dan rancangan PPAS  vang  tolah
dikonsultasikan sebagmamans dimaksud pada ayat (3]
dijadikan pedoman penyusunan REKA SKPD.

Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang
APBD sebapaimana dimaksud dalam Pasal 104 =ampai
dengan Pasal 105 herlaky  secata mutatis mutandis
terhadap penyiapan rancangan Perkada tentang APBD.

Rancangan Perlkadea tentang APBD acbapaimana dimaksud
pada avat {5) disampaikan kepada Menter bagi Dacrah
provingl dan gubernur scbhagai woalkdl Pernerintab Pusat
bagi Dasrah kabupaten /Wora paling lambat 20 [(tiga puluh)
han terhitung zejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
dilkongultasikan kepada Menten bagl Dhaerah provins dan
gubernur zebagai wakil Pemerintah Pusat bagr Daerah
kabuipaten /kota,

Rancangan Perkada tentang APRD sebagaimana dimaksud
pada avat (3} ditetapkan menjadi Perkada oleh Kepala
Thaerah setelah mempemaleh pengesahan dan Menteri bagl
Daerah provinal dan gubernur sehagal wakil Permnenntah
Pusat baei Daerah kabupaten /kota.

Ketentuan mengenai  pengesahan  tancangan  Perkada
tentang APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 109
berlalu secara mutatis mutandis terhadap pengezahan
rancangan Perkada tentang APED bag Daerah yang belum
memiliki DPRD.

Eagan Keenam . |
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Eapglan Keenam

Penetapan Anpgaran Pendaparan dan
Relanja Daerah Bagl Dacerah Persiapan

['asal 119

Pendanaan penyelengparaan pemenntahan pada Daerah
petsiapan ditetapkan dalam APELD daerah induk.

(1)

{2

{1]

RAEB V]
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kezatu

Urmum

Fasal 12{)

semma Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APED dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah yaog dikelola oleh BUTD.

Dalam hal Penerimean dan  Pengeluaran Daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat {1) sesual dengan
keteniuan pereiuran perundang-undangan tidak
dilabkukan melalui Rekening Kas Urnum Daerah, BLD
melekukan pencatatan dan penpesahan Penerimaan dan
Fenpgeluaran Daerah tecsehual.

Pazal 121

FA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penpeluarar,
dan prang alag baden yung mencrima atau menpguasai
uang/kekayaan daerah wa jib menyelenpggarakan
penatausahaan  sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2} Pejabat . . .
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(2} Pejabat wyang menandatangani danjiatau mengesahilan
dolkumen vang berkaitan dengan surat buktl vang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran alas  peladosanaan
APBD bertangpung jawab terhadap kebenaran material

dan algbat vang timmbul dan penggunaan suratb bukt
dimaksnad.

(3} Kebocnaran metcral schagaimana dimaksuad pada ayat [2)
merpakan kebenaran atas pengganaan atggatan dan
Hasil yang dicapai atas Beban AFBD zesuai dengan
kewocnangan pojebat yang bersangkutan,

Faral 122

Kepala Daerah dan perangkat dagrah dilatang melakukan
pungutan selain dari yang diamar dalam  Perda, kecuali
ditentukan Jain =esusi  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-nndangan.

Pasal 123

Penerimaan perangkat daerabh vang tnenipakan Penerimaan
Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk
pengelvaran, keogah ditentubkan lain sesuzl dengan ketentuan
peraturan perandang-undangar .

FPaszal 124

(1} Setiap pejabat  dilarang melakokan tindakan yang
berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila angparan
untuk membiayal pengeluaran tersebut tidak terzedia atan
tidal: cukup tersedia.

(2] Seliap pengeluaran atas Beban APBD didaserken atas DPA

dan 3PD atau dokumeon laim vang dipersamakan dengan
=PD.

I3 Kepala . ..
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[3] Kepala Draerah dan perangkat daerah dilarang melakualkan
pengeluaran atas Beban AFED untuk mijuan lain cari yang
telah ditetapkan dalam APED.,

VPazal 125

{1] Untuk pelaksanaan APBL, Kepala Daerah menctapkan:

2.

b.

E-

pejabat yang diber wewenang menandatanpgani SFL,
pejabat yang diber wewenang menandatangani SPM;

pejabat yang diber wewenang mengesahkan surat
pertangrungawaban;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2;
Bendahare Fenerimaan dan Bercdahara Pengeluaran;

Berulahera  Peoncomaan  pembantu dan Bendahara
Pengelusran pembanta; dan

Pejabat lainnya datam rangka pelaksanaan APEDL

(2] Heputusan Kepzala Daerah tentang penciapan  peojabat
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan sebelum

dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bapian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Kas Umum Daerah

Pasal 126

(1} Dalam rangka pengelolaan nang daerah, PPKD selaku BUD
membuka Rekening Kas Umum Deerah pada bank umum

yang sehat.

2] Bank . ..
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Bank wumum =ebagaimana dimaksud pada ayar (1)
ditctapkan oleh Kepala Daerah sesuat dengan Letentuan
peraturan perundang-undangan.

Penetapan bank umum schagaimana dimaksud pada ayat
2] dirmar dalam peranjian antara BUD denpan bank
umum yvang bersanghkutan.

Pagal 127

Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Dacrah dan
Penpgeluaran Daerah, BUD dapal membuka rekening
pencrimaan dan rekening pengeluaran pade bank yvang
chietapkan oleh Kepala Daerah.

Eekenmng pencnimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan wuntuk menampung Penerimaan Daerah
selap han.

Eekening penenmaan stbagaimana dimaksud pada ayat
1) dioperazikan eebagai rekening bersaldo nihil yang
seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening
Kas Umum Baerah sekurang-kurangnyva sekali sehar pada
akhir har.

Dalam hal kewajiban pemindahbakuan  sebagaimana
dimaksud pada avat (3] secara teknis belum dapat

dilakukan setinp harl, pemindahbukuan dapat dilakukan
secHTh berkala yang ditetapkan dalam Perkada,

Rekenming pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirperasikan sebagal rekening vang menampung pagu
dana untulk membiays Kegpatan Pemeonntah Dacrah
BES11Al rencana pengeluaran, vang besarantiya ditetaplian
dengan Perkada.

Femindahbukuan dana  dari rekening penerimaan
dan/atan rekening pengoluaran pada bank umum ke
Rekening Kaz Umum Daerah dilakulkan atas penintaby
EBUD.

Pasal 128 . .
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Paszal 12X

[1] Kepala Dracrah dapat memberi izin kepada kepala SKFPD
unluk membuks rekening penerimaan mwelalni BUD vang
diletapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum.

(2] Kepala Daerah dapet memberikan izin kepada kepala
SKPD untulk membulka rekenmg pengcluaran melalai BUD
vang ditetapkan oleh Kepala Dasrah pada bank umum
untuk menampung UP.

Fazal 129

Permenintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa piro,
danfataw umbalan lainnya atas dana yang disimpan pada
hank berdasarkan tingkat suku bunga danfatau jaza giro
yvang berlaku sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

FPasal 30

Biaya yang timbul =ehubungan dengan pelayanan yeng
tibenkan cleh bank didasarkan pada ketentuan yeng berlaku
pads bank yang bersangkutan dan zesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Dalam rangka menajemnen kas, Pemerintah Dacrah dapat
mendepositokan  dan/atay melakukan mvestas jangka
pendek atas vang tmhik Daerab yang sementara belum
dipunakan sepanjang tidak rmengganggu  likoiditas
Kevangan Dasrab, fupas dacrah, dan koalitas pelavanan
putbrik.

[2) Deposite dan/atau investasi jangka pendek sebeagaimana
dimaksud pada ayat (1} harss disetor ke Rekening Kas
Umum Daesrah paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketign

Penyiapan Dekumen Prlaksanaan Angparan

(1)

=]

(3]

1]

{2)

|3

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Fasal 137%

PFKIT} membentahukan kepada kepala SKPD  ager
mentyusun  dan menyampaikan rancangan DPA SKPD
paling lambat 3 |tiga) hari serelah Perkada tentang
penjabaran AFBD chittapkan,

FRancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) memuat Sasaran yvang hendak dicapal. tungzsi, Frogram,
Kepgiatan, anggaran yang discdiskan untuk mencapal
SAagaran, TERCEns  ponocrimaan  dana, dan rencana
penarkan dana sctiap satuan kerja serta pendapatan yang
diperkirakar.

Kepala SKPD menyerabkan rancangan DPA SKPD yang
telah disusun kepada FPKD paling lambat & fenam) harn
zetelahy pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disamprilzan.

Pasal 133

TAPD melakokan verfikas) rencangan DPA SKFD bersama
dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

Verilikasi aras rancangan DPA SKPD»  sebagaimana
dimakzud pada ayar (|} diselesaikan paling lambat 15
{lima belas] her sepak diletapkannya Ferkada tentang
penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat |1), PPKD mengesahlkan rancangan DPA SKPD setelah
mendapatkan persetyjuan sekretans dacrah,

(4} Dalam . ..
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Dalaro hal hasil verifikasi sebagaimana dimalksud pada
ayat {1] tdak sesual dengan Perkada tentang penjabaran
APBD, SKFL) melakuken peoyempurnaan rancangan DPA
SKPD untuk disabkan oleh PPKD dengan persstujuan
sekretaris daerah.

DFA SKFD wyang telah disabKan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat {#) disampaikan kepala SKFD wang
bersangkutan kepada satuan kerja yang secara lungsional
melskukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tajuhby)
han sejak tangeal disahkan.

DPA SKPD schapsimana dimaksud pada ayvat (3) dan ayat
(4] diguniakan sebagal dasar pelaksanaan anggaren aleh
kepala SKPD selaloa PA

Ragian Keermpat
Angaran Kaz dan SPD

Pasal 134

PPED selaku BUD memyusun Anggaran Kaz Pemerintah
Cazrah untuk mengatur  ketersediaan dana  dalam
mendanai pengeluaran sesusl dengan rencana penacikan
dana yang tercantum dalam T3PA SKPL.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
memuat perkiraan ars kas measuk yang bersumber dard
penenmaan  dan  perkiraan  arus kas  keluar  vane
dipuniakan wntuk mendanai Pengelusran Daerall dalam
setiap periode,

Pasal 135

Dalam rangka menajemen kas, PPEKD menerbitkan SFPD
dengat memperiimbangkan:

4., Anggaran Kaz Pemerinilah Dacrah;
b. ketersediaan dana i Kas Umum Dacrah; dan

¢. penjadwalan ...
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c. penjadwalan pembayaran pelaksanasn anggaran vang
tercantum dalam DPA SKPD.

12) SPD sehagammena dimakzsud pada avat {1) disiapkan oleh,
Kuaza BUD unmk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 136

Ketentuan  lebinh lanjut mengenai tata cara  penyusunan
Anggaran Kas dan SPD scbagaimana dirmaksud dalam Pazal
134 dan Pasal 135 diatur dalam Perkada berpedoman pade
Peruturan Menterd.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan
FPendapatan Daerah

Pasal 137
(1) Bendahara  Penerimaan wajlh menyetor  seluruh

penerimaannya ke Rekening Kas Urmum Daerah paling
lambat dalarm waktg 1 {saiup har.

2] Dralam hal kondizi geografis Daerat sulit dijangkau denpan
komunikasi, transportasi, dan keterbatazan pelayanan
Jasa keuvangan, serta kondisi objektif lainoya, penyetoran
pernenmaian schagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat
melebihi 1 {satu)] han yang diatur dalam Perkada.

[3) Setiap poenerimaan hams  didukung oleh bukti yang
lengkat dan sah atas sctoran.

(4} Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dapat meliputi
daokumen elekteotile.

[2] Ponyetoran penerimaan pendapalan schagalmana
dimaksud pada ayat (1} mengpunskan surat tanda
g#toran.

Pasal 138 . .
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Pasal 133

Penyetoran PENETImaan pendapatan scbapaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dilaloakan secara tunai
den/atau nontunal.

Penyetoran aebagaimana dimaksud pada avat (1) dianggap
sah selelah Kuaza BUD'Y menenma nota kredit atau
dokumen lain yvang dipersamakan.

Bendahara Penerimasan dilarang menyimpsEn uang, ook,

atau surcal herharga vang dalam penguasaannya:

a. lebibh dard 1 (satu] hari, kecuali terdapat Keadean
sebapaimana dimaksypd dalam Pasal 137 ayat [2);
dan/atau

L. atas nama pribadi.

Paual 139

Ecndzhara Penerimaan pada SKFPLD wiiily
menyelengparakan pembukuan terhadap zelaiuh
penerimadn  dan  penyeroran atas  penerimaan  yang
meryadl tanggung 1awabnya,

Remcdahara Penerimaan pada SKPD wajib menyvampaikan
laporan  pertanpgungaweban  penecrimaan  kepada PA
melalgy PP SKPDF paling lambat taneggal 10 bulan
berikutrya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPRD
paling lambat tangegad 10 bulan benloatnya,

PPED melakukan venhikasi, cvaluasi, dan analisis atas

laporan  pertangpungawaban  pendnmaan sebagaimana
dirnakzud pada ayat [3} dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan.

Pazal 140 ...
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Pasal 140

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifarnta berulang dan lerudi pada tahun yang sama
AL P talhun sebelumnya  dilakukan dengan

membebankan pada tekeming poocnimaan yang
berzangloatan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimazan Daerah yang
sifatnya tidak bemlang yang terjadi dalam tahuan yang
sama dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan vang bersangkutan.

Penpembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya  tidak berulang yang terjadi pada  tahun
sebelumnya  dilakukan dengan  membebankan pada
releening belanjs tidak terdups.

Bagian Kesnam

Pelaksanaan dan Penatansahaan Belanja Dacrah

(1)

[2)

(2)

(1)

Pasal 141

aetiap pengelueran harws didukung bukt vang lengkap
dan sah mengenal hak yang ciperoleh oleh pihak yang
nienagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APED ridalk
dapat dilakukan scbelum rancangan Perda tentang APBD
ditetaphan dan divndangkan dalam lcmbaran dacrah.

Pengeluaran kas sebagmimana dimaksud pada ayat (2]
tidak (ermasulk pengeluaran keadaan danurat dansatan
keperldan mendesale sesua dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pazal 142

Bendahara Peogeluoaran  mengagukan SPP kepada Pa
melahii PPK SKFD berdasarkan SPTY artad dokuroen lain
yvang dipersatnakan dengan SP0.

(2} Pengajuan . . .



i)

(3

(4)

(3]}

{1]

{2]

<)

i4]

LB

,
: E
Py o

Foni

PRESIODEH
REFPUBLIK IMDOMESIA

g7 -

Pengajuien SPF kepada KPA berdasarkan pertimbangan
bezaran SKPD dan lekasi, disampaikan Eendahara
Penpeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD
herdasarkan SPD atau dokumen lamn yvanp dipersamakan
dengan SFD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran  anggaran  Kegiaten  SKPD,  disampaikan
Bendaha.a Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD
berdazarkan SPD arau dekumen lain yang dipcrsamakan
dengan SPD.

SFP sebapmmans dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPPUm

kL. 3PP GU,
. SPP TU: dan
d. SFP LS.

SPP scbagaimana dimaksud pada ayar (2§ dan ayar §3)
terdiri atas:

4. SFP TU:; dan
E. SPP LS.

Pazal 143

Fenerbitan dan pengajuan dokumen SPP UFP dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengigign LIP.

Penerbitan dan penpajuan dolamen SFP U dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam ranghks mengganti UE.

Eetentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU
schagaimana dimaksud pada ayat [1] dan aval [2)
thistapkan dengan keputusan Kepala Daerali

Pengajuan 8PP UP sebagaimana dimeaksud pada ayat (1)
thajukan dengan mclampirkan keputusan Kepala Daerah
tentang besaran UP sehagaimans dimaksuwd pada avat [3).

15 Pengajuan . _ .
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Fengajuan 3PP GU sebapgaimana dimaksad pads avatl (2)
dilampiri dengan dokumen asli  pertanggungjawaban
pengesunaan UP.

Pasal 144

Bendahara  Pengeluaran ataun Bendahara Pengeluaran

pembanty mengmjukan 3PF TU untuk melaksanzkan

Kegiatan yang bersifal  mendesak dan  tidak dapat

menggunaltan SPP LS dan/atau 3PP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan 3PP T harus mendapat

peraetijuan dari PPED dengan memperhatikan Anocien

kebutuhan dan waktu pengpunaannya ditetapkan dengan

Perkada.

Dredem hal sizsa TU tidak habis digunakan dalarm 1 {satu)

bulan, sisa TU disctor ke Rclcecuing Kas Umum Diaerah,

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa T sebapaimana

dimalisud pada ayat (3} dikccualikan nnlke

a. HKeglalan vang pelaksanasnnya melebihi 1 [(satu) bulan:
dan/arau

b. Regiatan yvang mengalumi perubahan jadwal dar yang
telah ditetapkan zebtlumnya akibat pensttwa di luar
kendali PAJKPA

Pengajusan SPF TU sebagaimana dirnaksud pada ayval (1)

dilatnpin dengan daftar rincian rencana periggunaan dana.

Pazal 145

Penerbitan dan penpgajuan dokumen 3PP LS dilakukan

el Bendahara Pengeluaran antuk pembayaran:

a. gaji dan tunjangan:

k. kepada pihak ketiga atas penpadaan baranR dan jasa;
dan

. kepada pihak ketiga lainna sesuai denpan ketentuan
peraiatan perundang-undangan,

(2] Pengajuan . . .
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Pengajuan dokumen SPF LE  untuk pembavaran
pengadaan bararng dan jasa sebapaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf b dapat juga dilalakan oleh Bendshara
Pengeluaran  pembantu  dalam  hal PA  melimpahkan
sebagian kewenangennya kopada KPA,

Pasal 146

Pengajuan dokomen 3PP L5 untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa sehegaimana dimaksad dalam
Pagal 145 awat (1} tourl b eleh  Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran pcmbantu,
dilakukan paling lambat 3 [tiga) han scjek ditcrimanya
tagihan dari pihak keriga melalui PPTH.

Fengajuan SPFP L5 dilampin  dengan  kelengkapan
persyaratan yang dit¢tapkan sésua dengan ketentuan
peraturan perindang-undangan,

Pasal 147

Berdagarlean pengajuan SPF UP zebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UK
kepada Kuasa BUD depagan mencrbitkan SPh UD,

Berdasarken pengajuan 3PP GU sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 143 aval (2], PA mengajukan penggantian UP
vang telah  digonakan kepada  Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM GO

Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat {1], PA/KPA mengajukan perminlasn
TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TL.

Fasal |48 . ..
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Fasal 148
Berdasarkan SPP LS yang digjukan oleh Bendshara
Pengelnaran / Bendahara Pergeluaran pembantu
sebapaimuna dimaksud dalam Pasel 145 avat (1), PPK

SKFD/FPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

A. kebenaran material surat bukti mengenal hak pihak
penagih;

b. kelengkapan dalumen yang menjadi persyaratan/
tefiubungan dengan  ilcatan/perjanjian pengadaan
barangfjase; dan

<. ketersediaan dana vang bersangkutan.

Berdasarkan hasil venfikasi schbagaimana dimaksud pada

ayat (1), PA/KFA memerintahkan pembayaran atas Behan

APRL melahy penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Dalar hal hasil venfikasi tidek memenuhi syarat, Pa/KPA
tidak meonerbitkan SPM LE.

FPA/KPA mengembalikan dolumen SPP LS dalam hal hasil
verifikasi tidak memenuhi syvaral sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] paling lambat 1 fzatu] heri terhifing s2jak
diterimanya SPP.

Pasal 149

Kuaza BUD menerbitkan 5P20 berdasarkan SFM yang

diterima dari PA/KPA vang Jditujukan kepada bank

operasional mitra Keojanya,

Penerbitan SFZD sebagaimana dimaksad pada ayar [1)

paling lama 2 [dua) hari sejalk SPM diterima.

Dalam rangka pernerbitan SP2D schagaimana dimaksud

pada aval (2], Kuasa BUD berkewajiban untiak:

a. menelitt kelengkapan SPM yang  diterbitkan  oleh
PASKPA berupa Surat Pernyataan Tangpung Jawab
PAfKPA:

B toengu - .
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B, meéngui kebenaran perhitungan tagihan atas Behan
APBID yang tercantum dalam perintah pembayaran;

C.  MEengujl keterzediaan dana Kegiatan YANR
bersangkutan; dan

d. memcnntahkan pencairan  dana  zebagai dasar
FPengeluaran Dacrah.

Kuaza BUD tidak menerbatkan S5P2D yang diajulkan
FA/KPA apabila:

a. tidak dilenpkapi Surat Pernvataan Tanggunyg Jawahb
FA/KDA; dan/atau

h. pengeluaran tersebut melampani pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokutnen SPM dalam hal

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (@] paling
lambat 1 {satu] han tethitung =ejak diterimanya SPM.

Pa=zal 150

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

pembaniu melaltsanakan pembayaran =etelah:

a. menelitit  kelengkapan dolumen pembayaran  yaop
diterbitkan oleh PAJKPA beserta bukn transaksinys,;

b. menpuji  kebenaran perhitungan  tagiban  vang
tercantum dalam dolamen pembayaran; dan

&, menguii ketersediaan dana yang betsangkutan,

EBendahars Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

petnbantu wajib mencolak melabukan pembayaran dan

PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimabksud pada

avat [1] tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran fBendahara Petigeliaran

pembantu bertanigpUung  jawab  sccars pnibadi  atas
pembayaran yang dilaksanakannya,

Pa=zal 151 ...
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Pa=zal 131

Bendahara Pengeluaran/Bendehara Pengeluaran pembantu
aebagai wajib pungut Pajak Peoghasilan [PPh) dan pajak
lainnva wajib menyetorkan selurgh penenmasan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara,

Pasal 152

FA/KPA dilarang menerbitkan SPM yanpg membebani takmn
anggaran berkenasn setzlah tahun angearan berakhir.

Pasal 153

(1} Bendabhara Pengeluaran secara  administratid  wajib
mempertangapungjawabkan penggunaan UPS/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPE SKPD peling lambat tangegal 10
bulan benkutnya.

[2] Bendehara Pengeluaran fBendahara Pengeluaran
pembantu pada SKPD wajib mempertangpungawablkan
secara fungmonal atas penpgelolaan uang yang menjadi
tangpung  jawabnya  dengan  menyampaikan  laporan
pertangpungEwaban penpeluaran kepada PPKD selakn
BUL paling lambat rangeal 10 bulan berikutnya.

{3] Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan
laporan pertanggungjaweban pengeluaran dan  sanksi
keterlambatan penyampaian laporan perranggungiawsban
ditetapkan dalam Perkada.

4} Penvampaian pertangpungjawaban Rendabara
Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran pembantu secars
fungsional sebagaimana dimsksud pada avat  [2)
dilaksanalran  serelah  diterbitkan  surat  pengesahan
pertanggungjawaban pengelyaran olah Pa/KPA,

(2} Untuk tertib laporan pertanggungjewaban pada  akhic
rtahun zmggaran, pertanggpungjawaban pengeluaran Juna
bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.

Eagian Ketujuh . .
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Bagan Ketwujuh

Pelaksanaan dan Penatauzahaan
Permbiayasn Daerah

Paszal 154

Pelaksanaan dan  penatausahaan  peonerimasn dan
pengsluaraan Pembiavaan Daerah dilalukan oleh kepala
SKFPKD,

Penenmaan  dan  pengeluaraan Pembiavasn  Daerah
selagannana dimaksud pada ayvat (1) dilalakan melalai
Rekening Kas Umutn Dagrah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Dasrah  sehagaimana dimaksud pada ayat (2) sesual
dengan ketentuan peraturan perupndang-undangen tidak
dilakskan melalu Rekeming Kas Umum Daerah, BUD
melakultan pencatatan dan penpesahan penenmaan dan
rengeluaran Pembayaan Daerah terzebut.

Pasal 105

Keadaan yang menyebabkan SiLPA  tashun  scbelumnya
digunekan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

&,

[+%

menutupi defisit anpgaran;

mendanai  kewajiban Pemerintah Daerah yang belum
tersedia angparannys;

membayar bunga dan pokok hang dan/atau oblipasi

daerah  yang melampaui anggaran  yang  tersedia
mendahului perubahan APBDy

- melunas kewajiban bunga dan pekok Utang,

mendanai kenaiken gaji dan tunjangan PFegawai ASN
akibat adanya kebijakan Pemerintah;

mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia
anpgarannya; dan/atau

£. mendanai . . .
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. mendanal Kepatan yang capalan Sazaran Kinerjanya
dhtingkatkan dar yang telah ditetaplan dalam DPA
S tahun  angparan Berjalan,  yang  dapat
dizelesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalem tahun anggaran betjalan.

Pazal 156

1] Pemindahbukuan dan rekening Dana  Cadangan ke
Rekening Has Umum Daerah dilakukan berdasarkan
rencana DENERELINAAN Nana Cadangan zegual
peruntukannya.

4] Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Eckening Kas Urnum Daerah sebapaimana dimaksad pada
ayet (1] dilakukan setelah jumlah Dana Cadangsan vang
thiclapkan berdasarkan Perda tentang pemberiukan Dana
Cadangan yang beraanpkutan mencukupi.

(21 Pemindehbukuan scbagaimana dimaksud pada ayat {2)
paling tingel scjumlah pagu Dana Cadangan vang akan
digunakan sesual peruntukannya pada talivn anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Ferda
tentanpg pembentukan Dana Cadangan.,

(4} Pemindabbubuan dari rekening Trana Cadangan ke
Rehkening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksad pada
avat 1) dilakukan dengan SUTAL perintah
pemindahbukuan oleh Kuasza BUD atas perzeilyjuan PPRD,

asal 157

(1) Pengalokasian anpggaran untuk pembentukan Dana
Cadangan delam (ahun anggaran berkenaan sesuak
dengan jumlah yang ditctapkan dalam Perda tentang
perabentkan Dana Cadangan.

2] Alokag: . ..
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Alokas) angparan sebagaimana dimaksud pada ayat [1]

dipindahbtukukan dari Rekening Kas Umum Daecah ke

rekening Dana Cadangan,

Femindahbukuan sebagaimana dimaksod pada ayat 2)
dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPED.

Pasal 158

Dalamn rangka pelakzanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa
BUD berkewajiban untuk:

&,

L.

i1

i

menchtt kelengkapan — perintah permbavyaran  yang
diterbitlian oleh kepala SKPED;

menguwl kebenaran perhitungan pengeluaran Pembioyaar
vang tercantum dalam perintah pembayaran;

mengitji ketersediaan dana yang beesangkulan; dan
menalak penczran dana, apabila perintah pembayaran
dtas  pengeluaran  Pembiayaan  tidak memenuhi
persyaratan yang ditetaphkan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Diacrah

Pazal 159

Penpgelolaan BRI adalah  kescluruhan Hegiatan  yang
meliputi perencanaan  kebutuhan dan  penganegaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penpamanan dan
pemeliharaarn, penilaian, pemindahtanganan,
pernusnahan, renghapusan, penatauszhaan fdan
pembinzan, pengawasan dan pengendalian.

Penpgelnlaan BMD sebapaimana dimaksud pada avat [1)
dilakzanakan sesuai dengan kefentuan  perafiran
perundang-undangan.

BAE VT ...
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EAB V1l
LAPORAN REALISASI SEMESTER PEETAMA
ANGGARAN PENDAPATAM DAN BELANJA DAERAH
DAN PERLBAHAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Baman Kezatu
Laporan Pealisasi Semester Pertama,
Angparan Pendapatan dan Belanja Dasrah

Fasal 1A

11} Pemenntah Daerah menyuszun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk € {cnam] bulan
herikutnya,

(<) Laporan sebapamane dimeksud pada  =syat (1)
thsampakan kepada DPHED paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun anggaran herkenaan.

Bagian Kedue
Dazar Perubabhan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pagal 161

[1} Laperan realisasi semester pertama APBD sebagaimana
dimaksud dalamm Pasal 160 mcnjadi dasar perubahan
APBL.

[2] Perubahan APBD scebagsimanz dimakswd pada ayat [1)

dapat dilsakukan apabila terjadi:

a. perkembangan vang hdak sesua dengan asumes KUA;

b, keadaan wang menyebabkan  harus dilakokan
pergeseran  anggaran  antar organisasi. anlar  ounit
organisasl, antar Program, antar Hegiatan, dan antar
jenus belanja,

€. leadaan yang menyebablan SiLPA rahun anggaran
sebelumnya haris digunakan dalam tahun anpggaran
berjalan;

d. kcadaan. ..
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keadaan darirat; dan/atau

keadasn luar binsa.

Bapan Ketipga
Ferubahan Kebijakan Umum Anggaran
Fendaparan tflan Belanja Dacrah dan

Perubahan Pricritas dan Plalon Anggaran Sementars

[1]

<}

(3

(4

Pazal 1632

Ferthkembangan yang tidak sesual dengan esumsi KUA

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 161 avat (2) hucad a

depat berupa terjadinya:

A. prlampauan atau  tidak  tercapainya  proyeksi
Fendapatan Daerah;

B pelampavan ataw bdak terealizasinya alolkasi Belanja
Daerah: dan fatay

c. perubahan swumber dan  penggunaan  Poembiayaan
daerah.

Kepala Dmerah memformulasikan perkembangsan yang
tidak sesuml dengan asumsi KUA sebageimana dirnaksud
pada ayat {1] ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdazarkan perubahan RKPD.

Nalam rancangan perubahan KUA sebapaimana dimaksud
pada ayal [2] diserial penjelasan mengenai perbedaan
asumsi denpan KUA vang ditetapkan sebelumnya.

Calam rancangen perubahen  PPAS  sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) dizertai penjelasan:

A. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untul
ditampung  dalam  perubahan  APBD}  dengan
mempetfirnbangksan  sisa waktu pelaksanaan APBD
tahun anggaran berjalan;

h. capaian . .
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b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan vang
harus dikurangi dalam perubahan APBED  apabila
asurnsl KUA tidak tercapai; dan

. capaian Sasatan Kinera Program dan Kegiatan vang
bharus ditingkatkan dalam perubahan APBD apakila
trelampaitl asumsi KUA.

Bagian Keampat
Pergeseran Anggaran

Fazal 163

Pergeseran anggaran dapat dilabkan antar organisasi, antar
urnt orgamsasl, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian
obvek belanja.

Pagal 144

(1} Pergeseran anggaran entar organisesl,  antar  unit
organizasi, antar Program, anter Kegiaftan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pagal 163
dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar
nocien obyek belanja sebagaimana dimakaud dalatn Pasal
163 dilakukan melalul perabahan  Perkada tentang
Pemgabaran APBLE.

(3} Perpeseratt anpgoaran antar obyvek belange dalam jenis
belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obwek
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diretaplian
olch Kepala Daerah.

[#] Perpeseran angparan sehagaimana dimaksud pada ayat (1]
dan ayat (2} diftrmulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

(3] Perubahan . ..
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(5) Perubahan  Perkada  teptang  penjabaran APEBD
sebagaimana dimakisud  pada  ayat  {2]  selanjutnya
dituangkan dalam rancangatt Perda entang perubahan
APBD atan ditampung dalam laporan realisas anggaran.

(&) Perubahan — Perkada  tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat [5} ditampung delam
laporsan reahsasi anggaran apabila;

a. tidalr rmelaloukan perubaban APBD, atau
L. pergeseran dilakukan sctelah  ditetapkannya Perda
tentang perabahan APED.,

[} Kerentuan lebih lanpul mengenal tata cara pergescran
anggaran diatur calam Perkada sesusl dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengeunean Sisa Lebih Perhitungan Angparan
Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran
Fendapatan dan Belatys Daerah

Paszal 165

Penpsunaan SiLPA tahun  zsebelumnya wuntuk  pendanaan
pengeluaran sebapaimana dirmaksud dalam Pasal 161 aval (2)
huraf ¢ diformulasikan terlebib dahualu dalam Perubahan DPA
SKFD donfatau BEEA SKPLD.

Bagian Kesnam
Pendanaan Keadaan Damurat

Pasal 166

{1] Pemenintah Damerah mwengusulkan pengeluaran unmuk
mendansl  keadaan  dararat vang  belum terscdia
atggaratnnya sechagamnana dimaksud dalam Pasal 63 avat
[1] dalar rancangan perdbahan APBD.

(2} Dalam . . .
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[Dalarn hal péneehearan untuk mendana keadaan damrat
sehagaimana dimaksud pada ayat [1] dilalakan setelah
perubaban APED ataa dalam hal Pemerintah Daerah tbdak
melalalcan perubahbhan APED maks pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anpgaran.

Bagian Ketujuh
Fendanaan kKeadaan Luar Biasa

Pazal 167

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) leali
dalam 1 [satu) tahun anggaran, kecuali dalam leadaan
Ipar bigya sebagaimana dimaksud dalam Fasal 161 avat
{2] huraf &,

Keadaan luar biass sebagoimansa dimeksud pada ayat (1)
merupakan lkeadaan yang menyebabkan  estimasi
penerimaan dan/fatay pengelvaran dalam APED
mengalami kenaikan atan penuminan lebih besar dam 50%,
(lima puluh pcrsen).

Katentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
blasa schagaimana dimaksud pada avat [1} diatur dalam
Perkada scsual dengan ketcntuan persturan perundang-
Undangan-

Pasal 168

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan catimasi
pencrimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari
ol {llma puluh persconl acbagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 ayat (2} dapat dilaloukan pcnambahan Kematan
batru dan/fatay penmgkatan copaisn basaran Kinena
Program dan Kegintan dalam tahun anggaran herkenaan.

(2} Dadam . .
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Dalam hal keadaan luar asa vang menyehabkan sstimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penuranan lebih dan
50% [lima pulub persen) zebagaimana Jdimaksod dalam
Pazal 167 ayat (2} dapat dilakukan penjadwalan ulang
dan/atan poopurangan capaian Sasaran Kinerja Prograrm
dan Kegiatan lamnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan

Fenyusunan Perubahan Angparan Pendapatan

(1]

(2}

2]

dan Belanja Dagrah

Fasal 169

Rancangan perubahan KUA den rancangan perubahan
PPAS sebagaimana dimaksad dalam Pasal 162 ayat (2]
disampaikan kepada DIPRED paling lambat mingpu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

REancangan perubahan KUA dan rancangan perubabhan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
bersama dan disepakatn menjadi perubahan KUA dan
perubahan FPAS paling lambat minegu kcdua bulan
Agnstus delam tehun anggaran herkenaan,

Pasal 170

Ferubahan kKUA dan perubahan PPAS  yang telah
disepakati Kepala Daerah berzama DPFED sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 182 ayat (2] menjadi pedoman
prrangkat dasgrah dalam menyusun Eka SKBD

Ferubahan KUA dan perubahan PPAS  sehagaimana
dimaksud pada ayat |1) disampaikan kepada peranglkat
daerah disertai dengan:

#. Program dan Keopiatan bara;

b. knterna DPA SKPD yvang dapat dinbah;

., batas . ..
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c. batas waktu penvampaian RKA SKFD kepada PPKD;
dan,/ataun

d. dokumen sebagal lampiran meliput’ kode mekening
perubahan APBD, format REA SKPID, analisis standar
belanja, standar harga satuan dan  perencataan
ketutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhlan,

|3] Fenyampaian sebapaimana dimaksud pada ayar [2)
dilakulkan paling lambat ringgu kefiga bulan Agustus
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 171

[1] Kepala SKPFD memyusun REA  S5KPDY berdasarican
petubaban KA dan  perabahan PPAS  sehagaimana
dirmalkend dalam Pasal 162 avat [2).

2] REA SKPD sebagaimata dimakend  pada avat (1)
disampaikan kepada PPED sebagai bahan penyusunat:
rancangan Perda tentang perubahan APED.

Pasznl 172

Ketentuan menpenai tata cara penyusunan RKA  BKPD
sebagaimana dimaksud dalam Fazal 93 sampal dengan Pasal
100 kerlaku secars mutatts mutandis terhadap pensusunan
REA SKPD pads perubahan AFPED,

Pazpl |73

{1] DFA 5KPD wyang dapat dinobah sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b berupa peningkatan aran
pengurangan capaian Sasaran Kinerja FProgram  dan
Kematan dan yang telah ditctapkan scmula.

{Z] Peningkatan aran pengurangan cApalan Sasaran Kinera
Frogram dan Kegiaten sebagaimanas dimaksoad pada aval
[1] diforroulasikan dalam perabahan DPA SKPD.

(3} Perubahan . . .
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Perubahan DPA SKPD memuar capaian Sasaran Kinerja,
kelompaok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja,
dan Pembiayaan btk sebelum  dilakukan perubahban
mauvpin setelah perubeahan,

Pasel 174

BEKA SKPD yang memuat Prograrm dan Kegiatan barg Jdan
petubahan DPFA SKPD wvang akan dianggarkan dalam
perubahan APBD yanp telah disusun oleh SEID
dizampaikan kepada TAPD melalui PPED untuk
diverifikasi.

Verifikasi sebapaimana dimaksud pada ayat {1] dilakukan
oleh TAPD untuk menelaah kezesuaian antara RKA SKPD
dan pertibahan DPA SKPD dengan:

perubahan KUA dan perubahan PPAS;

prakiraan maju yvang telah disetujui;

dolumen perencanaan lainnya,

rapalan Kinera;

widikator Kinens;

analisis srandar balana;

standar harga satuan,

Tm ot e oo oo

pcrencanaan kebutuhan BMD:
Stander Pelayvanan Minimal; dan

Prograr dan Kegnatan antar EKA SKPD dan perubahan
DPA EKPD.

— .

[raiam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud
peada ayal (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKFD
melakukarn peayemparnasn.

Pasal 175

FPED menyusun rancangan FPerda teoteng perubahan
APBD dan dokumen pendukung berdasarkan BEK4 SKEPD
dan perubahan DPA SKPD vang telah disempurnakan oleh

kepala SKPD.

(2) Rancangsn ...
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{2] Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana
dirnaksud pada ayat {l] memuat l[ampiran paling sedikit
terdin atas:

13

.

=

1.

ringkazan APBED yang diklasifikasi menurut kelompols
dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

ringkazan AFBD menurgt  Lirksan Pemenntahan
daerah dan organizasi;

rincicn APBD menuorat Urusan Pemerintahan dacrah,
organisasi, Program, Kegiatan, kKelompok, Jjenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

reltapitulas) Belama Daerah dan kesesuaian menunit
Utisan Pemenntahan dacrah, organisasi. Program,
dan Kegiatan,

rekapitulasi Belanja Drerah unluk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan Keyangan negars;

daftar jumlal pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar Piutang Daersh:

daftar penyertaan modal daerah dan investasi daccah
lainnya;

daftar perkiraan penambalian dan pengurangan aset
retap daerah;

dafltar perldraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

daftar Kegiatan tahun angparan sebelumoys  Yang

belum diselesaikan dan diangparkan kembali datam
tahun anggaran berkenaar,

daltar Dana Cedangan dacrah; dan

m. daltar Pinjarman Daeral,

Balumen penduliung sebapaimana dimaksud pada ayat
{l] terdiri atas nofa keuanpst dan rancangan Perkada
tentang penjebaran perubshan APED.

(3] Eancangan . . .
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(4] Rancangsn Perkada tentang penjabaran perubahan AFBD
sebagaimana dimaksud pada ayat |3 merovat lamopiran
paling sedilkit lerdin atas;

&, Tinghkasan pcnjabaran perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut jenis. obyek, dan rncian obyek
pendapatan, belamna, dan Pembiayaan;

b. penjabaran perubshan  AFBD  menarut  Crnazan
Pemenntahan daerah, organizasi, Program, Kegiatan,
jenis, obyelr, rncian obyel pendapatan, belanja, dan
Perminayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibbah; dan

d. daltar nama penenma, alamat penenma, dan bezaran
bantuan zosial.

Pasal 176

Rancangan Perda tentang perubabhan APBD yang relah
dizusun aleh FPKD disampaikan kepada Kepala Dacrale

Bagian Kezembilan

FPenetapan Perubahan Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pazal 177

Kepale Daerah wapb menyvampaikan rancangan Perde tentang
pcrubehan APBDY kcpade DPRD discrtal penjelasan den
dokumen  pendukung untuk dibahas  dalam  rangka
mempercleh  perseriyjuan bersame  paling lambat  minggo
kedua bulan September tahun anggaran berkenaan,

Pasal 178 . ..



[1]

i2)

PRESIDE
REFUBLIK INOQMER]A

-116 -

Pagal 175

Pembahazan rancangan Perda tentang petubahan AFBD
dilaksanakan oleh Kepals Daerah dan DPRD setelah
Kepala Daerah menyampalkan rancangan Perda tentang
perubahan  APED  beserta  penjelasan  den  dokumen
penduekung  sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tenlang perubahan APED
berpedoman pada perubehan RKFD, perubahan KUa, dan
pembatian PPAS.

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Perubahan Anggaran Péendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1709

(1} Fengarobilarn  Keputusan menpgenal  rancangan  Perda

[2]

13

lzniang pecrubshan APBD dilakukan oleh DPRT hersama
Kepala Daerah paling lamhat 3 {tiga} bulan sehelum tahun
angpgaran berkenaan berakhir,

Dalam hal DPRED sampai batas wakin sebagaimana
dimaksued pada ayat (1) tidak mengambil keputusan
bersama dengan Kepala Daeral terhadap rancangan Perda
tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan
pengeluaran yesng telah diangparkan dalam APBD rahun
anggaran berkenaan,

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APED
dilaloyliarn setelah drtctapkannya Perda  tentang
pertangpungiawaban pelaktzanaan APBD tahun
schelumnya.

Bagian Kesebelas . . .
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Eagian Kezebelas

Evaluasi Rancangan Peraturan Daepah tentang
FPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
dan Rapcangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaperan dan

[1]

)

(-2}

i4)

Belanja Daerah

Fasal 150

Fancangan Ferda provinsi tentang perubahan APBDY vang
telabh disetujui bersama antara Kepalsa Dacrah dan DPFRD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
AFED disampaikan kepada Menten paling lambat 3 (tiga)
ham terhitung s=jak tanggal persetujuan rancangen Perda
provingt  tentang perubahan APBD  untubk  dhievaluasi
gebelum thtetapkan oleh gubermnur.

Rancangan Perda previnsi tentang perubahan APEBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
gebagaimana dirmaksud pada ayat (1} disertai denpgan
perubahan RKPD, perubphan KUA, dan perubahan PRAS
yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD

Dalam melalukan evaluasi sebapaimana ditnaksud pada
ayat (1), Mecnteri berkoordinasi dengesn menter  yang
rmenyelenggarakan  wrisan  pemerintahan di bidang
kcuangan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayar [1) dilakukan

untuk menguji kescsuwaian rancangan Perda provinei

tentang perubahlan APBD dan rancangan Perkada provinesi

tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

8, ke&tentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
ringgt,

- HERENTIngEat WmuTm;

c. perubahan REKPI}, perybahan KUA, dan perubahan
FFPAS: dan

d. RIMMD.

{5] Hasil . . .
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Hazil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4
thtetapkan dengan keputusan Menten.

Eeputusan Mentenn sebagaimana dimekzud pada ayat (5)
disampaikan kepade pgubernur paling lambat 13 jlima
belas) han terhitung sejak rancangen Pecda  provinst
ientang perubahan AFBED dan rancangan Perkada tentang
renjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} ditenma.

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintaban di bidang
kevangan, menyatakan haszil evaluasi rancangan Perda
prowvins tentang perubahan APBD den rencangan Perkada
tentang penjabaran  perubaban  APBD  sebagaimana
dimaksud  pada ayat [5) =esuai dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang lcbih  tingg,
kepentingan umnim, pergbabuan RKPLDY, perebahan KUA
dan perubahan PPAS, dan RPJIMD, pubermur menetapkan
rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam hal Menteri, gerelah berkoordinasi denpan menterd
vang menyelenggarsakan urusan pemerintahan di bidang
kcuangan, menyvatakan hasil evaluasi rancangan Ferda
provinsi tentang perubaban APED dan rancangan Perkada
tentang  penjabaran perubahan APBD sebapaimana
dimaksud pada ayat (3] tidak sesual dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang  Iehih  tingge,
kepentingan uroum, perubaban RKPD, perubkshan KUA
dan perubahan PPAS, dan RPJIMD, pubernur bersama
[IPED melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
han termtung sejak hasil evaluasi diterima,

2] Dalam . . .
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Dzalarm Ral hasil evaluasi sebagaimansa dimaksud pada avat
(8} tidak ditindaklanjud eleh guberonur dan DPED dan
gubcrnur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APED menjadi Perda dan rancanpgan Petkada
tentang penjabaran perubaban APBDY menjadi Perkada,
hMenten mengusulkan kepada meTtern YAng
menyelehggarakan  urusan  pemerintahan di hidang
kevnangan  untuk  melakukan pepundaan dan/atan
pemnotongan Dana  Transfer Umum  sesual denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Fancangan Perda kabupaten/kots tentang perubahan
APBDY vang telah disetgjui bersama dan FHOCHNEAT
Perkada tentang — penjabaran perubahan APBD
thsampakan kepada gubernur sebagal wakil Pemerintah
Pusat paling lambat 2 {tiga] hari sejak tanggal persetujuan
Eancangan Perda kabupaten/kota tcntang perubahan
APED  untuk dicvaluasi  sebelum  ditetapkan  clch
bupati fwali kata.

Eancangan [Perda kabupatenfkota téntang perubahan
APBD dan rancangan DPerkada tentong penjabaran
perubahan APBD sebapaimana dimaksud pada ayat (I}
dizerta; dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan FPAS yang disepakatl antara Kepala Daerah
dan DFEED.

Dalatm melakukan evaluasi Rancanpgan Perda
kabupaten/kota., tentang perubahan APBD schagaimana
dirnaltsud  pada  ayat (1), gubernur sebagai wakil
Pemenmtah Puzat berkonsultasi denpgan Menten dan
selanjurnye Menten berkoordinasi dengan menteri yang
menvelenggaralkan urusan  perneérintahan di bidang
keyangsn,

(4] Evaluasi . . .
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
untuk e nguji kesesuvaian FANCATIEAT Perda
kabupaten/kota tentang perubahan AFBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD denpan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lekih
tingg;
b, kecpentmgan uman;

perubahan REKFD, perubahan ELUI4, dan perubahan
PFPAE; dan

d. RPJMI.

Hasil evmluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
diterapltan detygan kepulusan gubernuar,

Keputlisan pubernur sehagmamana dimakszud pada avat |3]
disampaikan oleh gubemur szebagai wakil Pemerintah
Fusat kepads bupatifwali kota paling lammbat 13 (lima
balag) har terhitung gejak TANCENEAT Ferda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran Perubmahan APBL
sebagaimana dimaksuad pada ayat (1) ditenima.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hiasil evaluasi rarwcangan Ferda
kabupaten fkota 1entang perubahan APRD dan rancangan
Perkada tentang  pomyabaran perubahan  APBD
sebagaimana dimaksod pada avat (5] sesual dengan
ketentuan  peraturan perundang-undatngan yang  lebih
hngel, kepentingan uamum, perubahan RKPD, perubahan
Klla, perubahan FPAS, dan EPJMD, bupari/wali kota
menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan
Perkada sesual dengan ketentuan peratiran perandang-
undangan,

(8] Dalatm . . .
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Dalam hel pubernur sebapai wakil Pemerimtah  Pusat
menyatakan hasil evalirasi rancangan Ferda
kabpaten/kata tentang perubahan APED dan rancangan
Perkada  tentang  peénjabaran perubahan APBD
sebagaimanea dimaksyd pada ayat (3] tdak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi, kepentingan uwmum, perubaban RKPD, perubahan
KLlA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupatifwali kota
berzama OPED melalukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) han sejak hazil evaluaszi diterima.

Dalam hal hasil ¢valuasi sebagaimana dimaksnud pada avat
(B tidak dhtindaldanjut oleh bupatifwali kota dan DPRD
dan bupati/wali ketda menetapkan rancangan  Perda
kabupaten/kota tentang Perubahan APBD menjadi Perda
dan rancangan Perkadae tentang penjabaran Perubohan
APBD menjadt Perkada, pubtérmur mengasulkan kepada
Menteni, selanjutnya Menter mengusulkan kepads menton
yang menyelenggaraltan urisan pemérintahan i bidang
kenangan  untuk  melakuokan  perundaan danfatau
pemotongan  Dana  Transfer Umum  sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 182

Dalam hal gubernur zebagal wakil Pemerintah Pusat tidak
melaksanakan evaluasi sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 112 awat (1] dan Pesal 18] ayat (1), Mented
mengambil alih  pelaksanaan evaluasi sesual dengan
ketcntuan peraturan perundang-undangan.

Dalam  rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana
dimalznd peada avat (1), Mentern beckeoordinasy dengan
mentari yang menyelenggarakan ursan pemerintahan i
bidang keuangan.

Pazal 183 .. .
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Pasal 183

Gubernur =ebapgai weltil Pemenntah Pusat menvampaikarn
hazl evaluasi rancangan Perda kabupalen/kota  tentang
perubahan APRI dan rancangan Perkada tentang penjabaran
perubahan AFBD sebagaimana dimeksud dalam Paszal 1BL
ayat ) kepada Menteri paling [ambael 3 itiga] han sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perds Rabupaten/kota tentang perubshan APBDR
dan rancengan Perkada tentang penjalsaran perubshan APBD.

Pasal 1584

[1} Peoyecmpurnaan hasil evalues] scbagaimana dimaksud
dulam Fasal 180 ayat {8) dan Pasal 151 ayat (3] dilaloukan
Kepala Daerah melalm TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran.

(2] Hasil penyempurnaan zebapuimana dimaksud pada ayat
[1] diterapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

{3] Kepurusan pimpinan DPRD sebapairmana dimaksud pada
ayat (2] dijadikan dager penectapan  Perda  tentang
perubahan AFED,

4] Keputusan pimpiman DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilaporkan pada sidang patpurna berikutnya.

(3} Keputusan pimpinan DPED sebagsimana dimaksud pada
ayat [J} dizampaikan kepada Menteri untulr perubahban
APBD provinzi dan kepada gubernur untuk perubahan
APBL kabupaten/kota paling lambat 3 [tigz) had setelah
keputusan tersebir ditetapkan.

BAB VIII ...
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BAD VI

ABUNTANS] DAN PELAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAEREAH

Bapian Kesatu

Akuntanst Permmerintah Daerah

Pagal 185

[1} Akuntanzi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

[2]

(1]

[2]

(3]

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b, BAPD; dan
. BAS untuli Daerah,

sesual dengan ketentuan peraturan perancdang-undangan.

Alkuntans: Pemerintah Daerah zebagaimana dimaksud
pada ayat [1] dilak=anakan oleh enttaz alnntansi dan
cotitas pelaporan.

Pazal 156

Kebijakan Akuntansi Pemenntah Dacrah schagaimana
ditmaksud dalam Pazal 1285 ayat (1) hural a, melipun
kebijakan aluntansi pelaporan Keuangan den kebijakan
akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan kevangen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan vang berfunpgsi sebagai panduan
dalam penyvajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntatsi akun sehapmmang dimaksud pacds
ayar (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian, dan/atau  pengungkapan  transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 187, ..
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Pasal 187

(1) SAFD sebagaimana dimalsud dalam Pasal 185 ayar |1}

buat b, memuat pilihan prosedur dan teknik alantanai
dalarn tetlalukan dentifikasi transaksi, pencatatan pade

Jumnal, posting kedalam buku besgar, penyusunan neraca

saldo, dan penyajian laporan kevangan,

{2] Penyanan laporan kewangan sebapaimana dimaksud pada

[3]

[1]

i2]

ayat (1) paling scdikit melipati:

laporan realisasi anggaran;

laporan petubahan salde anggaran lebih;
METHCH]

laporan operasional;

laporan arus kas;

= % A oZo@

laporan perubahan ekuitas; dan

g catatan atas laporan keuangan.

SAFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sigtern akuntansi SKPKD dan zistern akuntans SKPD.

Pasal |85

BAS untuk Dacrah sebapaimana dimaksud dalarm Pasal
185 ayat (1] huruf ¢ meupakan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melabukan kodefikasi akun  vang
menggambiarkan struktur APED dan laporan keuangan
zecars lengkap.

BAS untuk Daerah sebagaimanz dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan statistic keuangan dan
laporan  kevangan scecara nasional yang selaras dan
terkonisahidast antara Pemerintah Pusat dengan
Pemenntah Daerah, yang melipun  penganggaran,
peloksanaan angparan dan laporan Keuangan-

[3) BAS . ..
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BAS untuk Daerabh sebagaimans dimasksud pada ayat (2]
disclaraskan dengan bagan akun standar Pemenintah
Pusar, yvang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaporen Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal L5

Petaporan  keuanpan  DPemerintah Daersh merupakan
proses  penyusunan dan  penyajian laporan  keuangan
Pemerimtah Daerah oleh entitas pelapeoran sebagai hasil
konsolidasi atas laporan keuvangan SKPD selaku entitas
skuntansi.

Laporan keuangan SKPD sebagainnana dimaksud pada
ayat (1] disusun dan disajikan oleh kepala SKPD zelab PA
sebagal entitas akuntansi paling sedikat meliputt;

8. laporan réealisasi anggaran:

b. neracs;

¢, Japoran opcrasional:

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan,

Laparan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat {1] disampaikan keparle Kepala Dacrah melalui FPELD
pahng lambat 2 (duz] bulan sewelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan kelentuen peraturan perundang-

undangarn.

Paszal 190 ., .
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Pazal 19{)

Laporatn  kevangan  Permnerintah  Dacrah  schapgaimana
dimjakzud pada Pasal 189 ayat (1} disusun dan dizajikan
oleh kepala SKPED =elaln PPKD sebagai entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Kepaly Dacrah dalam rangka
memenubn pértangrungawaban pelaksanaan APED.

Laporan  kcuangan DPemerinotah Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat |1) paling sedilit meliputi;

a. laporan reallsasl Anggeran;

b. laporan perubahan saldo anpggaran lebib;
C. NEeraca;

d. laporan operasional;

e, laporan aras kas:

f. laporan perubahan ekuites; dan
2. catalan alas laporan keuangan.

Lapuran  keuwangan Pemerintali Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} disampaikan kepada Kepals
Daerah melalul sekretaris dacrah paling lambat 3 {tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangat.

Fasal 191

Laporan keuangan Pemerintabi  Daerah  sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 18% ayat {1] dilakukan revin oleh
aparal  pengawas  intermal pemerntah sesual dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan  sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

2] Laporan .
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i2] Laporan keuangan Pemernntah Daerah  sebagaimana
dimaksiud pada ayat (1} disampaikan kepada Badan
Pemenksa Keuangan paling lambat 2 [tige) bulan setetah
tahun angegaran berakhir.

(3] Pemeriksaan laporan kevangan olch Badan Pemerksa
Keuangan  sebagaimana dimoeksad  pada ayat (2]
dizelesaikan selambar-lambatnya 2 |dua) bulan =setelah
mensnmea laporan keuangan dari Pemerintabh Daerah.

(4} Dalam  hzal Badan  Pemerkss Kewangan  belum
menyampadikan laporan hasil pemernksaan paling lambat 2
(dual bulan setelah menermu laporan keuwangan dari
Pemerititah Dactah, TATLCATIZAN Ferda tentang
pertangeungiawaban pelakzanaan APBD disjukan kepada
DPEL.

Pasal 192

Kepala Daerah memberikan  tanggepan  dan  melalukan
penyesuaian terhadep laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah
Daeral sebagaimana dimeksud dalam Pasal 191 ayat (3).

Fazal 193

(1) Dalam  rangka meménghl  kewajiban  penyampaian
informasi keuangsn daerah, FA menyvusun dan menvajikan
laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran uniuk
disampaikan kepada Kepala Daerah melalul PPED sesuad
dengan ketentvan peraturan perundang-undangan.

(2} Dalam rangka memenohi kewajiban  penyampaian
informasi  kevangan dacrah, PPKD menvusun  dan
nmenyajikan laporan keusngan bulanan dan zemesteran
untulk disatmpaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggaralian  urusan pemenntahan  di bidang
kenangan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABIX . ..
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BAE IX

FENYLBUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN FEWDAPATAN DAN

(1)

(2}

[3]

{4]

i

BELANJA DAERARH

Pasal 194

Repala Daetrah menyvampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kcpada DFRD
dengan dilampiti laporan kéuangan yang telah diperiksa
ulehh Badan Pemenksa Keuanpgan serta ikhtisar laporan
kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat &
(enam} bulan setelab tahun anggaran berakhar.

Eancangan Perda tentang pertanggungjawabarn
pelaksanaan APBD sebagoimana dimakind pada avat (1)
dibahaz Kepala Dagrah bersama DFRD untuk mendapat
persetujuan bersama,

Persetujuan  bersama rancanpan  Perda  sehagaimana
dimakzud pada ayat (2) dhlaskukan paling lambat 7 {tujuh)
bulan setelah tahun anggaran berakchir.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat |3), Kepala Daeralh menylapkan rancangan
Perliada tetitang penjabaran pertanggungjawabarn
pelaksanaan APBD,

Pasual 195

Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungawaban
polaksanaan APBD yanpg telah disetujul Bersama DPRD
dan rancangan Perkads poovins tentang  penjabaran
pertangeungaweaban  pelaksanaan  AMBE disampaikan
kepada Menten pahing lambat 3 jtiga) har terhitung a=jak
tangeal persehyuan rancangan Perda Provinsi entanpg
pertangpungiawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh gubermuar.

(Z) Menteri . . .
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Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
provinal rentang pertangrungjawaban pelaksanaan APBD
dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
pertangpungjawaban  pelaksanaan APED  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menguyji kesesuaian denpan
Perda provins tentang APBDY, Perda provinel tentang
perubahan AFBL, Ferlada provinsi tentang penjabaran
APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau rermuan laporan hasi] psmeriksaan Badan
Femeriksa Keuangarn.

Hasil evalvasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Menler kepada gubernur paling lambat
15 [hma belas] hari techitung sefak rancangan Perda
provinsi dan rancangan Perkade provinsi ditenma.

Dalam hal Mentenn menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda provingi mentang pertangpungiswaban pelaksanaan
APBL dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban  pelaksanasan AFBD sudah scsuad
dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi
tentang peérubahan APBD, Perkada provinsi teotang
penjabaran APBD, Perkada provins tentang penjabaran
pcrubahan AFBD, dan felah megindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pernenbksa Keuwangan,
guberntr rmenetapkan rancangan Perda provinsi menjadi
Perda provingi dan rancangan Perkada provinsl menjadi
Perkada provinsi.

Drialam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda provinsi tentang pertangsungjewsban pelalcsanaan
APELY dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
pertanggungiaweban  pelaksanasn APBD  bertentangan
denpan Perda provinsi tentang APPD, Perda provinsi
lenlung perubahan AFBD, Perkada provinsi  tentang
penjabaran APBD, Perkade provinsi tentang penjabaran
perubahan APBLD, dan/atau tidak menindaklaruti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
gubernur bersama DPRD melalukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuhj hari terhitung scjak hasil evaluasi
diterima.

|6) Dalam . . .
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Dalam hal hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada apat
3] tidak cditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRT, dan
gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tenlang
pertangpunggawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda
provinsi dan  rancangan  Perkada provinsl  tentang
penjabaran  pertanggungiawaban pelaksanaan  APRD
menjadi Perkada provinsi, Menteri mengusulkan kepada
menteri yang menyelengeparakan urusan pemerintahan di
bidang kewangan untuk melakukan penundsan dan/ wtau
petotangan Dana  Transfer Umum sesual dengan
kEetentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 196

Rancangan Perda kabupaten/kota lentang
pertangsungiawaban  pelaksanaan APBD  vang  telah
disetujui bersama dan rancangsn Perkada kabupaten/ kota
tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanasn
APED disampaikan kepada pgubernur sehagal  wakil
Pemenntah Pusat paling lambat 3 jriga) har terhilung
sejak tangpal persctujuan TENCRANEAT Perda
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBRI}  untuk  dievaluazi sebelum  ditetapkan oleh
bupan fwali kota,

Gubernur aebapa; wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluazi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD dan
rancangan Perlada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertangrungjawaban pelaksanaan  AFBDY  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) unituk menguji kesesuaian dengan
Perda kabupaten /kota tentang APBD, Perda
kabupaten/kata  tentang  perubahan  APEDY  Perkada
kabupaten/kota tentang perjabaran  APBD, Forkada
kabupaten/kota tentang penjabaran pervbaban AFBD,
danfatau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Femenksa KEeuangan.

13) Hasil . ..



13

(4]

)

*
ey, 2

MRESIOER
REPLIELIK I-DOORES]A

- 131 -

Hazil evaluasi disampaikan oieh gubernur sebagai wakil
Femerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat
15 (litna belas) har terhitung sejak diterimenya rancanegan
Perda kabuparen/kota  tentang  pertanggungjawabart
prelaksanaan APBI dan rancangan Perkada
kabupaten/lota tentang pénjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan AFBD sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

Dalam hal wubernur secbapai wakil Pemerintah Posat
menyatakan hasil cvaluasl rAncangan Perda
kabupaten/kota tentanpg pertanggpungiawaban pelakzanaan
APBD dan rancangan Perkada kabupaten/keota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBL}
sudab. sesual dengan Perda kabupaten/kola  lentang
APBD, Perda Kabupaten/kota tocotang perubaban APBD,
Ferkada kabupaten/kota renteng penjabaran  APBLL,
Perleada kKabupaten/kota tentang penjabaran perbahbarn
APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksasan Badan Pemeriksa Keoangan, bupsalifwali
kota menctaplen rancangan Perda kabupaten/kota
menyads Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada
kabupaten /kota menjadl Perkada kabupaten fkota.

Dralam hal pgobernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat
menyalakan hasil evaluasi Fancangan Perida
kabupaten/kota tentang pertangsungjawaban pelaksanaan
AFED dan rancangan Perkada kabupaten/keota tentang
perjalbraran pertanggungiawaban  pelaksanaan APED
bertentangan dengan Perda  kabupaten/keota tentang
APELr, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APRDD,
Perkade Kkabupaten/kota tentang pemabaran  APED,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan
APBD, danjatan tidak menindaklanjuti temuan laporan
hasl pemeriksaan Badan Pemeriksa Kewangan, bupatif
wali kota bersamns DPRED melakukan penyempumaan
peling lama 7 {tujub) hard terhitung sejak haszil evalypasi
diterima.

(5] Dalam . .
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[ralam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
[3] tidalk ditindaklanuri olah bupati/wali kota dan DFRD
dan  bupatifwalt kota menetapkan rancangan Perda
katmupaten/kota tentang pertanggungjawahan pelaksanaan
APBD menjadi Perda kabuparten/kiia dan rancangan
Perkada kalpaten/kola tentang penjabarar
pertanggungiavwaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada
kabupaten fkota, gpubernur mengusulkan kepada Menten,
selanjutnya Menter mengusulkan kepada menteri yang
menvelenggarakan  urusan  pemerintahan i bidang
keuangan uantuk melabukan  pepundaan dan/ataa
pemwicongan  Dana  Transler Umum  sesual dengan
ketetituan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Bralam hal dalam waktu 1 (satu] bulan sejak ditedmanya
TATICATIEAR Perda tentang pPerEangIngawaban
pelaksanaan APBD dari Kepala Datrah, DPRED tidak
mengamin]l keputusan berzams dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Perda tentang pertangoingawaban
pelaksanaan AFBD, Hepala Daerah menyusun dan
menelapkan Perkada  tentang pertanggungjewabat
pelaksanaan APED.

Fancangan Perkada sebegaimans dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setglah memperoleh pengesahan dari Menteri
hagi  [Daerah  provinsi dan  pubernur  sebapai  walkil
Pemerintah Puszat bagi Dasrah katnipaten kota,

Untuk mempercleh pengesahan sebagaimana dimabksad
pada ayat {2, TATLCATIZAN Perkada tentang
pertangmingpawalsan pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 [rajuh) har
terhitung sejak DPED tidak mengamiil Keputuszan
bersama dengan Kepals Dacrah terhadep rancangan Perda
tetilang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

i Dalam .. .
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(41 Dalam hal dalam batas waktu 13 jlima belas) hari Mentari

atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusar  tidak

rmengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimalesyd
pada ayat (3], Kepala Daerah menetapkan rancangan
Perkada terscbut menjadi Perkada.

EBAB X

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

(1]

{2]

(3}

(4

Bagian Kesatu

Pengelolaan Fiutang Daerah

Pasal 198

Setiap  pejabat  yang  diberi kuasza untuk  mengelola
pendapatan,  belanja, dan  kekaysan dacrab wagih
rmengusahakan agar setiap Piutang Daerah dizselesailkan

seluruhnys dengan tepat wakia.

Fermmenntah Daerah mempunyai hak mendabhului atag
plutang jenis tertentu sesuai dengan ketepiuan peraturan

perundang-undangan.

Piutang Daerah vang tidak dapat diselesailan seturuhnya
dan tepat waktue, dizelezaikan sesnai dengan kKerentuan

peraturan perandang-undangan.

Peniyelesalan  Puatang  Laerah  yang  mengakibatkan
tasalah perdata depat dilabuksn melatui perdarnaian,
kecoali  mengensi  Plutang  Daerah wvang  cara
penyelesalannya  sesua denegsn ketentuan  peraturan

perundang-undangan,

Pasal 199 . .
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Pagal 114

Pintapg Dmerah dapat dihapuskan secara mutlak  atau
bersyarat  dari pembuluen  sesuml dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur menpensl
penghapusan mulang negara dan Daerah, kecuali mengenal
Pivtang Dacrab vang cara penyelesaiannya dilskukan sesuaj
dengan ketenruan peraluran perundanp-undangan.

Fasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenaa penyelezaian Piutang Daerab
yvang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 ayat [4) dan penghapusan Fiutang Daerah
sebagaimana dimakzud dalam Pasal 199, diatur dalam Perda
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedus

Penpelolaan Investasi Daerah

Fazal 201

Femerintah Daerah dapat melakokan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danfalsuy manfaat

lainnva.

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenad investasi Pemerinitah Dacrah
schagammens dimaksod dalam Pasal 201 diatur dalam
Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kebiga . -,
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Bagian Ketiga
Fengelolaan Barang Milik Dasrah

Pazal 203

Fengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan
CGMD sesaal dengan  ketentuan  peraturan perandang-
andangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dam Pinjaman Daerah

Fasal 204
(1} Kepala Daerah dapat melalukan pengelolaan Utang sesuad
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Kepala Daerah dapaf melakukan pinjemen scsusd dengan
ketentusn peraturan perundang undangan.

(3] Biaya vang linbul slabat pengelolaan Utang dan Pinjaman
Daerah dibebankan pada anpggaran Belanja Daerah,

BARBE Xl
BADAN LAVANAN UMUM DAERAH

Pasal 203

(1] Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam ranplka
meningkatken polavanan kepada masyarakat zesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Dalatn  rangks  meningkatkan  pelayanan kepada
masyarakat zsebagaimana dimaksud pada eyat [1), Kepala
Dacrah menctapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam
Ferkada vang dilaksanakan oleh pejahat penwelola BLUD.

(31 Pejabat . . .
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(3] Pejabat penpelola ELUTY sebagaimana dimaksud pade ayat
(2} hertengpung  jawab atas  pelskzanman  kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan
urtum terutams pada szpek mantaat dan pelayanan vang
dihasilkan.

Pasal 206
Pelayanan kepada maszyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 205 ayat {1) meliputi:
a. penyedisan barang dan/atau jasa layvanen umurmg

b, pengelolaan dana kbusus untuk meningkatkan ekonoemi
dan/atan layanan kepada masyaralkat: dan/atay

¢ pengelolaan  wilayah/kawazan tertentu untuk tujuan
meningkarkan perckonomisn masyarakat aran lavanan
LLINLLL.

Fasal 207

(1} BLUD merupakan bagian dari Pengeldlazn Keuangan
Dacrah.

(2] BLUD mecrupakan kekayaan daerah yvang tidak cipisahka
vang dikclela untuk menyelenggarakan Kegiaten BLUD
vang bersanghutan scsuai denpan ketentoan peraturan
perundang-undangan,

{3] BLUD menyusun rencans bisnis dan anggaran,

(4] Laporan keuangan BLUD dieusuin berdasarkan SAF,

Pasal 208

Pembinaen  Keasngan BLUD dilakukan oleh FPEKD dan
pembinean teknis BLUD chlakuksn oleh kepala SKPD yang
bertanggunglawab  atas  WUrusan Pemerintahan  yang
bersangkutan.

Fazal 209 _ .
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Pasal )2

[1] Selurubh pendapatan BLUD dapat digunakan langsang
untuk membiayai belanja BLUD yang bersanghualan,

(2] Pendapatan BLUD zebagaimana dimaksed pads ayat (1)
meliputi  pendapatan yang diperoleh  dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD secuai kebutuhan.

Pazal 210

Ecncana bisnis dan anggaran serte laporan keuangan dan
Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagal bagian vang
tidak terpizalikan dari rencana kerja dan angparan, APED
serta laporan kenangan dan Kinerja Pemenntah Dacrah.

Pagal 211

Ketentuan letwh Japut mengenan BLUD  diatar  dalam
Peraturan Menteri zeteleh memperoleh pertimbangan menterd
vang menyelenggarakan urusan pemerntahan di bidanp

kevangan.

BAR XII
CENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 212

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disehabkan oleh
tindakan melanggar hulkum atau kelalman =seseorang wajib
zegera  dizelesaikan  segus dengan  ketentuan  peraturan
perundang-urndangan,

Pasal 213 . _ .
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Pasal 213

setiap bendahara, Pegawal ASN bukan bendahara, ataun
pejabat lain yang lrarena perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak
langsung merugikan Dasrah wujlb mengeanti kerugian
dimalksud,

Ketentuan  mengenal penyelesaian kerugian daerah
sehagaimans dimeaksud dalam Fasal 2?12 berlaluo secara
rafalis mwalandis terthadap penggantian kerugian.

Tata cera penggantian keruglan daerah sebapaimana
dimmalkeand  pada  ayat (1) scsusi dengan  ketentuan
peraturan pertndang-undangan.

BAB XIII
[(MFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 214

Pemerintah  Daeralh  wapb  megyediakan wnlormasi
kenangan daerah dan diumumban kepada masyarakat,

Intermasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} paling sedikit memuat infocmas pengangEaran,

pelaksanaan anggaran, dan laporan kKeuangan.

Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat |1) digunakan untuk:

a. membantu Kepala Dracrah dalam menyusun anggaran
datrah dan laporan Pengelolaan Kevangan Daerah:

b, membanty  Kepala Dacereh dalam mcrumuaskan
kebijakan Keuanpan Daersh,

c. membanm Kepala Daerah dalam melakukan evahuasi
Kinerja Keuangan Daerah;
menyvedialan statistik keuwangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterhakaan mformasi kepada
masyarakar,

[ mendukung . ..
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. mendukung penvelengearaan sistem informasi
keuangat dasrah; dan

g. melakukan evaluas: Penpelolaan Keuangan Daerah.

(4} Informas] keuangan daerah sebagaimana dimaksnd pada
avat |2) harms mudah diakses oleh masyarakat dan wajib
disampatkan kepada Menteri dan  mented yvang
nitnyelenggaralian uwrusan  pemerintaban di badang
keuangan,

Basal 215

[1] Kepala Damcrah vang tidak mengumumkan  inforoas
keuangan dasrah sebapamana dimaksud dalam Pazal 214
dikkenal sanks administratif sesual dengan ketentuan
peraluran penandang-undangan.

{2] Dalam  rangka  menyediaken  statistik  keuangan
Femerintah Daeragh sébagaimana dimaksud dalam Pasal
214 ayat {3) hurul 4, Pemeénntah Daerah  provinsi
melakukan konsolidasi Japoran keuangan  Pemerintah
Dracrah kabupaten/kota di lingkup Daerah previngi.

{3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimeaksud pada ayat (2)
diusyn dan disapkan sesuai dengan Peraturan Menteri
yvang diretapkzan seielah berkoordinas) dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang
Kevangarn,

EAB XTIV
FEMEBINAAN DAN PENOGAWASAN

Bagian EKesatu

Umum

Fasal 216

(1} Pembinaan dan pengawasan Pengelolasn  Keusngan
Daesrah serara nasional dikoordinazikan olel Menber.

(2} Pecmbinaan . . .
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Fembinaan dan  pengawasan Pengelolman  Keuangan

Daerah diluksanakan oleh:

a. Mcenteri bagi Pemerintah Dagrah provinst,

b. pubernur sebagai wakil Pemerniah  Pusat  bagm
Femerintah Daerah kabupaten/kota; dan

c. Kepala Daerah bapi perangkat dacrah,

Fa=zal 217

Pembinaan schegamana dimaksud dalam Pasal 216
dilakulkan dalam bentuk fasilitasi, konsuleansi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Fenpgawasan sebapanana dimaksud dalam Pasal 216
tdilakukan dalam bentuk audit. revin,  evaluasi,
pocmantanan, bimbingan tekois, dan bentuk penpawasan
lainnya sesuai dengan keteptuan peraturan perundang-
undanga.

Perxsal 218

Fembinaan dan pengawasan gebapaimana dimaksud dalam
Fasal 216 dan Pasal 217 dilaksanakan sezuai dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

Pasal 210G

(1} Untuk mencapal Pengelolaan Kewvangan Daerzh yang

{2]

(1]

ckonomis, clektif, cfisien, transparan, dan aloontabel,
Kepala  Daerah  wayib  menvelenpgarakan  sigtem
pengendalian  internal atas  pelaksanaan Kepiatan
Pernerintahan Da¢rah.

Fenyelengparaan siatem pengendalian internal
sebagmimana dimaksud pada ayat [1] sesuai dengan
ketentusn peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

Pembinaan dan pengawsasan terhadap pengsunasn DBH,
DAl dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara
supervisi, petmantauan, dan pengevaluasian.

[Z] Supecrvisl . ..
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Supervisl, pemantauan dan pengevaluasian pengpunann
DRH, DALl dan [AK sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan umuk;

a. memastiken bakwzs DBH sudah dimaofaatkan secars
eptimal untuk membiayal Urusan Pemerintazhan yang
menjadi  kewenangan dasrah dan sesvual dengan
pricritas  daerah termasul  Urnsan  Pemerinfahan
tertentu  vang diatoce dalam peraturan perundang-
nndangan;

b memashkan bahwa DAL sudah dimanfaatkan secara
optimal untulk membisyal Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan  daerah terutama uniuk
penyediaan pelayanan publik sesval dengan ketentuan
peraturan petrundang-undangan; dan

. memastikan babwa DAK sudah dimanfaatkan secara
optimmal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada
Kegiatan khusus vang menjadi kewenangan daerah
dan sesnai denpgan prioritas pasional pada tahun
anggaran herkengan.

Eetentuan mengenai tata cara pelaksanaan supernvisi,
pomantauan, duen pengevaluasian sebagaimana dimaksud
pada svat (1] diatur dengan Peraturan Monter sctclah
imemperoleh pertimbangan mentern YANE
menyelenggaralzan  urgzan pemenntahan di o bidang
kenangan.

Pasal 221

Dalam tangks pelaksanan pembinaan dan pengawasar
terhadap pelaksanaan Pengelolaan  Keuanpan Daerah,
Menteri  menetapkan pedoman  tekniz Pengelolaan
Keuaangan Daerah.

Fedoman  tckniz  Penpelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1] ditctapkan sctclah
berhkoordinasi dengan menteri yang menyelenggaraloan
urgsan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 222 .
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Pasal 222

Pemerintah Daerah menerapkan sistermn pemerntahan
berbasis elekironik delam Pengelolazn Kenangan Gaerah.

Penerapan  sistem pemerintahan  berbasis  elekfronik
sebagaimana cdimaksud pads avat (1) dapat dilakukan
tecara bertahap disesuaikan denpan kondisi dan fatey
kapasitas Pemerintah Daerab paling lambat 3 |tiga] tahun
selelah ditetapkan Feraturan Pemerintah ini.

Femerintah [Draerah wagk menerapkan BISTEM

pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaun

Keuangan Deeral  secara  terintegrasi  paling  sedikit

melipuri

a. penyusinan Program dan Kegiatan dar rencana kerja
Femernintah Daerah;

- penyusunan rencana kega SKFRD:

PEOISUNAN Aggararn;

pengelolaan Pendapatan Daeral;

pelaksanaan dan penatausahaan Kenangan Daeraly;

akuntansi dan pelaporan; dan

pengadaan barang dan jasa.

mman g

Dalam hal Pemecintah Dasrah Udak mencrapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelelaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3,
menteri yang menyelenggarakat urasan pemernlzhan di
bidang Kewangan melakukan penundaan  dan/atau
pemotongan  Dana  Transler Umum 28sua) dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas usualan
Menter.

Eetentuan letnh lanjut menpenai pedoman pelakeanaan
penerapan sisfern pemenntahan berbasis elekeronik di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana
dimaksud padae syat (2] diatur dengan Peraturan Menterd
setelah berkoordinasi dengan Er e TR
menyelenggarakan uJrusant  pemenntahan di bidang
keuangan.

EaB XV . .
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BAaB XV
KETENTU AN PENUTUFP

Pasal 223

Pada saar peraturan pernernntah inn malai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2H5 fenfang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indenesig
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik [odonesia Nomor 4373) dicabut dan dinvatakan
tidak berlaku.

Pasal 224

[1} Peraturan pelaksansan den Peraturan Pemerinoteh Momor
o8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanpan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
140, Tambahan Lembaran Negara Ropublik [ndonesio
Momor 45378) dinyatakan masih tetap berlaky sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalarm Peramarcan
Femenntah mi.

[2] Peramaran pelaksanaan dar Peraturan Pemeontah  iod
harazs ditetapkan paling lambat 2 [dua)y tabon terhitung

sejak Peraturan Pomerintah ini diunndangkan.
Pasal 225

Peraturan Pemeénntah in1 mulai berlaku  pada  tanggal

diundangkan.

Agar . . .
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Agar  setlap orang mengelshuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintal ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

[htctaplkan di Jalarte
pada tangzael & Meret 2019

FRESIDEN REPUBLIK INDONESEA,
ttd.

JORO WIDO [

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDMINESLA,

el

YASONNA H. LACGLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIE INCKONESIA TAHUN 2019 NOMOER 42

Salinan sesuad dengan aslinya
EEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGAEA
EEPUELIK INDONESIA
Aziaten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Megeri Jan Otonomi Oaerah, Deputi Bidang
m‘x srundang-undangan,
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PENJELASAN
ATAS
FEEATURAN PEMERINTAH EEPUEBELIK [NDONESIA
NOWMOR 12 TAHLUN 20149
TENTANG
PEMGELCGLAAN KRTJANGAN NARKEAH

UMUM

Terbitnye  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemmerintabian Dasrah vang mengsantikan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah merupakan dinamika dalam
perkembanpan  Pemerintahan  Daerabh dalam  rangks menjawab
permnazalahan yvang terjadi pade  Pemenntahen Daecrah, Perubahan
kebijakan FPemerintahan Daerah yang diatur delam Undang-Undang
Nomotr 23 Tahun 2014 teptang Pemenntahan Daerah telah memberikan
dampak vang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenad Pemenntahan Daerah, termasuk penganican
mengenai Pengelolaan Kenangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2404
tentang Pemerintahan Daerah, penpaturan  mengenai Pengelolaarn
Keuangan Daerah juga mengacu pada keletituan peraturan perundang-
undangan lainnya, yaihl Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang
Kevangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 entang
Perbendaharaan Nepara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 rentang
Pemenksaan Penpgelolaan dan Tanggung Jawab Keusngan Negare, dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 1enteng Sistem Perencanaarn
Pembanpgunan Naszional. CHehr Karena iluw, Peraturan Pemenntah ini
disusun untuk menyempurnalan pengaturan Pengelolaan Kcouanean
Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 rtentang Penpelolgen  Kewangan Dacrah,  berdasarkan
identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keouangan Daerah yang rerjadi
dalam pelaksanaannya selama inl, Penvempumniaan pengaturan tersebut
jupe dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan EKeuangan
Dacrah yang baik, vautu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatil

Berdasarkan . . .
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Berdasarkan uraian penjelasan di aras maka Peraturan Permerinfah

ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahasan, dan pertanggungawaban keuangan
Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.

Ferencanaaty dan Pengangparan

Froges perencanaan dan pengangearan dalam Pemenntahan Dastah
tmengmunakan pendekatan Kinerja. Pendelsatan ini lebih menggeser
penekanan  pengangegaran  darn yang  berfokus  kepada pos
belanja/penpelitarat pada Kinerja temalre dan aletivitas dan Program
kerja. Terdapatnya tolak wukor dalam pendekatan ini akan
rmempertudah Pemenntab [aerah dalam melakukan pengukuran
Kinerja dalam pencapaian tujusn dan Sasaran pelayanan publilc
Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses  untuk
tmengklarifikasikan anggaran herdasarkan Kepiartan  dan juga
berdazarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompoklkan
dalam HKrgtatan =zkan memudahkan pihak rang berkepentingan
untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih daholo
membuat indikator vang relevan.

Feraturapn Pemernmtal il menentulan proscs poovusunan APBD,
dinmulai dari pembuatan KUA dan [PAS, kemudian dilanjutkan
pembuatan BERA SKPD oleh masing-mesing SKPLE BKA SEPD
ketnuidian dijadikan dasar untok membuat rancangan Perda rentang
APBD dan rancangan Ferkada tentang penjabaran APBD. Rancangan
Perda dan rancangan Perkada vang telab disusun oleh Kepala Dacrah
ketnudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapas
kegepakaran bersama. Eancangan Pérda dan rancangan Perkada
tersebat kemudian  diajukan kepada  pubernur sebapgai  waldl
Pemerintah Pusat untuk kabupatenfkota ataun Menteri untuk
provingl guna dievaluasi. Hael evaluasi vang menyatakan rancangan
Perda dan rancangan Peckada sudab sesusn dengan dolalmen yang
mendukung, dijadilan dasar ocleh Kepala Daerah untul: menetapkan
rancangan Perda menjadi Perda tentang AFPBD dan rancangEn
Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran AFBD.

[ndikator . .
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Indikator Kinerja dalam APRD sudah dimasukkan dalam format RKA,
namun dalam proses permbahasan angearan vang terjadi selama ind
di Pemerintahan Daereh lebibh [0kus pada jumlah uang vang
dikeluarkan dibandingkan Keluaran (outpuy dan Hasil [outcome) vang
akan dicapai. Sebagaimana telah dijeleskan di atzs  bahwa
penganeparan pendekatan Kinerja lebih lokus pada Eeluaran [owteu)
dan Hasil [cutcomes) dari Kegiatan.

Hal inl terjacdi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran [owtpl
dan Hasil joutcome] dalam dokumen penganpgaran yang ada. Oleh
karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan
mengenai dokumen pengangearan, yaitu adanya unsur Kinerja dalarm
setiap dolumen penganggeran yang | diharapkan mampu
meningkatkan kuahitas pengangesaran berbasis Kinerja serta
mewljudkan sinkronisasi antara perencanssan dan penganggaran
yang zelama ini masih belom lercapma,

Pelakzanasn dan Perlatsuwsahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses vang terikat dengan
banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak
mengalami perubaban, maks Peraturan Pemerintah ini disusun
dalam ranpgka melabukan penyesuvaian depgan perkocmbangan yang
terjadL

Prosce pelaksanaan dan penatausahsan dalam prektiknya juga haras
memperhitungkan Kinerja yang =udah ditetapkan dalam APBRD.
Proses i harus sejalan dengan indikator Kinerja yvang sudah
dizepakat dalam dokumen APBD. Dengan demikian, angparat yang
direncanakan bisa sejalan scbagaimana mestinya dan  jumlah
kesalahan dalam proscs pelaksansan dan penatausahaan bisa
diminimalisie.

Peraturan Pemerintal ink juga mempertegas fungs verfkasi dalam
SKPD, sehingga pehmpahan kewenangan penerbitan EPM kepada
SKPD atauw Umt SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan
tangpung jawab pelakszmasn anggaran belanja dapat sezuai dengan
tujuan awal yaitu penvederhanaan proses pemhbarvaran di SKPFED,

Feraturan . . .



ﬁjﬁb

£ * ﬁ
o
LYot

PRESIDE™
REJJBLIE INDGHES] A

-4 -

Petraturan Pemetintab ini juga mengembalilkan tugas dan wewenang
bendahara sebagal pemegang kas dan juru bayar yang scbagan
fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Penpgelola Teknis Kegiatan
{(FPTK). Pemmisahan tugas antara pihale yaong melakukan otorigasi,
pihak vang menimpan wang, dan pihak yvang melalukan pencatatan
jupa menjadi fokops Peraturan Pemerintah  ind. Pemisahan  ini
dilabukan uwntuk mencegah  terjadinva kecurangan selame
Pengelolaan Keuwangan Dacrah serta menungkatkan kontrol mternal
Pemerintah Daerah,

Proses pelalksanaat dan penatansabiaan ink harus meninglatloan
koordinasi antar berbagai pihak dalam  penyusunan laporan
keuangan  berbasis  akiuaal. Dokumen  pelaksanaan  dan
penatauzahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung
pencatatan berbasis akrual. Basis akrmual ini mermupakan basiz yang
baru untuk Pemerintah Daerah sehingea dulkangan dan kerja sama
darm berbapai pihak di Pemerintahan Darrah diperlukan untuk
menciptikan kesuksesan penerapan basis aliuntasi akrual,

Pertangeungjawaban Keuanpan Daerah

Mertanggungjawaban Keuangan [Daerah disujudkan dalam bentuak
laporan keuangan. Laporan keuwangan tersebut merupakan wuajud
dari penguatan transparansi dan akuntabilitas, Terksit dengan
pertangepunglawaban Keuanpgan Dacrah. setidskoya ada 7 [lujub)
laporan kcuanpan vanp herus dibuat cleh Pemenntah Daerah yaitu,
ncraca, laporan rcelisasi anggaran, laperan operasional. laporan
perubahen saldo anggaran lebib, laporan perubahan ekoitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan Kevsangan.

Penmmbahan  jurmmiah laporan keuangan yang harus dibuat oleh
Pemerintah Dacerah merapakan dampak dan penggunaan akuntanst
berbasis akrual. Pembérlakuan  zkuntans berbams akeoal nd
meripakan tantangan tecsendin bag setap Pemeriniah Dasrah
karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintal
Daerah saleh saminya vaitu sumber daya manusia.

Selmin . ..
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Selain berbentult laporan Kevangan, pertanggungiawaban Keuangan
Daerah jupga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui leporan inl.
masyarakat bisa melihat sejauli mana Kinerja Pemerintah
Caerahnya. Selain itl, laporan inl juga sebagal alat uantuk menjaga
ginkronigasi dari prozes perencanaan hingge pertangeungjawabag
vang dilakukan Pemerintall Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah
Daeral bisa melihat hal yang hanas diperbaiki untok kepentingan
pProgses periganggaran dan perencanaan di tahun berikutoys.,

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landesan  umum
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertangeungawaban Kcuanean Dacrah yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini, Pemerintah Daerabh ibharapkan mampu menciptakan
siztem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai denpan keadesn dan
kebutuhan setempat dengan  tetap menaati peraturan perundang-
undangan yvang lebih tinggi serfe meninjaw sistem terachut sccara torus
menems dengan tujuan mewujudken Pengelolaan Keuanpan Daerah vang

eteltil, elisien, dan transparan.

PASAL DEMI PASAL

Paszal 1
Cukup j=las.
Paszal 2

Cukup j*]las,
Pasal 3
Ayat [1}
Tang dimakznd dengan "terrib®™ adalah Kevangan Dmerah
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didulung
dengan brakdi admmistras VAN dapat
dipertangmmnigjawabkan.

Yang . - .
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Yang ditnaksud dengan “efisien” adalah pencapaian Keluaran
yang maksimutn dengan masukan tertentu arau penggunaan
masukan terendah uniuk mencapai Keluaran tertentu.

Yang dimaksnd dengan  “ekonomis”  adalah  porolehan
masukan dengan kualitas dan kaantitas tertentu pads tingkat
harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan “efeleil™ adalah pencapaisn Hasil
Program denpgan Sasaran yvang telah ditstapkan, yairu dengan
cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan  “tranzparan”  adelab prinsip
keterbukssun  yang memungkinkan rmasyarakal  unluk
mengetahu darn mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
rentang Kenangan Dacrah.

Yang dimaksud dengan  “bertanpgung jawab®  adalah
perwijudan kewajiban sesenceng alau satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan  pengelolasn  dan  pengendalian
sumber dava dan pelaksanaan kehijpkan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tupgan Yang telah
ditetaplkan,.

Yang dimaksud dengan *keadilan® adalah  keseimhangan
disinbust kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah tindakan aran
suatu sikap yang dhilakukan dengan wajar dan proporsicnal.
Yang dimakszud dengan “manfaat untuk masvarakat” adalah

Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.

Yang dimaksud denpan “"taat pada ketenlusn peraturan
perandang-undangan” adalah Pengelolaan Kenangan Daerah
hamie sgesvan  dengan  ketentuan peraturan  perandang-
undangan.

Avat [2}
Cukup jelaz.

Avat [3] ...
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Ayat 3]
Cukup jelas.
Pasal 4
Avat [1]
Cubkup jelas.
Avat [2]
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas,
Aval [4]
Huraf a
Yang dimaksud déngan “koordinater” adalah terkast
dengan peran dan fungsi sckretanzs daerah membantu
Kepala  Daerah  dalam menyusun kebyakan  dan
tmengoordinazikan penyelenggaraan Umizan
Femerintahan daerali termaszuk Pengelolaan Kevangan
Craerah.
Hurat b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Culoup jelas.
Awvat [5)
Culgugr pelas,
Avat [6]
Cubup jelas.
Pasal 5
Culkup jelas.
Pasal A
Culiup jelas,
Pasal ¥
Avat [1]
Cukup jelas.
Avat [2]
Huruf a
Cuboup jelas.

Huruwlb. ..
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Huruaf b

Culup jelas.
Huruf ¢

Culup jelas.
Huruf d

Culap jelas.
Hurufl e

Kewenangan  pemungatan  pajak  daerah dapat
dipizahkan dan kewcnangan SKEPKD  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Huraf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jclas.
Huruf h
Culiup jelas.
Hurufi
Culnip jelas.
Huruf j
Cuboup jelas.
Pasal &
Avat {1]
Cukup jelas,
Ayar (2]
Culap jelas.
Ayat 3]
Huruf a
Cuboup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf e

Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.

Hurmfe. ..
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Huruf &
Cukup jelas.
Huruff
Culup jelas.
Humf g
Culoup jelas.
Huraf h
Cukup jelas,
Huraf i
Yang dimaksud dengan “melskzanakan Femberan
Pinjaman Dacrah atas nama Pemenntah Dacrah® adelah
hanvae terkait cksckusl Pembenan Pimjaman Dacrah
bukan kebijakan Pembenan Pinjaman Dacrah.
Huruf |
Culoap jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayt (4]
Cukup jelas.
Faszal O
Culup jelas.
Faszal 10
Avat (1]
Huruf a
Culoup jelas.
Hurutf b
Cukup jelas.
Hurul o
Culup jelas.
Huruf d
Culup jelas.
Huruf &
Cukup jelas,
Huruf [
Culup jelas.

Hurufg...
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Humuf g
Cukup jelas.
Humi b
Culup jelas.
Huruf i
Yang dimakszud dengan *mengelola Utang dan Piuatang
Daetah yang menjadi tangeung jawab SKPD yang
dipimpinnya”™ adelah sebagan akibat yang diombulkan
dari pelaksanaan DPA SKPD.
Hurul |
Culup jelas.
Hurf k
Culup jelas.
Hurafl
Culoupy jelas.
Huruf m
Cuboup jelas.
Hurul n
Cukup jelas,
Awat (2)
Cukup jelas.
Fazal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Unit SKPD™ termasuk unit pelaksana
teknis deerah,
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat (3}
Cukup jelas.
Avat (4}
Culup jclas.
Ayat [a)
Cukup jelas.

Fasal 12 ...
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Pasal 13
Axat [1]

Yang dimaksud  dengan "PASKPA  dalam  melaksanakan
Kepmatan monctapkan pejabat pada SKI'D/Unit SKPD sclaku
PPTR" adalah PA/KPA menstapkan PPTE melalui usulan
atasan langsung pejabat vang bersanghutan.

Avat (2]
Yang dimaksud dengan “membantyy tugas” adalah tuegas yang
ditentukan olehy PA/KPA  dalam  rangks melaksanakan
lindakan yang menpakibatkan pengeloaran atas Beban
anggaran belanja yvang melaksanakan anggaran 3KPD yang
dipimpinnya, yaita:
a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan,
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

¢, menyiapkan dokumen dalam  rengka pelaksanaan
anpoaran otas Beban penetluaran polaksamaan Kcgiatan;
dan

d. melaksanakan kegiatan penpaclaan barang/jasa scsuai
detngan ketentuan peraturan perundang-undanpgan yang
mengatur pengadaan barang/ jasa.

Ayat 13)

Culmp jelas.

Pasal 13

Cukup jelas,
Pasal 14

Cukup jelas.
Paszal 15

Culbiun jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Paszal 17

Culoup rclas.

Pagal 18, ..
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Pasal 18
Cukup jelas,
Pagal 19
Cukup jelas.
Pasal 20}
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jclas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Fazal 23
Awat {1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas.
Ayat (3]
Yeng dimaksud dengan “fungsi otomassi” adalah anggaran
daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun berkenaan.

Yang dimaksod dengan “fungsi  perencanaan”  adalah
angegaran daerah menjadi pedomnan bagi manajemen datam
merencanakan Keglatan pada taliun berkenaan.

Yang dimaksud dengan “lungsi penpawasan” adalah anggaran
dacrah menjadi pedoman uniuk menilai apakah Kepgiatan
penyelenggaraan  Pemedntahan Daerah  sesuai  dengan
keletituan vang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “funpsi alokasi” adalah anggaran
daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/menghrangl pengangeuran dan pemborozan sucber
daya serta meningkatkan  efisiensi dan  efelttivitas
Perekonomian,

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “fungsi distribasi™ adalah kehijakan
anggaran daerah haruz memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

Yang dimaksud dengan "fungsi =tabiliza=zi" adalah anggaran
Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan (undamental perekonomian
Dacrah.

Avar 4]

Fazal 24

Cukup jelas,

Avat {l]

Cukup jelas,

Ayat {3

Ckup jelaxs.

Byt (3

Cukup jelas.

Ayat (4]

Culoap jclas.

Ayat |5

Cukuap jelas.

Ayat (&)

Cukup jelas.

Ayat |T)

Pasal 25

Tang dimaksad dengan “diangparkean secara bruro” adalah
Jumlah Pendapatan Dmeralh vanpg dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunalan dalam rangka
menghasilkan pendaparan tersebut danfatan  dikoranpgi
dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka
bagi hasil.

Cukup jelas,

Pazal 26

Culup jelas.

Pasal 27 . ..
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Paszal 27
Culap jelas.

Pasal 28
Avat [1]

Yang dimaksnd dengan “ekuitas” adalah selhisih antara aset

lanwcar dengan kewapban jJangks pendek,
Avat (2]
Cukup jelas.
Awat [3)
Culoup jclas.
Fazal 29
Culkup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Fasal 3]
Cukup jelas.
Mazal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Fazal 34
Cukup elas.
Pazal 33
Cukup jelas.
Fasal 36
Ayal [1]
Culkup jclas,

Avat [2] . ..



PRESIOER
RERUJBLIE 1"NOORMES A

- 15 -
Ayat (2]
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunen”
adalalh pajak wvang dikenakan atas bumi dan/ateu
bangunan  vang  diraliki, thkuasai, dan /atav
dimanfaatkan i Kawasan yang digunakan untuk
kegratan usaha, antara lain perkebunan, perhulanan,
dan pertambangan sezvnai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf b
Culoup jclas.
Huruf ¢
Culoup jelas,
Ayal |3]
Cukup jelas.
Pasal 37
Culoap jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jclas.
Pasal 40
Lukup jclas.
Fasal 41
Cukup jelas.
Fasal 42
Culkup jelas.
Pasal 43
Culoap jelas.

Pasal 44 . . .
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Pagal 44
Pendapatan bapi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan
bermotsr yang dibaglkan oleh Daerah provinsi kepada Daerah
kabupatenf kota di wilayahnya

Pasazl 45
Culup jelas.
Pasal 46
Huruf a
Hibah haik dalam bentulk dewvisa, mapah, barang, dan/atau
Jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yvang tidak perla
dibayar kembali.
Huruf b
Culiup jelas.
Huruf ¢
Culoag jelas.
Pasal 47

Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketigs/sejeniz vanpg tidak
mengilkat, tidek berdasarksn perhitungen tertentu, dan tidak
rempunyal konsckuensi penegcluaran stau pengurangan kewajibarn
kepada pencenma mauwpun  pemberi zerzsa tidak  menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.
Paszal 45
Culktup clas.
Casal 49
Culeup jelas.
Pazal 5Q
Ayat [1]
Yang dimaksud dengan “alokasi belanja®™ sesual dengan
ketentuan  perecuran perundang-undangan  antara  lain

besaran alokasi belanga untuk fungsi pendidikan, anggaran
keschatan, dan inafrastrukeur,

Avat [2] ...
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Ayat (2]

Cukup Jelas.
Avat (3]

Culkupn Jelas.

Paszal 51

Avat (1)

Cukup Jetas.
Aval [2)

Culnup Jelas.
Avat (3]

Yang dimaksud denpgan “standar harga satuen regional®

adalah herga satuan berang dan jasa yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

Penetapan harga  satuan  regional  dilakukan  dengan
memperharikan tingkal kemahalan regional yang berlaku di
suatu Daeral.

Axat (4]
Standar harga sarpan pada masing-masing Dasrah dapat
memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suam
Daerah.
Avat {3)
Cukuap jelas,
Ayat |G]
Cukup jelas.
Ayal {7
Cukup jelas.
Pasal 52
Culoap jclas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Fasal 5. ..
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Pasal 55
Aval [1]
Hurufa
Cultup jelas.
Hurut b
Yang dimaksud dengan “belanja modal" antara lain
Berupa belanja modal tanah, belanja modsl peralatan
dam mesin, belanja modal gedung dan bhangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jacingan, dan aset tetap
lainnya.
Humf o
Cukup jelas.
Hurmf d
Cukup jcles.
Awat {2]
Cukup elas.
Ayarl {3
Cukup jelas.
Ayart (4]
Cukup jelas.
Ayat (5]
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a

Yatid dimaksud denpan “belanya pegawai” antara lain
berapa gaji dan tunjangan, tambahen penghasilan
Pegawai ASM, belanja penerimaan lainnyva pimpinan dan
anggota DPRD serta Kepala [Daerahjwakd]l Kepala

Dzerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah, dan honorarum.

Humf b

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Humfd. ..
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Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Humaf {
Culoap jelas
Avat (2]
Lukup jclas.
Aval [3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat [1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “Pegawai ASN" adalah peofesi bag
pogawal ncgen sipl dan pegawal  pemerintah dengan
peranyian kerja vang bekerja pada instansi pemerintah.
Avat (2}
Culkup jelas.
Pasal 58
Aat 1)

Perserujuan DPED dilakukan bersamaan dengan
pembahasan KUA.

Avat [2]
Tambahan penghaszilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja
ncrmal.

Tambahan penghasilan herdasackan tempat bertugas
diberikan kepada Pegawai ABN yang dalam melaltianakan
tupasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi
dan [Dacrah terpencil.

Tambahan - . .
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Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dikerlkan
keparda Pegawar ASN vang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerps yang memilik resiko tinggl.

Tambahan penghasilan berdasarkan  kelangkaan profesi

diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas
memliki keterampilan khusus dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi Kerja dibenkan
keparda Pegawal ASN yang memiliki prestaszi kerja vang tingpi
dansatau inowvasi.

Tambraltan penghasilan berdasarkan pertimbangan objekrif
lainnya  diberikan kepada Pegawal  ASBN sepanjang
diemanatkan olch peraturan perundang-undangan.

Ayat (3]
Cukuf [elas.

AyAr (4]
Culolp jelas.

Ayat (5)
Culiyp jelas.

Avat (6]
Cubup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Yang dimaksud denpgan “belanja bavang dan jasa” antara lain
berupa belanje barang pakai habis, bahan/material, jasa
kantor, jasa aswransi, perawatan kendaraan  bermolor,
cetak /pengpandaan, scwa  rumsh/pgedung/godang/ parkir,
scwia sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatsm kanter, makanan dan minuman, pakaian dinas
dan atnbutnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, perjalanan dinhas, peralanan dinas pindah tugas,
permulangan pegawal, pemdéliharaan, jasa konsultansi, jasa
ketersediaan  pelayanan  {avadabiliy  paoymeny, lain-lain
pengadaan barang/jasa, belanjz lainnya yvang sejenis, helanja

barang . ..
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barang dan/atan jasa  vang  diserahkan  kepada
masyaralat/pihal ketiga, belanja baratig danfatau jasa vang
dijual kepads masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasizwa
penditikan PNS, belana karsas, pelatiban, sosialisas) dan
bimbingan teknis FNS, dan belanja pemberian uvang vang
hiberikan kepalda pihak ketips /masyarakat.

Yanp dimaksud dengan "barang/jasa yvang akan diserahkan
ataw  diyjuwal  kepada masyarakat/pihak kehiga" adalah
harang/ijasa  yang teckair dengan pepcapalan Sasaran
pricritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Avat [2]

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "belanja bunga” antara lain berupa belanja
bunga utang pinjamen dan belanja bunge Ltang obligasi.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayt (1)
Pemmbenan hibeh didasarken atas wsulan tertualis vang
dizsarpaikan kepada Kepala Daerah,
Pembenan hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada pariai politik yang mendapatkan kurst o PR
provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perandang-undangan-
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat [3]
Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup Jrelas,

Pasal 64 . _ .
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Pasal 04
Avat [1]
Yang dimaksud dengan “belanja modal” antara lain berupa
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanja modal gedung dan bangunsm, belanja medal jalan,
irigasi dan jarngan, dan asct tetap laannya,
Ayat (2]
Cubup jelas.
Ayat |3)
Culoap jclas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Pasal 65
Culkup jelas.
Pasal 66
Cukugp jelas.
Paszal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu lainnya™ adalah
dalarmn rangka memberikan manfsat bagi pemberi dan/atan
penerima bantgan Keuangan.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Avyat [2)
Culoup jclas.
Avat (4}
Cukup jelas.
Ayat [5]
Cukup jelas.
Awat (8]
Cukup jelas.
Ayat 7]
Cukup jelas,

Pasal 65
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Keperluan mendesak sezuai dengan hkarakteristic masing-
masing Pemerintah Daerah aebagsimana dimaksud dalam
Undang-Undang Noemor 17 Tahun 2002 tentang Kewangan

Negara.
Ayat [2)
Culnap jelas.
Avat (3
Cubmp jelas.
Pazal &9
Cukup jelas.
Fazal 70
Culoup jelas.
Faszal 71
Culup jelas.
Faszal 72
Cukup jelas.
Pasgal 73
Ayat (1]
Culkup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan” seperti dokumen
lelang, alta jual beli, nota Kredit, dan dolwmen scjcnis

lainnya.

Pasal 74

Cukup jelas,
Pasal 75

Cukup jelaz.
Pazal 7&

Cukup jelas.
Pazal 77¥

Cubkup jelas,
Fazal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 ...
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Faszal 79
Culnap jelag.
FPazal 80
Culup jelas.
Pazal 81
Culoap jelas.
Pazal 81
Cukup jelas,
Pagal 83
Avat [1)
Yang dimaksud dengan “surplus APHD™ adalah sclisih lebih
antare Pendapatan Daerah dan Belanja Dasrali,
Yanug dimaksud dengan “defizit AFPBD™ adalah selisih kurang
antara Pendapatan Dacrah dan Belanja Daerah.
Avat (2}
Culoag Jelas,
Avat (3
Cukup Jelas.
Fasal 84
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembavaran cicillan pokok Utang
vang jatuh tempo' adalah pembavaran pokok ang yvang
belum  cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran
Fernlmayaan scsusl dengan perjanjiat.
Humf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Culoup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Culap jelas.
Pasal &5
Cukup jelas.
Pasal A . ..
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FPasal 86
Culoap jelas.
Faszal BY
Cukup elas.
Faszal B8
Culup jelas.
Fasal 8%
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayar (2]
Fedoman penyusunan AFBD antara lain memuat:
a. kebijakan penvusunan APR[D,;
b, tekmk penyusunan APED; dan
c. hal khusuasz lainkya.
Ayat |3)
Huril a
Cukup jclas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul
Cukup jelas.
Horuld
Cukup jelas.
Huoruf e
Cukup jelas.
Hurual £
Strategi pencapaian meruat langkah konkret dalam
mencapai target.
Avat (H
Culkup jelas.
Pasal Q0
Cukup jelas.

FPazal 31 . ..
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Fasga] 41
Kepala Daerah menyampaukan Rancangan Perda tentang APED
berdasarkan RKA SKPD yeng disusun dengan mengacu pada RKPD,
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Kepala
Dacrah.
Pasal 92
Ayat (1)
Culup jelas.
Ayat (2)
Hurula
kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang
lercantum dalam RPIMD.
Huruf b
Yang dimalksud denpan “pekerjaan atas pelaksanaan
Kegiatan  yang menuwrat  sifatnya hares tetap
bBerlangsung pada pergantian tabun anggaran”™ antara
lain penanaman benih/hibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan ohat di rumah sakit,
pelavanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasza
pelayanan kebersihan {cleaning semqace).
ayat {3)
Culup jelas.
AYEL 4]
Cukup jelas.
Avat |5)
Cukup jelas.
Avat (6)
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat [1)
Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepals SKPD
mengevaluasi hesil pelaksanaan Program dan Kegialan 2
{dua] tahun anggaran sebelumnya sampai dengan senester
pertama tahun anggaran berjalan.
Avar (2]
Culkoap jelas.
Ayat (3] . . .
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Axat [3]
Culkup jelas.

Pasal 94

Culup jelas.
Fazal 93

Ayat (1]

Penyusunan REEA SKPD dengan pendekatan Eerangka
Pengelugran Jangka Menengah dilaknkan secara bertahap
dizesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat |2
Cukup jelas,
Ayart (3]
Cukup jelas.
Avyat (4]
Culup jclas.
Pasal 95
Cukoap jelas,
Pasal 97
Cukup jelas.
Paszal 95
Cukup pelas,
Fasal 39
Cubup jelas.
Faszal 100
Cukup jelas.
Paxal 101
Cukup jelas.

Fazal 102 . . .
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Pasal 102
Avat [1)
Fancangan [erda rentang APED memuat informasi Kinerja
betrdagzarken Sasaran capalan Kinerja dan indikator Kinerjs
masing-magsing Program dan Kegiatan.
Avat [2]
Cukup jelas.
Avat [3]
Cukup jelas.
Ayat (4
Culkup jelas.
Fasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan  “penjelasan dan  dobnimen
pendukung® antara lain nota kevangan, EKPD, KUA dan
FPAS.
Ayat (J)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas,
Pasal 106
Clukup jelas,
Pasal 107
Avat [1)

Yang dimaksud denpan “angka APBD tahun angparan
sebelumnya" adalah pagu jumilah pengeluaran APBDY yang
ditetapkan dalam perubahan APED tahun sebelumnva.
Avar [F]

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifar mengikar”
adalah belanja yvang dibutubkan secarg leras mencrus dan
harus dialekasikan oleh Pemerintah Daervah dengan jumlah
vang cukup untuk keperlaan setiap bulan dalam tahun
anggaran beckenaan, sepertt belanja pegawai, dan belanja
barang dan jasa.

Yang . . .



PRESIGEN
REFLBELIFK IHDOMESLA

.G .

Yang dimaksud dengan *belanja yang bersifat wajib" adalah
belanja untuk terjaminnya  kelangsungan pemenuhan
pendanaan  Pelayanan Dasar masyarakat antara  lain
pendidikan, Resehatan, melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjamar, bunga
pinjeman Yang telab jatubh tempe, dan kewajiban lainnya
sezuai dengan ketentuan peraniten perundang-undangan.

Aval [3}

Paszal 103

Culkup jelas.

Culoup pelas.

rasal 109

Cukup jelas.

Pazal 110

Cukup jelas.

Pazal 111

Axat [1]

Cukup jclas.

Avat [2]

Cukup jelas.

Avat [3]

Cukup elas

Avat {4

Yang dimaksud dengan "menguji kezesuaian” adalah untuk
menilai kesespaian Program dalam rancangen Perda tentang
APBDy  dengan  TPerda tentang ERPJMD dan  menilai
pertimbangan yeng digunakan dalam mencnotukan Kegiatan
yang ada dalam REPD, KUA dan FPAS, serta renilai
konsistens: antara rapcangan Perda tentang APBLD dengan
KA dan PFAS,

Ayat |5]

Cukup jelas.

Ayat |G

Cukup pelas.
Avar 7). ..
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Ayat (7

Cukup jelas.

Ayat [(8)

Culup jelas.

Ayat [9)

Culoap jelas.

Pazal 112
Ayat [1}

Culkup jelas.

Ayat [2)

Cukup jelas.

Ayat [3}

Cukup jelas.

Ayar (4]

Yang dimaksud dengan "menguji kescavzian”™ adalah uniuk
menilai kesesvaian Program delam rancangan Perda tentang
APPD}  dengan  Porda  tentang RIPJIMD dan menilai
pcrtimbangan yang dipunakan dalam menentukan Keglaran
vahg ada cdalam BEEKPLD, KUA dan PPAS, scrta menilai
kongsistens antara rancangan Perda tentang APBLD dengan
KUA dan PRAS.

Ayat (3]
Cuklup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat |7)
Culkup jclas.
Ayat |B]
Cukup jelas.
Ayat (Y]
Cukup jelas,
Fazal 113
Culup jelas.
Pasal 114
Culoap jclas.

Pazal 115 . ..
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Pasal 115
Culkuyp jelas,
Pasal {16
Cukup jelas.
Pazal 117
LCukup jclas.
Pasal 118
Cultup jelas.
FPasal 119
Cukup jelas.
Fazal 120}
Ayat (1]
Cubkup jelas.
Ayat |2)
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah yang tidak
dilakukan melalui Bekening Kas Umum Dacrah, antara lain
sumber peneomaan yvang berasal dar Pembiayaan pinjaman
dan/atau hubah luar negeri ridak hams dilakukan melalul
Rckening Has Umum Dasrah namun tetap harus dibukukan
dalam Rekening Kos Umum Daerah.
Pazal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Culkup jelas,
Pazael 123
Zukup jelas.
FPazal 124
Avat [1]
Cukup jclas.
Ayat {2)

Yang chmaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakarn
dengan SPDY antara lain keputusan tenlang penganegkatan
PEEzWAIL

Avar {3) ...
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Ayat (3]
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 136
Axat (1)
Yang dimaksud dengan “bank umum yang schat” adalah
bank umum di [ndonesia vang aman/sthat zesum dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yYang MEngar
mengenal perbankan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culiup jelas.
Pasal 127
Cukup pelas.
Pazal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jclas.
Pasal 121
Awat [1]
Yang  dimaksud  denpan  “mendepositokan"  adalah
penempaten deposite  dilabukan pada bank umuam di
Indoneria  vang aman/sehat sesual dengan  ketentyan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perbankan dan tidak melampaui tahun anpgaran berkenaan.

Avat [2
Culkup jelas.
Fazal 132
Ayart (1]
Cukup jelas.

Ayat (2] ...
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Avat [2)
Fencana penenmaan dana hanya diberlakokan bagi SKPD
vang memiliki tugas dan fungst pendapatan.
Avat 1}
Cukup jelas.
Pazal 133
Culougy jelas.
Paszal 134
Culoup jelas.
Fazal 135
Culkup jelas.
Fasal 136
Cukup jelas.
Fazal 137
Culoup jelas.
Pasal 138
Cukup elas.
Pazal 139
Culoup jelas.
Fasal 140
Ayat (1]
Yang dimaksud denpgan “Pentrimaan Daerah yang sifatnva
berulang” adalah  penerimaan yanpg setiap rahun  ridn
dianggarkan, seperti pendapealan pajak, pendapatan retribast,
dan lainnya.
Ayat (2]
Yang dimaksud denpan “Penerimzen Dacral yvane sifatnva
tidak beralang” adelah penerimaan rang tidak sctap tahun
dianggatltan, seperti péndapatan  tantutan  ganti  nag,
pendapatan penjualan kekavaan daerah vang dipisabhkan,
dan lainnya.
Avat [3)
Culupn jelas.
Pasal 141
Culup jclas.
Pasal 142 | | |
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Pasal 142
Cukoup jelas.
Paszal 143
Cukup jelas.
Pagal 144
Culup jclas.
Pasal 145
Cukup Jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas,
Pazal 148
Culkup jelas.
Paszal 149
Ayat (1]
Cukup j¢las.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Aval |3
Humul a
Cukup jelas.
Hutuf b
Vane dimaksud dengan “penttabh pembevatan™ adalah
perintah membayarkan dari PA/KPA.
Hutruf ¢
Cukup jclas.
Huruf d
Culoup jelas.
Avat {4
Cukup clas.
Avat [3)
Cubmp jelas.

Fasal 150 . . .
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Fasal 150
Cukup jelas.
Fasal 151
Culup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Fasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
g kup jelas.
Pazal 156
Culkmp jetas.
Pasal 157
Culup jelas.
Pasal 155
Cukup jetas,
Pasal 139
Culmip jelas.
Pasal 160
Ayat (1]
Yang dimalkzyud denpan “prognosis” adalah prakiraan dan
penjelasannya yrang akan cdhirealisir dalam & {¢nam) bulan
benkutnys berdasarkan realizasi.
Ayat (3]
Cukup pelas.
Faszl 161
Cukup jelas.
Paszal 162
Cukup jelas.
Fazal 163
Culknap jelas.
Fasgal 1hd
Cukup jelas.
Pazal 165 . .
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Pazal 165
Cukup jelas,
Pasal 1606
Cukup jelas.
Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Yang dimaksud dengan “lebih besar darn 50% (lima puluh
persen)” adalah DBatas persentese minimal sclisih (geg)
kenatkan antars pendapatan dan belanja dalam APBD.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Paszal 1649
Culrugy jelas.
Pazal 1570
Cukup jelas.
Paszal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pazal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cultup j&las.
Pazal 175
Culoup jelas.
Paszal 176
Cukup jelas,
Fazal 17T
Yang dimakzud dengan “penjelazan dan dokumen pendukung”
antara lain nota keyangan, perubaban RKPD, dan perubahan KUA
dan FPAS.
Pusal 178 . _ .
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Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Culkup jclas,
Pasal 181
Cukup jelas.
Pazal 182
Cukup jelas.
Fazal 153
Cukup jelas.
Pasal 1584
Culap jelas.
Paszal 185
Cukup jelas.
Fazal [&6
Culup jelas,
Pasal 187
Avat (1]
{Tukup jelas.
Avat (2]
Hurui a
Yang dimaksud dengan “laporan realizasi anggaran®
adalah laporan yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran Jdengan realisasinya dalam 1 {satuy)
periode  pelaporan scsual struktur APBD yang
diklasihkasitan ke dalam kelompok, jenis, obyek dan
rincian obvck pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
Huruf Iy
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Huralrd .. .
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Cukup jelas.

Huraf e

Cukup jelas.

Hurmff

Cukup jelas.

Huraf g

Cukup Jelas,

Avat [3)

Culup jelas.

Paszal 188

Cukup jelas.
Pasal 189

Cukup jelas.
Pasal 120

Culoup jtlas.
[Pasal 191

Culup jclas.
Pasal 192

Cukup jelas.
Pazal 193

Culup jelas.
Pusal 194

Culkoup jelay.
Pasal 1953

Cukup jelas.
Pazal 196

Culoup jclas.
Pazal 197

Culoup jclas.
Pasal 198

Cukup jelas.
Paszal 1399

Cukup jelas.

Pasal 200 _ .
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Fasal 200
Cukup jelas.
Fagal 20|

Investazi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
Pandapatan Daerah, peninpkatan  kKesejahteraan  masyarakat,
perungkatan pelayanan masyarskat, dan/atau tidak mengpanggn
liktwiditas Keuangan Dacrah,
Faszal 202
Cukup jelas.
Fasal 203
Cukup jelas.
Fazal 204
Cukup jelas.
Fazal 205
Culmp jelas.
Pasal 206
Hurf a
Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan/atau jasa
layanen umum" antara lain umah  sakit daerah,
penyelengparaan  pendidikan,  pelayvanan lisensi dan
dokumen, penyelenggaraan jasa penyviaran publik, dan
pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
Humf b
Yang dimakzud dengan ‘dana khusus untuk meningkatioan
ekanaml danfartau layanan kepada masyarakat” antara lain
dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan
perumahan.
Huruf c
Cukup jelas,
Pasal 207
Cubup jelas.
Pasad 208
Cukup jclas,

Pasal 209 . .,



-l

>*

oR

PRECIGE
FEFPUOLIY IHNDCHMES]A

Ty

Pazal 209

Cukuep jelas.
Pasal 210

Cukup jelas.
Pasal 211

Cukuyp jelas,
Pasal 212

Cukup jelas.
I'azal 213

Culap jclas.
Fazal 214

Culmap jelas.
Fasal 215

Culoup jelas.
Fazal 216

Cukup jelas.
Pasal 217

Cukup jelas,
Paaal 218

Cubup jelas.
Pasal 2149

Culknap clas,
Pasal 220

Cukuf jelas.
Pasal 221

Cukup jelas.
Pasal 223

Cukup jelas.
Pasal 223

Cokup jelas.
Fazal 224

Culkup jclas.
FPazal 225

Cukup jelas.
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